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Penyelenggaraan pengelolaan tanah khususnya yamkaithe dengan
pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tdreaid (tenure and land rights
diperlukan lembaga pendaftaran tanah untuk menmdoerkepastian hukum antara
pemegang hak dengan tanah, peralihan hak tanahiahgigungan atas tanah serta
peralihan hak tanggungan. Pendaftaran tanah meanpskkmber informasi untuk
membuat keputusan dalam pengelolaan pertanahamsaik penataan penguasaan,
kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kdedna itu penelitian ini
merumuskan masalah bagaimana Kualitas Pelayanatipilssr Tanah Secara
Konversi Sporadik di Kantor Pertanahan KabupatenyBaangi. Pendaftaran tanah
secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tartak pertama kali mengenai satu
atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wiktgahbagian wilayah suatu desa
atau kelurahan secara individual atau massal. $kdantujuan penelitian adalah
untuk menganalisa kualitas pelayanan sertipikadltasecara konversi sporadik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskrigténgan data kuantitatif,
dimana dalam penelitian ini penulis lebih mengfddams pada penyajian data dan
fakta bukan pada hipotesa atau pembuatan prediksnpat penelitian di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang beralamatl.dDrJ Sutomo No.45
Banyuwangi yang dilakukan selama 2 bulan. Poputalah seluruh jumlah
pemohon yang sedang memasuki tahap proses peneseitApikat tanah menuju
loket 4 secara konversi sporadik sebanyak 420 pemphda bulan Agustus 2007.
Sampel dipilih sejumlah 50 orang responden yan@rsgdnenguruskan sertipikat
tanahnya.

Pelayanan sertipikat tanah secara konversi sporddikantor pertanahan
kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan mekanyare pemohon mendatangi
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Kantor Pertanahan untuk melaksanakan kegiatan pemmao penerbitasertificate
tanah dengan menyerahkan semua persyaratan yaogadissampai diterimanya
Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dari petugas. ikBam pemohon menerima
dokumen dan membuatkan Surat biaya pendaftaramidga surat ukur (SPS) yang
selanjutnya diproses untuk memperoleh kuitansi gabtanda bukti pembayaran
serta dilakukan pencatatan dokumen untuk dilanjukebagian pemeriksaan panitia
untuk diproses dan melaksanakan kegiatan pengukserta pemetaan dan
selanjutnya apabila data fisik dan data yuridiahltedelesai diteliti, akan dikeluarkan
pengumuman berupa pengumuman data fisik dan daidisyselama 60 hari sejak
tanggal pengumuman yang akan dipasang pada Kehifésa. Apabila syarat-
syarat telah terpenuhi oleh pemohon maka KantortaRa&nan mengadakan
pembukuan serta penerbitan sertipikat yang berupa Skur dan Buku Tanah.

Kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupatemy®vangi dapat
disimpulkan bahwa secara keseluruhan kualitas ae@y yang diberikan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tidak metrkmrssumen yaitu pemohon
sertipikat tanah merasa puas. Hal itu ditunjukkdeh oskor negatif dari empat
dimensi kualitas layanan yang menunjukkan kuaptlayanan yang diberikan masih
tidak baik. Meskipun hanya satu dimensi yang meatlagor positif yaitu dimensi
bukti langsung.
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SUMMARY

Analyse The Quality of Service of Land Sertificate;Ground Convertedly
isSporadik In Office of Land;Ground of Regency Banyuwangi : Eka Hamni
Tunjungsari, 030910201180; 2007: J2&ye;yard; Majors of Administration of State
of FISIP of University Jember.

Management of land;ground Management speciallyteelao management of
domination and rights for land;ground (Land Tenuaed land rights) needed by
institute of land registry to give the rule of lavetween rights handle with the
land;ground, switchover of land;ground rights, resgibility rights for land;ground
and also switchover of responsibility rights. Lamgjistry represent the information
source to make decision in good land;ground managegnm domination settlement,
ownership of, use and land;ground exploiting. Tlene this research formulate the
problem ofhow Quality of Service of Land Sertigg&round Convertedly is
Sporadik in Office of Land;Ground of Regency Bargngi. Land registry by
Sporadik is activity of land registry for the firsine hit one or some obyek of land
registry in region or part of region of a[n counsige or chief of village individually
or mass. While research target is to analyse thaliu of service of land
sertificate;ground convertedly is sporadik in O#fiof Land;Ground of Regency
Banyuwangi.

This research represent the descriptive researphk tyith the quantitative data,
where in this research is writer more focussedraspntation of data and fact of non
at hypothesizing or making prediksi. Research plac®©ffice of Land;Ground of
Regency Banyuwangi which have address in Jl. DtorSo No.45 Banyuwangi
conducted by during 2 month;moon. Population isrefall applicant amount which
is entering phase process the publication of |laadifscate;ground go to the counter
4 convertedly is sporadik. Sampel selected by deuwf 50 responder people which
is emaciating its land sertificate;ground.

Service of land sertificate;ground convertedly ipomdik in office of
land;ground of regency Banyuwangi executed withrntteehanism that is applicant
visit upon the Land;Ground Office to execute thivag of application of publication



of land sertificate;ground by delivering all condits raised accepting of Letter of
Document Receipt (STTD) from worker. Later;Thenliappt accept the document
and make the Letter of expense of registration latitdr expense measure the (SPS)
is later on processed to obtain;get receipt as parynvoucher is and also conducted
by a document record-keeping to be continued t@eshaf committee inspection to
be processed and execute the measurement actintglao mapping and hereinafter
if data of physical and data yuridis have been &kdc will be released by
announcement in the form of announcement of dagghgdical and data yuridis of
during 60 day of commencing from announcement tattaehed at Chief of village/
countryside. If conditions have been fullfiled Ippkcant hence Land;Ground Office
perform a the bookkeeping and also publicationieste which is in the form of
Letter Measure and Land;Ground Book.

Service quality in Office of inferential RegencynBawangi Land;Ground that
as a whole service quality given by Office of L&mund of Regency Banyuwangi
do not make the consumer that is applicant seatiéidick lips. That matter is shown
by negative score from four dimension of servicaliushowing service quality
given still be bad. Though only one dimension gegtpositive score that is direct
evidence dimension.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menkampatanah pada
kedudukan yang penting. Perjalanan sejarah bamgkmeésia yang dijajah selama
350 tahun oleh kolonial Belanda, menunjukkan insiikemhwa tanah sebagai milik
bangsa Indonesia telah diatur oleh bangsa lainatesidsap dan niat yang asing bagi
kita. Tanah sebagai berkah llahi telah menjadi finkeresahan dan penindasan.
Rakyat ditindas melalui politik dan hukum pertanalyang tidak berkeadilan, demi
kemakmuran bangsa lain. Oleh karena itu, setelareisekaan Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia ahengendiri tanah yang telah
kita kuasai dan miliki.

Atas landasan ideal ini, sesuai dengan falsafaltgsla, bangsa Indonesia
memandang tanah sebagai karunia Tuhan yang memsii@aganagis-religius harus
dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk menikgtkakesejahteraan dan
kemakmuran yang berkeadilan dan tidak dibenarkamkuwtipergunakan sebagai alat
spekulasi orang atau masyarakat, karena kemerdekammesia bukanlah hasil
perjuangan perorangan atau golongan melainkan gregn seluruh rakyat dan
bangsa Indonesia. Pengelolaan tanah di Indonesigpmeyai landasan konstitusional
yang merupakan arah dan kebijakan pengelolaan &afzgaimana yang tercantum
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan telah dijabartalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokkkkPAgraria atau dikenal
juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) gyanemuat tentang
kebijakan pertanahan nasional (National Land Ppliggagng menjadi dasar
pengelolaan tanah di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah khususm@ lyerkaitan dengan
pengelolaan penguasaan dan Hak-Hak Atas Tabahd(tenure and land righks
diperlukan lembaga pendaftaran tanah untuk mendoerkepastian hukum antara
pemegang hak dengan tanah, peralihan hak tanahtahggungan atas tanah serta
peralihan hak tanggungan. Selain itu pendaftanaahtanerupakan sumber informasi
untuk membuat keputusan dalam pengelolaan pertanda& dalam penataan



penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatalm. Sampai saat ini
Undang-Undang Pokok Agraria masih merupakan lamdasakum untuk
menyelenggarakan pengelolaan pertanahan di Ingorfeésiubahan penyelenggaraan
pengelolaan pertanahan tanpa melakukan perubatmjakea nasional pertanahan
akan mengandung implikasi hukum yang dapat menyebaltacatnya produk
hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah dangi@madnnya. Maka dari itu
birokrasi yang baik sangat diperlukan untuk menglatucarnya pengelolaan tanah di
Indonesia.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun t%366but, dalam
pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftéenah dalam rangka
menjamin kepastian hukum yang telah diatur dalaratBen Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian dipar@ahdengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1%9iahg pendaftaran tanah
yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan peardaftanah di seluruh Indonesia.
Selanjutnya dapat dijelaskan tentang pendaftarahtadalah :

“‘Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerirgabara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpplangolahan, pembukuan,
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dam ylaidis, dalam bentuk peta
dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan safataan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya batging-bidang tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan runsam serta hak-hak tertentu
yang membebaninya.”

Demi upaya peningkatan pelayanan publik oleh Peradrj aparat negara
dalam hal ini dititikberatkan kepada aparatur pémi@n hendaknya memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi patdatdban dan kepuasan penerima
pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya sailagndaemberian pelayanan
barang dan jasa. Berlakunya Undang-Undang Replidignesia Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudiarmbdipgrui dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahamaklaeliharapkan dapat
memberikan dampak nyata yang luas terhadap masyadalkdaerah. Pelimpahan
wewenang dari Pemerintahan Pusat ke Daerah memmkagki terjadinya
penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasg lebih ringkas dan membuka



peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukanasiostalam pemberian dan
peningkatan kualitas pelayanan.

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam glegdsian
wewenang pemerintah terhadap pemerintah daeralk tdipat sepenuhnya
diterapkan dalam urusan pertanahan. ContohnyaetadaPapua, urusan pertanahan
yang ditangani oleh pemerintah daerah ternyata mésijadi kerancuan atas
kepastian hukum yang dimiliki oleh setiap pemildnah. Selain itu masih banyak
sertipikat tanah yang tidak diakui dan dianggapakicsah secara hukum oleh
masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintahgelaarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Petaleain antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah/Provinsi dan Pemerintah Daerslfaden/Kota. Dalam
peraturan ini disebutkan tentang pembagian kewemangusan pertanahan yang
tetap menjadi urusan pemerintahan dalam pengelpfaarsemua penyelenggaraan
urusan pertanahan ditangani oleh pemerintah dajadidewenangan pemerintah.

Birokrasi adalah suatu sistem otorita yang ditedaplsecara rasional oleh
berbagai peraturan dengan tujuan untuk mengorgakésasecara teratur pekerjaan
yang mencakup banyak orang (publik). Maka dari dalam melakukan segala
aktifitas, birokrasi dituntut untuk melakukan kooraksi yang ketat terhadap kegiatan-
kegiatan dari sejumlah besar orang dengan melibdtkahlian khusus, maka salah
satunya peluang adalah dengan menggunakan orgarisadkrasi. Robbins
(2003:188) mengungkapkan bahwa :"Birokrasi adafmbktir dengan tugas-tugas
operasi yang sangat rutin yang dicapai lewat sliss$s aturan dan pengaturan yang
sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan Kandalepartemen-departemen
fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali ysegpit, dan pengambilan
keputusan yang mengikuti rantai komando”. Tujuabediuknya birokrasi ialah
supaya kepentingan-kepentingan umum dapat dipemehalui serangkaian aturan
yang sama bagi semua pihak. Maka dari itu birokiidak boleh melenceng dalam
pelaksanaan pelayanan umum (publik).

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bah&ayanan umum adalah
mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusbhk,p mempersingkat
waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikandsgpukepada publik. Senada



dengan itu, diungkapkan oleh Moenir (dalam Kurniaw&005:7) bahwa :
“Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukah dleseorang atau sekelompok
orang dengan landasan faktor material melaluirsisfgrosedur dan metode tertentu
dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sdsngan haknya”.

Namun pada kenyataannya, wajah birokrasi publikagab pelayan rakyat
masih jauh dari yang diharapkan. Di dalam praktekyplenggaraan pelayanan,
rakyat menempati posisi yang kurang menguntungk@eragam keluhan dan
ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan puoikunjukkan mendesaknya
suatu pembaruan makna baik dari sisi substansingaunegara, masyarakat dan
pemerintah, serta rakyat maupun perbaikan-perbatkadalam internal birokrasi
publik itu sendiri.

Untuk lebih memperkuat peran penyelenggaraan pedayaimum (publik),
maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republiloriesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan PenerapamtStatalyanan Minimal yang
menjelaskan bahwa :

“Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagar penyelenggara
pemerintahan berkewajiban melaksanakan urusan peatemyang berkaitan
dengan hak pelayanan dasar warga negara yang eeggatakannya
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepaad&rah untuk
perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasdjonkesejahteraan
masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umalamdrangka menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sestaepuhan komitmen
nasional yang berhubungan dengan perjanjian daveksninternasional.”

Seiring dengan berjalannya waktu rakyat mengharagkadirnya birokrasi

pemerintahan yang lebih tinggi kualitasnya, lebiinmpu mengemban fungsi-fungsi
pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peyuban sosial ekonomi.
Pengertian pelayanan umum atau publik dalam Suraputisan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/@B 2@lalah :

“Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan aalggtenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penergteygman maupun
pelaksana ketentuan peraturan. Penyelenggara palayaublik adalah
instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalalutaebkolektif meliputi
satuan kerja atau satuan organisasi kementrianartéepen, lembaga
pemerintahan non departemen, kesekretariatan lemtesitjnggi dan tinggi



Negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusatpun daerah termasuk
Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negdem Badan Usaha
Milik Daerah”.

Pelayanan merupakan salah satu kegiatan yangukldakoleh negara untuk
memenuhi kepentingan umum baik berupa barang deam yang timbul didalam
masyarakat. Moenir (2002:10) mendefinisikan kepgain umum adalah “Suatu
bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyakl ateasyarakat tidak
bertentangan dengan norma dan aturan yang berkagpeamtersebut bersumber pada
kebutuhan (hajat) hidup orang banyak atau masyaitaka

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesiaign bahwa pelayanan umum
menyangkut kepentingan umum, maka negara sebagsielpaggara pelayanan
umum dituntut untuk dapat memenuhi harapan masgataktang mutu pelayanan
umum yang memuaskan masyarakat sebagai pihak pemgasa(customer).Maka
dari itu semangat meningkatkan pelayanan umum d@&péentingan umum perlu
ditumbuh kembangkan secara keseluruhan. Tuntutayarakat terhadap pelayanan
umum bukan hanya bertumpu pada ketersediaan bdeangsa melainkan juga pada
keterandalan serta kualitas pelayanan yang sema ppenyerahan serba cepat, serta
dengan biaya yang otomatis terjangkau.

Adapun jenis layanan yang diberikan oleh pemdrninéah dijelaskan pada
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Né&gpablik Indonesia Nomor 7
Tahun 2005 yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Prioritas Pelayanan Publik

No Sektor Jenis Layanan
1. Administrasi 1. KTP.
Kependudukan 2. Akte Kelahiran.
3. Catatan Sipil.
4. Akte Kematian.
5. Akte Nikah / Cerai.
6. Kartu Keluarga.

2. Kepolisian. 1. STNK dan BPKB.
2. Surat ljin Mengemudi (SIM).
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat.

w




No Sektor Jenis Layanan
3. Perindustrian, 1. SIUP,SITU dan Tanda Daftar Perindustrian.
Perdagangan, dan 2. Metrologi/ Tera.
Koperasi. 3. Pengujian Hasil Industri.
4. Kredit Usaha.
4. Bea Cukai dan 1. Bea Masuk.
Pajak. 2. Cukai.
3. NPWP.
4. Pelayanan Pembayaran Pajak.
5. Kesehatan. 1.Rumah Sakit.
2. Puskesmas.
3. Posyandu.
6. Imigrasi. 1. Pengurusan Paspor.
2. Pengurusan Keimigrasian.
7. Perhubungan. 1ljin Usaha Angkutan Darat / Laut / Udara.

2. Pelayanan Bandara / Pelabuhan /Stasiun
/Terminal Bus.
Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor.
8. Ketenagakerjaan. 1Kartu Kuning (Pencari Kerja).
Info Kesempatan Kerja.
Penempatan Tenaga Kerja.
Pelayanan TKI di Bandara dan Pelabuhan.
Pengurusan Sertipikat Tanah.
Pengurusan Pengalihan Hak Atas Tanah.
ljin Mendirikan Bangunan (IMB).
ljin Lokasi Industri /Perdagangan.
HO.
Amdal.
10. Pendidikan. 1. Pendidikan Dasar.
2. Pendidikan Menengah.
Pendidikan Lainnya.

w

9. Pertanahan dan
Pemukiman.

QA ONERWN

w

11. Penanaman Modal. 1ljin PMA.
2. ljin PMDN.
3. Informasi Potensi Investasi.

Sumber :Lampiran Surat Edaran Menteri PendayaguApamatur Negara Republik
Indonesia Nomor : SE/10/M.PAN/7/2005, Tgl 7 Julb30

Berdasarkan daftar prioritas jenis pelayanan publigebut di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa ada sebelas sektor pelayanan rdemgeing-masing jenis



pelayanan yang perlu ditingkatkan kualitasnya.drtinya, kualitas pelayanan dari

sebelas sektor layanan diatas yang dirasakan askarakat masih belum memenuhi

harapannya. Sesuai dengan bidang yang sedangi diteh penulis dalam sektor

pertanahan dan pemukiman yang di prioritaskan rsgéaiis pelayanan lainnya di

bidang pertanahan dan pemukiman, dimana mutu pelaymasih rendah dirasakan

oleh pengguna pelayanan. Mengatasi kendala terdetak ada jalan lain oleh
pemerintah selain memberikan perhatian yang besaada bidang-bidang tersebut.

Adapun bentuk perhatian pemerintah adalah denghin Imenekankan kepada

pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginayarakat.

Badan Pertanahan Nasional atau disebut dengan Bddlaha Lembaga
Pemerintah non departemen yang berada dibawah eldanggung jawab kepada
Presiden serta dipimpin oleh seorang Kepala (sedaagan Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2006). Salah satu tugas penting Bélddgaimana tersebut diatas
adalah melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Taarasutuh dan terpadu
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sistdéonmiasi dan manajemen
modern. Kebijakan umum pengelolaan pertanahan rakamppenjabaran pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakhwd bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkanduatadidya dikuasai oleh negara
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Halgumsai dari negara tersebut
memberi wewenang kepada negara, yang dilaksanal@dm Remerintah (Badan
Pertanahan Nasional) untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggur@ersediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum@raamrang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa,

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuanaaotang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumiaairuhng angkasa.
Berkaitan dengan pelayanan umum, Badan Pertanahaasionsl

memberlakukan sistem loket untuk meningkatkan tamlipelayanan di bidang

pertanahan yang terdiri dari :

a. Loket1l : Informasi Pelayanan.



b. Loket2 : Penyerahan Dokumen Permohonan.
c. Loket3 : Penyerahan Biaya / Pembayaran.

Loket 4 : Penyerahan Produk.

Masalah pelayanan pertanahan merupakan masalahsgaggt rawan. Seperti
informasi yang penulis peroleh dari Harian Kompadwia: “Layanan jasa bagi
masyarakat di Badan Pertanahan Nasional berpatearsmbulkan peluang pungutan
liar (pungli) yang dilakukan oleh pegawai BPN iendiri. Jumlah pungli bervariasi,
tergantung layanan yang diberikan di loket Kant&®NB Semakin rumit layanan,
semakin besar pula jumlah pungli yang dikeluark@®mikian temuan yang
dipaparkan oleh Direktur Monitor Komisi Pemberaata&orupsi (KPK) Roni Irham
di aula Kantor BPN, Jakarta, Kamis (27/10/2006i) ténbukti bahwa pelayanan yang
diberikan petugas pada loket-loket Kantor BPN tidakuai dengan yang dijanjikan.
Hal ini kemungkinan terjadi karena ketidakdisipinpetugas dalam menjalankan
tugasnya sebagai pemberi layanan sertipikat tahatkadang para petugas secara
jelas mencanangkan pungutan yang terkesan tidakaiségengan pungutan yang
sebenarnya. Hal inilah yang menyebabkan masyam&edsa enggan mendaftarkan
hak atas tanahnya.

Hal senada juga penulis peroleh dari www.jawapos/cmex.php?aet
c&id=255177bahwa :

“Metropolis Jawa Pos menyorot secara berseri lasgapelayanan publik Kantor
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya yaitugaehait pelayanan
publik, bukan kemudahan dan kenyamanan yang ddéeriBPN Surabaya
kepada masyarakat melainkan kekecewaan dan kemuwetag dirasakan
masyarakat ketika mengurus surat tanah. Anggotai{@gaDPRD Jawa Timur
menyimpulkan bahwa rendahnya kualitas pelayanan Biddbabkan dari
beberapa faktor, salah satunya adalah mentaligenaenya sendiri. Mungkin
standar pelayanannya bagus, namun mentalitas pepesadibenahi”.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi adalahkena Badan Pertanahan
Nasional di wilayah Kabupaten/Kota atau Wilayah Amistrasi lain yang setingkat,
yang melakukan pelayanan pendaftaran hak atas tdamahpemeliharaan daftar
umum pendaftaran tanah. Pelayanan utama yang ldibeadalah sertifikasi tanah.
Badan Pertanahan Nasional adalah salah satu ingiamgerintah yang berperan



dalam pengelolaan tanah yang ada di Indonesia yagay berfungsi memberikan
pelayanan umum atqaublic servicedi bidang Pertanahan. Menurut Surat Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 26 Talkd PZnenyatakan bahwa :
“Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa neggiia mvelayani setiap warga
negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasdatam rangka pelayanan
umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Dalam konteks administrasi bidang pertanahan, Kaaetanahan Kabupaten
Banyuwangi bertugas untuk mengelola dan mengemlbangtministrasi pertanahan
yang meliputi :

a. Pengaturan penggunaan, pengurusan, dan pemilikah.ta
b. Pengurusan hak-hak tanah.
c. Dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pentna

Pada dasarnya Kantor Pertanahan sebagai unitBad@n Pertanahan Nasional
bertugas membantu Presiden dalam mengelola daneméaggkan administrasi
pertanahan. Inilah yang menguatkan Kantor Pertanabbagai satu-satunya instansi
pemerintah yang mengurusi masalah pertanahan kadmanistrasi pertanahan itu
adalah merupakan sebagian dari tugas-tugas peateny@ng harus dilaksanakan
secara baik dalam rangka menuju kesejahteraantradd@nesia.

Tercapainya jaminan kepastian hukum mengenai kéfgamitanah yang
meliputi kepastian pemiliknya, kepastian letak detas-batasnya, serta kepastian
haknya diperlukan proses administrasi yang tepahua bidang tanah yang didaftar
harus dibukukan, kemudian diterbitkanlah sebuatipgeat tanah. Bagi tanah hak
dilaksanakan melalui konversi, sedangkan bagi taregjara dilaksanankan melalui
pemberian hak.

Agar pengurusan tanah dapat tercapai tujuannya,an@nyelenggaraan
pendaftaran tanah harus dapat menghasilkan tiggdial :

a. Tersedianya peta-peta pemilikan tanah atau kadastelalui kegiatan
pengukuran dan pemetaan.

b. Tersedianya daftar umum sebagai sarana pengendadimamistratif yaitu daftar
tanah, daftar nama, daftar surat ukur dan daftew banah.

c. Pendaftaran hak-hak atas tanah serta peralihapetabhebanannya.
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Diperlukan beberapa hal supaya kegiatan yang @iteésan memenuhi ketiga
sasaran diatas diantaranya adalah penyelidikaryatwygenguasaan atau pemilikan
dari semua bidang tanah yang dapat ditempuh meglehelusuran berdasarkan bukti
tertulis, kesaksian, pemasangan tanda batas, pamadieh panitia pemeriksa, dan
pengumuman selama kurang lebih 2 bulan.

Tujuan kebijakan pertanahan dapat dikategorikbaga tertib penguasan dan
penggunaan tanah untuk mendukung kegiatan pembanguma meletakkan dasar
bagi terciptanya suatu tata kehidupan dalam masgadimana penguasaan tanah
dapat memberikan nilai ekonomis secara maksimal @amnan hukum bagi
pemiliknya. Pembangunan itu memerlukan penyediaaaht sehingga memerlukan
berbagai kebijakan tanah baik didaerah perkotaampora pedesaan. Upaya yang
ditempuh ini semuanya menuju masyarakat yang aahl ohakmur sebagaimana
termaktub dalam pembukuan UUD 1945.

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang penmnapertama-tama
memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertiéngkap dan jelas yang
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwasd&etentuannya. Selain itu
dalam menghadapi kasus-kasus yang konkret diperlykga terselenggaranya
pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para permgelgak atas tanah untuk
dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikyas dan bagi para pihak
yang berkepentingan seperti calon pembeli atauitbredntuk lebih memperoleh
keterangan yang diperlukan mengenai tanah yangatieapyek perbuatan hukum
yang akan dilakukan serta bagi Pemerintah untukaksahakan kebijaksanaan
pertanahan.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agidamor 5 Tahun 1960
pada tanggal 24 September 1960, semua status darnationesia masih berbentuk
berkas penamaan atau biasa disebut dengan berkaditla Adat, Petuk, atau
Klasiran yaitu peta yang digolong-golongkan yarngrtiitkan oleh kolonial Belanda.
Ada beberapa macam petuk seperti petuk C atau U inatk tanah darat dan Petuk S
untuk hak tanah sawah. Namun setelah ditetapkatim@ang-Undang tersebut,
Pemerintah mewajibkan warganya selaku pemilik tamatink segera mendaftarkan
hak atas tanahnya demi jaminan kepastian hukum lebig jelas kepada Kantor
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Pertanahan selaku unit kerja satu-satunya di Irelangang menerbitkan sertipikat
tanah. Dengan kepemilikan sertipikat hak milik, makeseorang tersebut dapat
memiliki sebidang tanah selama-lamanya secara sah.

Setiap pemilik tanah yang ingin mendaftarkan tagahkedalam sebuah
sertipikat harus memiliki bukti yang kuat bahwa hakah yang dimilikinya benar-
benar jelas. Bukti-bukti tersebut dapat berupa @laila dan data yuridis. Data fisik
adalah keterangan mengenai letak, batas dan ldasdidan satuan rumah susun
yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adaarygunan atau bagian bangunan
diatasnya, misalnya : batas letak yang diakui tdé&dngga yang berbatasan langsung.
Sedangkan data yuridis adalah keterangan mengeas siukum bidang tanah dan
satuan rumah susun yang didaftar, pemegang halaryaak pihak lain serta beban-
beban lain yang membebaninya, misalnya : berkagk peing dimiliki pemilik tanah.

Ada 2 macam model pelayanan pendaftaran sertipékath yaitu pelayanan
pendaftaran sertipikat tanah secara sporadik daaraesistematik. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tdal989¥ menjelaskan tentang
perbedaan keduanya yaitu :

a. Pendaftaran tanah secara Sporadik adalah kegiaadaffaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa obyekaftarah tanah dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kedmraecara individual atau
massal.

b. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegimtagaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yanfputie semua obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilatab bagian wilayah suatu
desa atau kelurahan.

Penulis tertarik mengambil permasalahan pelayamatipkat tanah karena
penulis merasa permasalahan dalam bidang ini samgétdan berbelit-belit dimana
banyak sekali proses pelayanan sebagai salah satiallk yang dapat ditemukan
pada beberapa kasus pertanahan. Pada penelitipenulis lebih memfokuskan pada
pelayanan pendaftaran sertipikat tanah secara ksinsporadik dikarenakan pada
model pelayanan ini para pemohon mendaftarkan &daagsung maupun dengan
perantara yang diberi kuasa ke Kantor Pertanahawupgéden Banyuwangi untuk
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mengurus hak atas tanahnya yang masih berupa bdéakablilik Adat berupa petuk
atau klasiran. Selain itu pada model pelayanan rae&anversi sporadik ini,
masyarakat dapat merasakan secara langsung pelayang diberikan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi apakah pelayanag géerikan instansi
tersebut sudah sesuai dengan harapan pemohorndatau t

Selama ini masyarakat masih kurang memahami bagaimaentingnya
memiliki kelegalan dokumen sah kepemilikan tanah dagara untuk menghindari
kejahatan hak atas tanah. Bukti kepemilikan hak &taah memang sangat beragam
seperti hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, lda-lain. Dari dokumen yang
dimiliki oleh masyarakat ini dapat menimbulkan poike sehingga dapat
mengakibatkan kasus pidana dan perdata karenayderibul persengketaan tanah
dikarenakan ketidakjelasan hak milik sehingga tirjpengajuan gugatan yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang juga merasa meinildk atas tanah tersebut. Maka
dari itu setiap pemilik tanah haruslah memiliki tggkat tanah secara sah dan
dilegalkan oleh Badan Pertanahan Nasional demistiggahukum yang lebih jelas.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanaharbufaten Banyuwangi karena
instansi tersebut mudah dijangkau dari tempat eihggnulis, selain itu penulis juga
menemukan beberapa kasus permasalahan adminisipsiti kurang adanya
koordinasi dari pihak pemberi layanan dan penefayanan.

Berikut ini adalah tabel prosedur jangka waktu mdesaian pensertipikatan
tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.2 Prosedur Alur Kegiatan Sertipikat Tanaba®a Konversi Sporadik

No Prosedur Standar Penyelesaian Realita
1. Loket 1 1 Hari 1-2 hari

2. Loket 2 2 Hari 2-11 hari

3. Loket 3 1 Hari 1-2 hari

4, Loket 4 116 Hari 270 — 360 hari

Sumber : Pemohon Sertifikat Tanah Secara Konvgrsigdlik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dipahami bahwa tegadhedaan penyelesaian
pelayanan sertipikat tanah secara konversi sporgalik perbedaan antara standar
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yang telah ditetapkan dengan realita yang terjathghngan. Berdasarkan pemohon
sertipikat tanah secara konversi sporadik di Kaniertanahan Kabupaten
Banyuwangi, prosedur pelayanan pada loket 1 ditatapselama 1 hari, loket 2

ditetapkan penyelesaiannya dalam waktu 2 hari,tldkealitetapkan diselesaikan

selama 1 hari sedangkan loket 4 ditetapkan perajatasya selama 116 hari . Dapat
disimpulkan bahwa keseluruhan jangka waktu pengurusertipikat tanah mulai

loket 1 sampai loket 4 adalah kurang lebih 120 &t paling lambat 6 bulan proses.
Keseluruhan kegiatan dilaksanakan pada jam-jana lkaptor Pertanahan Kabupaten
Banyuwangi.

Namun terdapat penyimpangan terhadap standart tedaly ditetapkan oleh
Kantor Pertanahan itu sendiri. Ini terbukti selgmnases pelayanan berkaitan dengan
waktu penyelesaian yaitu terjadi keterlambatan wabényelesaian setiap loket
pelayanan. Kenyataannya, loket 1 terselesaikammdgagka waktu 1-2 hari, loket 2
diselesaikan selama 2-11 hari, loket 3 selama &2 dan loket 4 terselesaikan
selama 270 — 360 hari. Hal tersebut menunjukkamysed&eterlambatan pelayanan
dalam proses pelayanan sertipikat tanah secaraksrsporadik

Menurut informasi yang penulis dapat dari hasil waeara tanggal 12 Maret
2007 dengan Bapak Suprapto yang berdomisili di Ketan Glagah menyatakan
bahwa beliau telah mendaftarkan tanahnya terhitanggal 28 Juni 2007 melalui
proses administrasi dan pengumuman dari desa tetimgg@alnya. Namun sampai
saat ini belum ada kejelasan pasti tentang terbitsgrtipikat hak atas tanahnya
padahal seluruh kelengkapan telah beliau penulm halnya dengan Bapak Sudai
yang berdomisili di Jalan Brawijaya. Beliau telatendaftarkan tanahnya sejak
terhitung tanggal 4 September 2006. Pada kuitaridi pembayaran biaya sertipikat,
tertera jangka waktu hingga 12 Maret 2007. Kelepgkasyarat-syaratpun telah
dipenuhi. Namun setelah beliau datang ke loket Btlgp tanggal yang telah
dijanjikan, petugas Kantor Pertanahan masih belusa Inenerbitkan sertipikat
dengan alasan masih tertahan di bagian administrasi

Demi menyeimbangkan informasi, penulis mencobagaéakan kroscek atas
informasi yang di dapat dari pemohon yang melakykases sertipikat tanah dengan
petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.uiMenvawancara yang
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penulis lakukan dengan Bapak Eddy Suwignyo, SHceekepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran tanah menyatakan bahwa kelambaonagesppelayanan tersebut
diakibatkan karena kurangnya kelengkapan berkdsabedari si pemohon seperti
Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, kurandpogadinasi dari pemilik tanah
dengan petugas ukur hingga mengakibatkan lamanyasepr pengukuran,
permasalahan pembatas tanah yang masih rancukseeat&tcuan perolehan hak atas
tanah dari si pemohon. Selain itu karena banyakipgeas permohonan yang
ditangani oleh Kantor Pertanahan, mengakibatkamyadaedikit keterlambatan
penyelesaian sertipikat tanah.

Berikut ini penulis paparkan tentang jumlah bergkaemohonan para pemohon
sertipikat tanah secara konversi sporadik di Kaniertanahan Kabupaten
Banyuwangi yang dapat diselesaikan dalam 1 tahda tadel berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Pemohon Sertipikat Tanah Secavea&ig di Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi dalam angka Tahun 2006/2007.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

Berkas 1617 1276 1879 1587 2121 1809 1679 1584 1655 1308 1722 606
Masuk
Berkas 986 786 991 1292 1135 1004 1005 119 1221 1185 748 1058
Keluar

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangiyia0o07

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa adanybegaan antara jumlah
pemohon sertipikat tanah dengan realisasi dokunadn ymng dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi setiap byéanni disebabkan karena
proses pensertipikatan tanah secara sporadik kaat dliselesaikan dalam jangka
waktu kurang lebih empat bulan. Selain itu dapatihtg jelas bahwa ketika
memasuki bulan terakhir, Kantor Pertanahan berusabayelesaikan dokumen
sertipikat tanah secara keseluruhan. Ini terbughgadn banyaknya dokumen yang
dikeluarkan pada bulan Desember.
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Dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung méwmikan pada deskripsi
bagaimanakah sebenarnya kualitas pelayanan yaegkdib oleh BPN serta Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi selaku unit kerjayah dalam upaya
peningkatan pelayanan sertipikat tanah untuk medgii proses permohonan
sertipikat tanah yang oleh masyarakat yang serlngdtgesan sangat rumit, lama dan
berbelit-belit. Proses administrasi yang terkesamblan seperti itulah menyebabkan
para masyarakat enggan mengurus sertipikat tanaReyalahnya kinerja organisasi
mengakibatkan rendahnya pula minat masyarakat \ggg&ra mendaftarkan tanahya
kepada Kantor Pertanahan. Padahal dokumen settipikah di Indonesia dianggap
penting demi kepastian hukum yang lebih diakui slebara.

Peningkatan pelayanan publik khususnya pada pé@nkatan tanah,
Pemerintah perlu melakukan pemikiran dan penatd@mgusumber daya manusia
yang ada dalam tubuh Pemerintahan. Dengan meldésamelayanan publik yang
baik akan menimbulkan dampak yang positif bagi raeskat, maka diperlukan
kualitas pelayanan sumber daya aparatur yang pooBds dimana pada aspek
perilaku peraturan tentang penyiapan sumber dagsatp yang profesional perlu
semangat yang akan menjadi akuntabilitas merekandBn pelayanan yang baik dan
memuaskan akan berdampak positif pada masyarakiaraamain masyarakat
menghargai pada korp pegawai, masyarakat patuh pgetaturan layanan,
masyarakat pada korp pegawai, ada kegairahan udal@n masyarakat, ada
peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat umesagera tercapainya
masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancés@&nir,2002:47).

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan bebieap yang telah penulis
uraikan di atas, maka penulis termotivasi untuk etegpkan judul penelitian tentang
“Analisis Kualitas Pelayanan Sertipikat Tanah Sad&onversi Sporadik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Perumusan Masalah.

Pada dasarnya setiap penelitian yang akan dilakgledaiu berangkat dari
masalah. Masalah menurut Sugiyono (2006: 33) adatdasalah dapat diartikan
sebagai penyimpangan antara apa yang seharusngandapa yang benar-benar



16

terjadi”. Setelah masalah diketahui, dipilah dardettifikasikan, maka langkah

selanjutnya adalah melakukan perumusan masalah.

Menurut Fraenkel dan Wallen (dalam Sugiyono, 2006:81asalah penelitian

yang baik adalah sebagai berikut:

a.

Masalah harus feasible, dalam arti masalah tersbhuis dapat dicarikan
jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak bangsnghabiskan dana,
tenaga dan waktu.

Masalah harus jelas, yaitu semua orang memberil@sepsi yang sama
terhadap masalah tersebut.

Masalah harus signifikan, dalam arti jawaban masaging diberikan harus
memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilnmupdemecahan masalah
kehidupan manusia.

Masalah bersifat etis, yaitu tidak berkenaan dergdshal yang bersifat etika,
moral, nilai-nilai keyakinan dan agama. Mungkin alid etis melakukan

penelitian yang berkenaan dengan agama, suku ayakikan adat istiadat dari
kelompok masyarakat tertentu.

Lebih lanjut berdasarkan tingkat eksplanasinya,tldemmasalah menurut

Sugiyono (2006 : 35) dikelompokkan ke dalam bemhaisalah deskriptif, komparatif
dan asosiatif.

a.

Permasalahan deskriptif adalah suatu permasalabag Perkenaan dengan
pertanyaan dengan keberadaan variabel yang mdralki hanya pada suatu
variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendapa membuat perbandingan
dan menghubungkan.

Permasalahan komparatif adalah suatu permasaladalit@n yang bersifat

membandingkan keberadaan 1 variabel/ lebih pada latsh sampel yang

berbeda atau pada waktu yang berbeda.

Permasalahan asosiatif adalah suatu permasalahegiitipe yang bersifat

hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertariknggunakan bentuk

permasalahan deskriptif dengan suatu perumusan lahasalalah “Bagaimana
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Kualitas Pelayanan Sertipikat Tanah Secara Kon@peradik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam kegiatan penelitian, apapun yang diteliti dapapun yang meneliti
pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitrdimaksudkan supaya penulis
mempunyai arah yang jelas dan tegas. Dalam Arik(2@202:49) dijelaskan bahwa :
“Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yarepomjukkan adanya sesuatu
yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dilithati isinya sesuatu yang dicapai
merupakan tujuan penelitian. Yang berbeda adal@usannya”.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk raealijsa kualitas pelayanan
sertipikat tanah secara konversi sporadik di Kaniertanahan Kabupaten
Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini yang diharapkan adalah sablagrikut :

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referekegpustakaan bagi
akademis, khususnya mahasiswa ilmu Administrasialegang tertarik untuk
mengetahui dan memahami lebih dalam tentang ksal@layanan yang
diberikan oleh Kantor Pertanahan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan Kagtor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi terkait tentang proses pemimamgkualitas pelayanan
kepada pelanggaselaku pengguna jasa.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetapraktis penulis tentang
kualitas yang diberikan oleh Kantor Pertanahan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendahuluan

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka landdatua dalam proses
penelitian adalah mencari teori, konsep dan gesasalhasil penelitian yang dapat
dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksapaaelitian. Menurut Suryabrata
(dalam Sugiyono, 2006 : 55) menyatakan bahwa : daaan teori ini perlu ditegakkan
agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh bakan sekedar perbuatan
coba-coba. Adanya landasan teori ini merupakarbainiva penelitian ini merupakan
cara ilmiah untuk mendapatkan data.

Berdasarkan definisi di atas, dikemukakan oleh g (2006 : 55) bahwa 1)
Teori itu berkenaan dengan konsep, asumsi dan @esaesi yang logis, 2) Berfungsi
untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksiake yang memiliki
keteraturan, 3) Sebagai stimultan dan panduan unargembangkan pengetahuan.

Konsep digunakan untuk menggambarkan secara tepainkena yang hendak
diteliti. Konsep ini dapat menyederhanakan pemikidgngan menggunakan suatu
istilah untuk beberapa kejadian yang saling beskaitUntuk lebih jelasnya
Singarimbun dan Effendi (1989:34) mengemukakan laaHonsep adalah abstraksi
mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas des&ralisasi dan sejumlah
karakteristik, kejadian, keadaan kelompok atawidditertentu”. Jadi peranan konsep
dalam penelitian sangat penting karena menghubungikaia observasi dengan dunia
teori atau antara abstraksi dengan realita. Unitukansep perlu didefinisikan secara
tepat sehingga tidak terjadi kesalahan pengukuran.

2.1.10rganisasi

Setiap organisasi merupakan suatu alat untuk mantajpan. Untuk itu agar
dapat tercapai lebih efektif dan efisien dapatkdikan melalui usaha-usaha secara
berkelompok. Berkaitan dengan organisasi, Robla@683:7) mengemukakan bahwa:
“Organisasi adalah suatu unit sosial yang diko@sikan secara sengaja, terdiri dari
dua orang atau lebih yang berfungsi pada suats pasg relatif bersinambung untuk
mencapai tujuan atau serangkaian tujuan”.
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Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2000: 148), osganididefinisikan sebagai
berikut.

a. Dalam arti badan, organisasi adalah sekelompokgoyang bekerja sama untuk
mencapai tujuan tertentu.

b. Dalam arti struktur, organisasi adalah gambarararseskematis tentang
hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat dalatn badan dalam rangka
usaha mencapai tujuan.

c. Dalam arti dinamis, organisasi adalah suatu prpseetapan dan pembagian
pekerjaan, pembagian tugas dan tanggung jawab pertatapan hubungan
antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkeny dapat bekerja sama
untuk mencapai tujuan.

Dapat diambil pengertian bahwa bentuk organisagirieari unsur-unsur pokok
yang meliputi :

a. sebagai sarana atau alat pencapaian tujuan;

b. adanya orang-orang yang bekerja sama,;

c. adanya kejelasan tugas, wewenang dan tanggung;jawab

d. adanya tujuan yang jelas.

Keempat unsur tersebut merupakan unsur-unsur yamgat menentukan
tercapainya tujuan organisasi, dimana unsur mamusrapunyai peranan yang paling
penting dan dominan dalam suatu kegiatan demi jadmya tujuan organisasi.

2.1.2Pemerintahan

Negara terdiri dari kumpulan individu yang memilikek dan kewajiban
masing-masing yang saling berinteraksi untuk meiniekebutuhan masing-masing.
Sebagai suatu organisasi yang besar, adalah wagdnila negara memiliki suatu
pemerintah dan pemerintahan yang dibentuk dan ldipgkapi dengan kekuasaan
tertinggi untuk membuat dan menjalankan peratueaatpran yang bersifat mengikat
demi tercapainya tujuan bersama.

Menurut pendapat Riwukaho dan Haryanto (dalam Kavan, 2005:3)
mengemukakan bahwa pemerintah dalam arti luas lads¢éanua organ-organ,
badan-badan, atau lembaga-lembaga, alat perlengkegggara atau aparatur negara
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yang menjalankan berbagai kegiatan atau aktividekumencapai tujuan negara.
Sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi sdgagiatan yang terorganisir yang
bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, bé&@agmda dasar negara, rakyat
atau penduduk dan wilayah itu demi tercapainyaatujuegara.

Lebih lanjut menurut Kurniawan (2005:3) menyatakan:

“Fungsi pemerintah dapat dikelompokkan dalam tigagéi pokok.Pertama,
fungsi pengaturan yang dilaksanakan dengan menpeuaiuran yang mengatur
hubungan dalam masyarakat. Pemerintah merupakaaek pyang dapat
melakukan dan menerapkan peraturan agar kehidwgpat derjalan secara baik
dan dinamis, serta memiliki kemampuan untuk merkbari sanksi bagi
pelanggarnya.Kedua, fungsi pemberdayaan. Dalam fungsi ini pemerintah
dibebani kewajiban untuk meningkatkan peransertsyarakat dalam kegiatan
pembangunan dan pemerintahan, tanpa melupakan pessta dan aparatur
pemerintah sendiri. Partisipasi masyarakat hangpatd dipacu apabila
kepentingan mereka diperhatikan, baik dalam bepwraturan maupu dalam
tindakan nyata pemerintaliKetiga, fungsi pelayanan kebutuhan masyarakat
sekaligus upaya penciptaan keadilan sosial di tengssyarakat. Bahkan fungsi
ini merupakan fungsi utama pemerintah yang cukupdaam. Dengan adanya
fungsi ini diharapakan pemerintah akan dapat meskajn kehidupan yang lebih
bagi rakyatnya”.

Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada rdiyataklah diadakan
untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melaiyaakyat, dengan kata lain
pemerintah adalah “pelayan rakyat”. Pelayanan puiih birokrasi merupakan salah
satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebalgdi masyarakat disamping
sebagai abdi negara.

2.1.3Pelayanan Umum

Selain itu pelayanan merupakan kegiatan yang pehnagmya tidak bisa
dipenuhi secara sendiri tetapi melalui aktivitasngr lain, karena itu merupakan
proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung setaralan berkesinambungan
meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masgdrdlenurut Moenir (2002:26)
yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah : “Keygigang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan landastm fakteriil melalui sistem,
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prosedur, metode tertentu, dalam rangka memenuysenkimgan orang lain sesuai
dengan haknya”.

Pelayanan umum atau publik yang diberikan aparagmerintah kepada
masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi apasatiagai abdi masyarakat dan
abdi negara. Pengertian pelayanan umum dalam SkKegutusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2008hadal

“Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan aaliglenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penergteygman maupun
pelaksana ketentuan peraturan. Penyelenggara palapablik adalah instansi
pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebutarktifofeeliputi satuan kerja
atau satuan organisasi kementrian, departemen,atmpemerintahan non
departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi idggitnegara, dan instansi
pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah tetmBadan Usaha Milik
Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan UsaHi Baerah”.

Pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani gaaya. la diadakan
tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, melainkamtuk melayani masyarakat serta
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap amggotasyarakat untuk
mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demcapan sesuatu kemajuan
bersama sebagai instrumen kelembagaan yang leg@nah Dan karena itulah
pemerintah diupayakan mencari cara untuk menyeranglarganya sesuai dengan
haknya dengan melaksanakan pelayanan publik yaitgbeaik.

Organisasi yang langsung berhubungan dengan maaydpelanggan) secara
langsung maka diperlukan kualitas pelayanan yarignap hal itu dipercaya dapat
meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan pelayamanoptimal maka kepuasan
pelanggan akan berlangsung optimal pula. Dalampaadktis, pengelola pelayanan
publik harus mampu memberikan yang terbaik danasesngan harapan pelanggan.
Jadi kepuasan pelanggan sangat berkaitan erat mdengditas pelayanan yang
diberikan. Meskipun bersifat abstrak, kualitas pafean menjadi tolok ukur untuk
mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pelanggpuasan pelanggan pada
hakekatnya merupakan penilaian terakhir dari kasmlipelayanan yang diterima
sehingga harapan pelanggan serta kebutuhan meapkatdrpenuhi.



22

Sedangkan menurut Siagian (1992) tentang hakekatedetyanan umum adalah
meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaanastugan fungsi instansi
pemerintah di bidang pelayanan umum; Mendorong aipagngefektifkan sistem dan
tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umuat displenggarakan secara lebih
berdaya guna dan berhasil guna; Mendorong tumbuknegdivitas prakarsa dan peran
serta masyarakat dalam pembangunan serta meniagkiatisejahteraan masyarakat
luas.

Dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Apardilegara
No0.63/Kep/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentaRedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Umum butir IV menjelagiedmva pelayanan publik
dibagi dalam 3 kelompok yaitu :

a. Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanang/menghasilkan berbagai
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publikisainya status
kewarganegaraan, sertipikat kompetensi, kepemilétan penguasaan terhadap
suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen taraatain Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran,teAlkKematian, Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat ljin Mengeli (SIM), Surat
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), ljin Merkin Bangunan (IMB),
Paspor, Sertipikat Kepemilikan atau Penguasaanhi@aa sebagainya.

b. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yangghasilkan berbagai
bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh pubigalnya jaringan telepon,
penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebggain

c. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang nesilggan berbagai bentuk
jasa yang dibutuhkan oleh publik misalnya pendidjksemeliharaan kesehatan,
penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanangydiberikan kepada
masyarakat apakah pelayanan yang diberikan setuatidak, maka setiap instansi
penyelenggara pelayanan harus memperhatikan ppnisigip pelayanan yang telah
ditentukan dan ditetapkan serta sesuai dengantgarantum dalam Surat Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Ta@08 faitu :
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Kesederhanaan, maksudnya :

Prosedur pelayanan publik yang diberikan harustidk tberbelit-belit, mudah

dipahami dan mudah dilaksanakan.

Kejelasan, maksudnya :

Kejelasan dalam pelayanan publik mengenai :

1) Persyaratan teknis dan administratif pelayananikubl

2) Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggjmgab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhardglarg sengketa dalam
pelaksanaan pelayanan publik;

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pearaay

Kepastian waktu, maksudnya :

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikamdairun waktu yang telah

ditentukan.

Akurasi, maksudnya :

Produk pelayanan publik diterima dengan benar,ttegan sah. Akurasi

berkaitan dengan reliability yaitu kemampuan merkber pelayanan yang

dijanjikan. Maka dari itu pelayanan yang diberikemuslah tepat sasaran.

Keamanan, maksudnya :

Proses dan produk pelayanan publik haruslah mekamenasa aman dan

kepastian hukum.

Tanggung jawab, maksudnya :

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau peja@ang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayamapetgelesaian keluhan/

persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Kelengkapan sarana dan prasarana, maksudnya :

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatgndan pendukung lainnya

yang memadai termasuk penyediaan sarana teknoébdgkomunikasi dan

informatika (telematika).

Kemudahan akses, maksudnya :

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang nagmaatah dijangkau oleh

masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekikasi dan informatika.
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I Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, maksudnya :
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan shtun, ramah, serta
memberikan pelayanan dengan ikhlas.
J- Kenyamanan, maksudnya :
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, didediaruang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah damtssérta dilengkapi dengan
fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkiretpiempat ibadah, dan lain-lain.
Mengacu pada beberapa prinsip-prinsip diatas, mdakamn kualitas pelayanan
khususnya peningkatan terhadap harapan pelanggasidtaseimbang dengan standar
pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerinfaimana harapan pelanggan
tersebut didasarkan pada informasi yang disampalkammulut ke mulut, kebutuhan
pribadi, pengalaman masa lalu, dan komunikasinaieserta eksternal.

2.1.4Konsep Kualitas Pelayanan

Kualitas menjadi faktor yang sangat dominan terpa#dlaberhasilan suatu
organisasi. Kualitas merupakan sebuah kata yang framgyedia jasa merupakan
sesuatu yang dikerjakan dengan baik. Menurut K¢fle®7:49) mengutip tentang
definisi kualitas menuruAmerican Society For Quality Contrddahwa “Kualitas
adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatuydtadau pelayanan yang berpengaruh
pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yayajakan atau tersirat”.

Peran serta dari berbagai pihak dalam mewujudkaalitks pelayanan
diharapkan membantu penyampaian jasa guna mengiptaitra pelayanan yang
berkualitas pada konsumen atau pelanggan. Kualita produk maupun jasa telah
menjadi harapan dan impian bagi semua orang baikutoen maupun produsen. Hal
senada diungkapkan oleh Welch (dalam Kotler, 13)7éhwa “Kualitas merupakan
jaminan terbaik kita atas kesetiaan pelanggan,alpanan terkuat kita dalam
menghadapi persaingan pasar asing, dan satu-sgalaganenuju pertumbuhan dan
pendapatan yang langgeng”.

Pelayanan dilakukan untuk melayani konsumen atkngegan. Kotler (1997:6)
mendefinisikan pelayanan adalah “Setiap tindakan k¢giatan oleh suatu pihak pada
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pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud ddaktmengakibatkan kepemilikan
apapun. Produksinya dapat berkaitan atau tidaktkémapada suatu produk”.

Sehingga pengertian pelayanan yang dimaksud adakth kegiatan dari satu
pihak yang tidak terwujud yang dilakukan untuk mata pihak lain dengan
memberikan jasa tertentu. Dalam melakukan pelaygramvujudan pelayanan yang
didambakan oleh masyarakat menurut Moenir (2002ada)ah : “Kemudahan dalam
pengurusan kepentingan, mendapat pelayanan wagaidapat perlakuan yang sama
tanpa pamrih, pelayanan yang jujur dan terus térang

Barata (2004:36) menyatakan :

“Berbicara mengenai kualitas pelayanan, ukurannykai hanya ditentukan
oleh pihak yang melayani saja tetapi lebih banyiéntukan oleh pihak yang
dilayani, karena merekalah yang menikmati layaredningga dapat mengukur
kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapankanet@lam memenuhi
kepuasannya”.

Menurut Parasuraman (dalam Moenir, 2002:18) bahiualitas pelayanan
yang baik adalah sesuai atau melampaui apa yargagikan oleh pelanggan atas
pelayanan yang mereka terima”.

Gambar berikut ini kiranya dapat menjelaskan hardmaapan pelanggan
terhadap kualitas pelayanan.
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Komunikasi dari
mulut ke mulut

Kebutuhan Pengalaman
individu masa lalu

Iklan

Dimensi kualitas
pelayanan :

a. Tangibles

b. Reliability

c. Responsivness
d. Assurance
e

Empaty

Pelayanan yang
diharapkan

Pelayanan yg
dirasakan

Kualitas
pelayana

Gambar 2.1 Harapan Pelanggan Terhadap KualitagdPela
Sumber : Parasuraman dkk, ServQual (dalam Yan(]:23)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bdbvdapat lima dimensi

kualitas pelayanan jasa yaiftangibles(bukti langsung) Reliability (kehandalan),

Resposivness(daya tanggap),Assurance (jaminan), Emphaty (empati) yang

mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan yangagikan sebagai standar kinerja
serta persepsi yang dirasakan dapat mempengangkatikepuasan terhadap kualitas
pelayanan yang diterima dimana munculnya kualigdayanan ini juga dipengaruhi

oleh manajemen yang sulit dikendalikan yang dipargaleh komunikasi dari mulut

ke mulut, kebutuhan individu,dan pengalaman mdeaskxta adanya iklan.

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara raediigkan persepsi para
pelanggan atas layanan yang sesungguhnya mereiakbhardan inginkan. Dengan
berfungsinya aparatur birokrasi secara baik dalamberikan pelayanan, maka akan

dapat memberikan kepuasan publik yang memuaskangsFuyang baik dan

profesional ini tercermin dari adanya kinerja pal@gn yang benar-benar melayani

publik. Dilihat dari sudut pandang manapun, tetapamdang penting untuk

memberikan pelayanan yang berkualitas dalam ramghkgadikan pemerintah sebagai

organisasi yang mempunyai produktifitas dan prbiiiias yang tinggi.
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2.1.5Pengukuran Kualitas Pelayanan.

Secara normatif, sebagaimana telah disebutkan dalpenjelasan
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintalzeerah bahwa tujuan
berbicara mengenai kualitas pelayanan, ukurannkarblbanya ditentukan oleh pihak
yang melayani saja tetapi lebih banyak ditentuklah pihak yang dilayani. Karena
merekalah yang menikmati layanan sehingga dapatyuken kualitas pelayanan
berdasarkan harapan mereka dalam memenuhi kebutuhan

Kotler (1997:202) berpendapat bahwa, mereka mendasapilihan pada
persepsi mengenai kualitas, nilai dan pelayanamin§ga suatu produk barang
maupun jasa dapat dikatakan berkualitas jika t@idegpuasan pelanggan. Pelanggan
merasa puas apabila harapan mereka terpenuhi babKampaui. Kualitas suatu
produk telah menjadi harapan dan impian bagi seonalag baik pelanggan maupun
produsen.

Kriteria untuk membentuk tolok ukur kualitas pelaga publik. Menurut
Parasuraman dkk (dalam Tjiptono, 2005:132-133)akijean 10 dimensi untuk menilai
kualitas pelayanan yaitiReliability (keandalan),responsivenesgdaya tanggap),
competence (kemabhiran), acces (akses), courtesy (kesopanan),communication
(komunikasi),credibility (kredibilitas), security (keamanan)understanding/knowing
the costumetkemampuan memahami pelanggan), @agibles(bukti langsung).

Berdasarkan sepuluh karakteristik yang telah digaipuuntuk menilai kualitas
pelayanan di atas, Parasuraman, Zeithaml dan Begnemukan adanyaverlapping
diantara beberapa dimensi tersebut. Oleh sebabmiéneka menyederhanakan 10
(sepuluh) dimensi menjadi 5 (lima) dimensi. Kelidimensi tersebut adalah :

a. Bukti LangsungTangible$

Bukti langsung adalah dimensi yang berkenaan dedgga tarik yaitu meliputi

fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan kond&silitas penunjang, serta

penampilan pegawai.
b. KeandalanReability)

Keandalan(Reability adalah dimensi yang berkenaan dengan kemampuan

pegawai dalam memberikan layanan yang akurat gegatama kali tanpa
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membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasesyai slengan waktu

yang disepakati.

c. DayatanggapResponsiveneps

Daya tanggap(Responsivenessadalah dimensi yang berkenaan dengan

kesediaan dan kemampuan para pegawai untuk mempargpelanggan dan

merespon permintaan mereka, serta menginformakéqamn jasa akan diberikan
dan kemudian memberikan jasa secara cepat..
d. JaminanAssurancg

Jaminan(Assurancg adalah dimensi yang berkenaan dengan perilaka par

pegawai agar mampu menumbuhkan kepercayaan petateggadap pelayanan

dan menciptakan rasa aman bagi para pelanggarangaah juga berarti bahwa
para pegawai selalu bersikap sopan dan menguasagetabuan dan
keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani sgtgifanyaan atau masalah
pelanggan.

e. Empati Empathy

Empati(Empathy adalah dimensi yang berkenaan dengan pemahansalamna

para pelanggannya dan bertindak demi kepentingalanggan, serta

memberikan perhatian personal kepada para pelarmggamemiliki jam operasi
yang nyaman.

Kualitas pelayanan itu sendiri dapat diketahui @ngara membandingkan
persepsi para pelanggan atau konsumen atas layaman sesungguhnya mereka
harapkan atau inginkan. Jika kenyataan lebih danigydiharapkan, maka layanan
dapat dikatakan bermutu. Sedangkan jika kenyataekumang dari yang diharapakan,
maka layanan dapat dikatakan tidak bermutu. Apakdayataan sama dengan
harapan, maka layanan dapat disebut memuaskan.

2.1.6Konsep Kepuasan Pelanggan.

Setiap manusia dalam kehidupannya selalu memenebutkhannya baik
kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Pihakgyamaling mampu
mengungkapkan kepuasan atas pelayanan produk majgan hanyalah para
konsumen atau pelanggan itu sendiri karena meitekg@ng menggunakan
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pelayanannya. Pada dasarnya kepuasan tersebut bangjtat subyektif tergantung
dari masing-masing pelanggan yang menggunakan daydersebut. Jika suatu
perusahaan ataupun instansi pemerintah mampu mempéalaku pelanggan, maka
sasarannya adalah kelangsungan hidup suatu peamsataa instansi tersebut dimana
sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebudainakeinginan para pelanggan
dapat terus survive.

Kotler (1997:36) mendefinisikan kepuasan pelanggabagai berikut
“Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atwekeeseorang yang berasal dari
perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (edall) suatu produk dengan
harapan-harapannya”.

Sedangkan menurut Barata (2004:14) menyatakan bahwd&dDalam
menyelenggarakan layanan, baik kepada pelanggaere#ls pihak penyedia dan
pemberi layanan harus selalu berupaya untuk mend@pada tujuan utama
pelayanan, yaitu kepuasan konsunf@sumer satisfactiorgtau kepuasan pelanggan
(costumer satisfactioh)

Sebagai pihak yang melayani, mungkin tidak akange&hui apakah pelanggan
yang kita layani puas atau tidak karena yang dapabsakan kepuasan dari suatu
layanan hanyalah pelanggan yang bersangkutan. tikgkuasan yang diperoleh para
pelanggan biasanya sangat berkaitan erat dengatasteualitas barang atau jasa yang
mereka nikmati. Hal ini terutama sangat penting patpyanan publik. Pada kondisi
persaingan sempurna, dimana pelanggan mampu urguokilim diantara beberapa
alternatif pelayanan dan memiliki informasi yangmaglai. Kepuasan pelanggan
merupakan satu determinan kunci dari tingkat petamm pelayanan. Kepuasan
pelanggan dapat dirasakan setelah pelayanan piblifigunakan. Kepuasan atau
ketidakpuasan tertentu yang akan mempengaruhagerilerikutnya. Puas atau tidak
puas seorang konsumen dapat diketahui melaluiaganla setelah menggunakan
jasa.

Di lingkungan organisasi pemerintah, aparat instpeserintah mungkin akan
menjawab bahwa konsumen (publik) harus dipuask&rkunemberikan andil dalam
rangka  mensejahterakan  rakyat sebagaimana  diamaanatkperaturan
perundang-undangan yang berlaku, atau harus meanpsklik karena mereka telah
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membayar pajak, atau melaksanakan tugas-tugas anelegrena masyarakat adalah
warga negara yang berhak atas pelayanan tertentpetaerintah. Pelayanan publik
memiliki fokus sentral terletak pada bagaimana neikbn pelayanan yang

memenuhi dimensi kualitas pelayanan agar pelanggamadi puas. Sehubungan
dengan hal itu, maka semua kebijakan, keputusantiddakan yang diambil oleh

manajemen harus menuju pada perwujudan kepuasamggein.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaaratdp&Negara No.63
Tahun 2003 mengemukakan tentang kriteria standaygean yang dibakukan dalam
penyelenggaran pelayanan publik meliputi :

a. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi mplarerima pelayanan
termasuk pengaduan.

b. Jangka Waktu Pelayanan
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pemg@ermohonan sampai
dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya Pelayanan
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yditgtapkan dalam proses
pemberian pelayanan.

d. Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan yang diterima sesuai afetkgtentuan yang telah
ditetapkan.

e. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yangdaiesieh penyelenggara
pelayanan publik.

f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditagingan tepat berdasarkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, datakeryang dibutuhkan.

Bila dikaitkan dengan Keputusan Menteri Pendayaguido.25 Tahun 2004
tentang Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai pelanggaka keenam elemen
pelayanan yang tersebut diatas dapat dijabarkah labjut menjadi 14 unsur yang
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harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepmesgmrakat selaku pelanggan,

yaitu meliputi :

a.

Unsur prosedur pelayanan mencakup beberapa subyarsy digunakan untuk
menilai kinerja instansi pelayanan publik adalgi) Kesederhanaan prosedur
pelayanan, (i) Persyaratan pelayanan, dan (iiladflan mendapatkan
pelayanan;

Unsur jangka waktu pelayanan mencakup sub-unspyK@eepatan pelayanan,
(v) Kepastian jadwal pelayanan;

Unsur biaya pelayanan meliputi (vi) Kewajaran bjagai) Kepastian biaya
pelayanan;

Unsur produk pelayanan tampaknya tidak dikelompakKebih jauh mengingat
kekhasan produk dari setiap instansi pelayanarkpubi

Unsur sarana dan prasarana pelayanan meliputirssuo-u (viii) Kenyamanan
lingkungan, (ix) Keamanan pelayanan,;

Unsur Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, melguii-unsur : (X)
Kejelasan petugas pelayanan, (xi) Kedisiplinan getu pelayanan, (xii)
Tanggung jawab petugas pelayanan, (xiii) Kemampengas pelayanan, dan
(xiv) Kesopanan dan keramahan petugas.

Untuk dapat menciptakan kepuasan pelanggan, aparas berusaha untuk

mengetahui apa yang diharapkan dan hal yang diantpélanggan dari produk barang

atau jasa yang dihasilkan. Harapan pelanggan di@dantifikasi secara tepat apabila

instansi mengerti persepsi pelanggan terhadap kapuBal ini sangatlah penting agar

tidak terjadi kesenjangan antara kualitas yanggdikan dengan kualitas pelayanan

yang dijanjikan oleh pihak yang berwenang.

Pada dasarnya kepuasan pelanggan mencakup perbetasa harapan dan

kinerja dengan hasil yang dirasakan. Jika prestagiu produk sesuai atau bahkan

melebihi harapan pelanggan, maka pelanggan akaassai@n kepuasan. Akan tetapi

jika prestasi dari suatu produk lebih rendah attaktsesuai dangan harapan pelanggan

maka pelanggan tidak akan merasa puas karena leeppelsanggan merupakan aspek

yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaanresiwsi.
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2.1.7Badan Pertanahan Nasional

Berkaitan dengan pelayanan umum, Badan Pertanaasiondl selaku instansi
vertikal memiliki unit kerja di hampir semua tingka wilayah administrasi
pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/K&@eahagai lembaga pemerintah
non departemen yang mempunyai tugas menyelenggatagas-tugas pemerintah di
bidang pertanahan secara nasional, regional, ddaraeharus mampu memberikan
pelayanan yang terbaik bagi seluruh lapisan makgara/isi Badan Pertanahan
Nasional adalah menjadi lembaga yang mampu mewajudknah dan pertanahan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta keadda keberlanjutan sistem
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Repuodbkesia. Misi Badan
Pertanahan Nasional adalah mengembangkan dan reeggalakan politik dan
kebijakan pertanahan.

Mengingat luas wilayah Indonesia yang besar, makakumengelola seluruh
kekayaan tersebut dibutuhkan organisasi yang dapatgelolanya. Organisasi
tertinggi yang dapat mengelola seluruh kekayaaradailah negara. Mengenai Hak
Menguasai dari Negara tercantum dalam pasal 2 (@yddUPA No 5 Tahun 1960
adalah :

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undadg+lg Dasar dan hal-hal
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, airgkirg angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu paudgkatan tertinggi
dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasdaruh rakyat.

Maka dari itu Badan Pertanahan Nasional sebagabdgm legalitas bagi
dokumen sah pertanahan harus mampu memberikan kemak dan kesejahteraan
bagi rakyat.

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah berusaha mpetaalan tanah. Hal ini
terlaksana pada tahun 1960, yaitu dengan dikelonagkaUndang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokokriagatau yang lebih dikenal
dengan UUPA pada tanggal 24 September 1960 dasntarm pada pasal 19 ayat 1
UUPA menentukan bahwa : “Untuk menjamin kepastiakum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Répulmdonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturarenqgah”. Adapun ketentuan



33

yang dimaksud pasal tersebut adalah Peraturan Peamemengenai pendaftaran
tanah yang dituangkan dalam Peraturan PemerintahoN@4 Tahun 1997, yang
merupakan penyempurnaan dari Peraturan PemerimaoiNLO Tahun 1961.

Kantor Pertanahan dalam menjalankan tugasnya dpkmberian pelayanan
sertipikat tanah harus mampu memberikan pelayaraang ysebaik-baiknya yaitu
pelayanan secara adil dan merata. Kualitas pelaygargg dilaksanakan oleh sebagian
aparatur pemerintah atau administrasi negara dinesia pada umumnya masih
rendah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. t&salpelayanan tersebut
cenderung kurang memenuhi harapan masyarakat s@esagguna jasa, sehingga hal
ini menyebabkan rendahnya kepercayaan dan ketaetayarakat terhadap birokrasi
publik.

Birokrasi yang panjang dan adanya tumpang tindiagwdan kewenangan, yang
menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik mgrgagng dan melalui proses
yang berbelit-belit. Maka dari itu Kantor Pertanalsgbagai satu-satunya unit kerja
Pemerintah Indonesia dibawah naungan Badan Pedmaridasional yang memiliki
tugas melayani masyarakat dalam bidang pertanahdahssewajarnya melayani
dengan sepenuh hati dan haruslah mampu memberétapapan yang terbaik bagi
masyarakat selaku pengguna jasa. BPN kini berupagaingkatkan percepatan
pelayanan melalui pola partisipatif, transparann d&untabel (PTA). Dengan
mengedepankan tiga aspek tersebut diharapkan alkamadn pola peningkatan
percepatan kinerja pelayanan sertipikat tanah kempadsyarakat. Tujuannya, agar
masyarakat pemohon sertipikat tanah dapat mempepelayanan yang baik, sesuai
dengan apa yang diharapkan, dan tidak dalam pnases bertele-tele. BPN akan
senantiasa berupaya memberikan kepuasan pelanigganskiya masyarakat.

2.1.8Teknologi Penyampaian Pelayanan

Untuk memproduksi barang maupun jasa tentunya $a@fiu organisasi akan
menggunakan suatu tehnologi, baik tanpa memandamg prganisasinya. Dalam
proses mengubah masukan (input) menjadi keluanaipyt), maka organisasi pasti
memiliki teknologi organisasi. Teknologi organisasierujuk pada informasi,
peralatan, tehnik dan proses yang dibutuhkan umekgubah masukan menjadi
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keluaran dalam organisasi (Robbins, 1994:194). t8paa suatu teknologi bagi suatu

organisasi sangat menguntungkan karena teknolggingasi merujuk pada proses

serta metode yang mengubah masukan menjadi keldatam organisasi.

Thompson (dalam Robbins, 1994:206) berusaha mekeaptskema klasifikasi

yang cukup umum untuk menghadapi sejumlah teknojegig ditemukan pada

organisasi yang kompleks. la mengusulkan tiga jegksologi yang dideferensiasi

berdasarkan tugas yang dilaksanakan oleh suatongaihisasi yaitu :

a.

Long-LinkedTechnology

Thompson (dalam Robbins, 1994:206) menyebutkan-liokgd technology

karena tugas atau operasi saling tergantung sae&xgensial, berciri sekuen
(sequencelangkah berulang yang tepat, seperti yang tanmaeka gambar di

bawah ini :

Masukan ’@ > > @ > Keluaran

Gambar 2.5kema Long Linked Tehnology
Sumber : Thompson (dalam Robbins, 1994:207A)

Skema pada Gamabar 2.2 menjelaskan bahwa aktikithsrus dilakukan
terlebih dahulu sebelum melangkah aktivitas B vitkis B sebelum aktivitas C,
dan seterusnya. Karendong-linked tehnologi masyarakat efisiensi dan
koordinasi di antara aktivitas, yang disebabkah ebding ketergantungan secara
sekuensial, ketidakpastian utama yang dihadapi wlahajemen terletak pada
sisi masukan dan keluaran organisasi. Dalam peanleahan baku dan barang
jadi menjadi area perhatian yang utama. Hasilnyaajeanen cenderumg untuk
tanggap terhadap ketidakpastian tersebut dengargangnl masukan dan
keluaran. Salah satu cara terbaik untuk mencaparitersebut adalah dengan
melakukan integrasi secara vertikal kemuka, kelaglgkatau kedua-duanya.

MediatingTechnology
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Thompson (dalam Robbins, 1994:208) mengidentifikasdiating technology
yang menghubungkan klien baik yang berada pada nsaésukan maupun
keluaran organisasi. Mempunyai ciri saling ketetgagan terkelompok.
Contohnya : Bank, Perusahaan telepon, Toko ecBmnsahaan jasa pencatatan
komputer, Kantor tenaga sosial dan Kantor pos.ridpenpak pada gambar 2.3
berikut:

Klien A Proses Tranformasi Klien B

v
A

Gambar 2.3kema Mediating Tehnology
Sumber: Thompson (dalam Robbins, 1994:207 B)

Gambar 2.3 menjelaskan bahwa para mediator melakaarfungsi peraturan
yang menghubungkan unit-unit yang ada, jika tid&anaberdiri sendiri.
Unit-unit memberi respon dengan menstandarisasisailsi organisasi dan
menetapkan persesuaian perilaku pada klien. Bardalmya menghubungakan
mereka yang ingin menyimpaidepositors) dengan mereka yang ingin
meminjam. Mereka tidak saling mengenal, sehinggdelt®silan bank
bergantung pada daya tarik bank bersangkutan legigiskbelah pihak tersebut.
Ketika menghadapi kondisi ketidakpastian tersebugka bank berusaha
meningkatkan populasi yang dilayaninya. Artinya,kmabanyak klien yang
dimilikinya, maka makin berkurang ketergantungamig&lien tertentu. Jadi
bank berusaha mencari deposan sebanyak mungkin c@mcoba
mengembangkan suatu portofolio pinjaman yang bexsiaSama halnya, kantor
tenaga kerja berusaha mengisi pekerjaan bagi bapgakusaha sehingga
kerugian dari satu atau dua costumer utama tida&n aknengacaukan
kelangsungan hidup organisasi.

IntensiveTechnology

Thompson (dalam Robbins, 1994:208) mengatakan baiteasive technology
merupakan tanggapan yang disesuaikan dengan bekoaggensi. Tanggapan
yang tepat tergantung pada sifat dari masalah @amdkaragaman masalah
tersebut, yang tidak dapat diramalkan secara teépantoh dari penerapan
teknologi ini tampak pada Rumah Sakit, Universitaayoratorium penelitian,
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Perusahaan konsultasi manajemen, atau PasukanrteBgperti pada gambar

berikut:
Sumber daya
A
B
C
A

Masukan

—

Proses
tranformasi

Sumber: Thompson (dalam Robbins, 1994:207C)

Umpan balik

Gambar 2.48kema Intensive Tehnology

Keluaran

Gambar 2.4 memperlihatkan bahwensive technologyencapai koordinasi

melalui penyesuaian bersama (mutual adjustmenjun&h sumber tersedia

bagi organisasi, tetapi hanya sebuah kombinasat&sbyang digunakan pada

waktu tertentu, bergantung pada waktu dan situdsieksi, kombinasi dan

penggunaan sumber-sumber tersebut ditentukan olphmubalik dari obyek itu

sendiri. Karena adanya kebutuhan akan tanggapesildfed, maka ketidakpastian

utama yang dihadapi oleh manajer adalah masalaeitdiri. Dengan demikian,

manajer menanggapi dengan memastikan ketersedésbadai macam sumber

untuk mempersiapkan diri terhadap setiap kejadsmthagaimana pada contoh

rumah sakit, organisasi tersebut mempunyai bangkéllisjasa spesialisasi dan

kemampuan untuk menanggapi berbagi macam situasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai ketiga jenis te§fnabrganisasi yang

dikemukakan oleh Thompson diatas dalam kaitannyayate teknologi organisasi

yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan adalah kefindong-liked tehnology.

Nampak dijelaskan pada gambar berikut :
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Pemohon ) Loket 1 . Loket 2 ) Loket 3

Sertipikat Tanah p Loket 4
Pemeriksaan Panitig

Pengukuran
Pengumuman
Pembukuan

a b wnh e

Penerbitan

Gambar 2.5 Alur Pengurusan Sertipikat Tanah
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang disedexhamek penulis.

Teknologi penyampaian pelayanan pada Kantor PdréamaKabupaten
Banyuwangi mensyaratkaequencéurutan) dengan langkah yang berulang dan tetap
seperti pada long linked technology. Pada prosesikaa, pemohon sertipikat tanah
harus menjalani serangkaian aktifitas, prosedun gtases mulai dari tahap yang
meliputi: pemohon mendatangi bagian Pendaftaran ldéormasi, menyerahkan
syarat-syarat permohonan sertipikat berupa sumahgienan, identitas pemohon,
bukti tertulis yang membuktikan adanya hak atasalianFoto copy Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Setelah seluruh kelengkapan telah dipenuhi, ditkaju pada proses A yaitu
berkas dimasukkan ke bagian Pengukuran dan Pemetadndilakukan pengukuran
letak dan batas tanah oleh petugas ukur. Kemudemea proses B dilakukan
pengecekan letak dan batas tanah telah disahkhrpetagas, berkas dilanjutkan ke
bagian Pemeriksaan untuk diteliti dan diproseshlédmjut baik secara fisik maupun
yuridis. Tahap proses C selanjutnya diadakan peoguan apakah sertipikat yang
diajukan disetujui oleh pihak pertanahan ataupdakti Tahap akhir berupa keluaran
yaitu penerbitan sertipikat dimana pemohon dapangambil sertipikat yang
diterbitkan di loket pengambilan produRroses ini berlangsung secara berurutan,
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dimana seorang pemohon belum bisa melakukan pemaahmengukuran tanah jika
belum ada berkas masuk ke Kantor Pertanahan, bejgwusnya.
2.1.9Sertipikat Tanah Secara Konversi Sporadik

Tanah adalah salah satu bagian dari bumi yang nkesifat yang tetap. Dalam
pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Rl No 24 7997 dinyatakan bahwa :
“Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yangipagan satuan bidang yang
terbatas”.

Pengertian sertipikat menurut Peraturan PemeriNtaB4 Tahun 1997 Pasal 32
adalah :

“Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatiquiktian yang kuat mengenai

data fisik dan data yuridis yang termuat didalamsgaanjang data fisik dan data

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada daleahukur dan buku tanah hak
yang bersangkutan. Dalam hal atas suatu bidangh tandah diterbitkan
sertipikat secara sah atas hama orang atau badamh@ng memperoleh tanah
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata mseaguya, maka pihak lain yang
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak mengajkedaeratan secara tertulis
kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Reréanyang bersangkutan
ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan enangenguasaan tanah
atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Produk akhir dari pendaftaran tanah berupa sedipi&nah. Oleh karena itu
pendaftaran sering disebut juga dengan penseiigrikanah. Yang dimaksud dengan
sertipikat tanah seperti yang terdapat pada p&8sadt 3 Peraturan Pemerintah Nomor
10 tahun 1961 menyebutkan bahwa : “Salinan bukahtaian surat ukur setelah dijahit
menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas Isgamgubentuknya ditetapkan
dengan peraturan, yang disebut sertipikat”. Derdganikian dapat dikatakan bahwa
sertipikat adalah tiap-tiap hak yang dibukukanyudikan salinan dari buku tanah yang
bersangkutan, untuk menguraikan tanah dan surat sklinan buku tanah yang
kemudian dijilid menjadi satu dengan sampul yametapkan bentuknya dengan suatu
peraturan.

Penerbitan sertipikat dimaksudkan agar pemegangdaglat dengan mudah
membuktikan haknya. Oleh karena itu sertipikat rpakan alat pembuktian yang kuat
sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 UUPA. Sehubuegaaul itu apabila masih ada

ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bdusamg yang ternyata masih dari
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adanya catatan dalam pembukuannya sebagaimanastichd&lam Pasal 30 ayat (1)
yaitu : “Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialghWVarganegara Indonesia ; b)
Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonedéan berkedudukan di
Indonesia”.

Ada 2 macam model pelayanan pendaftaran sertipaceth yaitu pelayanan
pendaftaran sertipikat tanah secara sporadik daaraesistematik. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tdl98¥ menjelaskan tentang
perbedaan keduanya yaitu :

a. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiamadaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa obyekaftarah tanah dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kedmraecara individual atau
massal.

b. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegimtagaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yangputie semua obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilatab bagian wilayah suatu
desa atau kelurahan.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada penelitiamadap pendaftaran secara
sporadik, maka dibawah ini penulis paparkan peagarpermohonan pendaftaran
tanah sporadik pertama kali secara konversi mertartdar Prosedur Operasional
Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) adalah sebagat ber
a. Surat permohonan;

b. Identitas pemohon atau kuasanya (fotocopy KTP Ktalyang masih berlaku)
dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;

c. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan;

Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak ybstuyai

1) Surat Tanda Bukti Hak Milik yang diterbitkan berddsan peraturan

Swapraja yang bersangkutan, atau;

2) Sertipikat yang diterbitkan berdasarkan PMA No.SA,%tau;

3) SK pemberian HM dari pejabat yang berwenang, balielsim atau sejak

berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban kntuendaftarkan hak
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajilyang disebut
didalamnya, atau;

Petuk Pajak Bumi/ Landrente, Girik, Pipil, Kekitilan Verp Indonesia
sebelum berlakunya PP 10/1961, atau;

Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan giimgbuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepal Kelurahan yanguati sebelum
berlakunya PP ini dengan disertai alas hak yani&en, atau;

Akta Pemindahan HAT yang dibuat oleh PPAT yang haga belum
dibukukan dengan disertai Alas Hak yang dialihlsday;

Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat skeion atau sejak mulai
dilaksanakan PP 28/1977 dengan disertai Alas Hag gavakafkan, atau;
Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang ybagvenang, yang
tanahnya belum dibukukan dengan disertai Alas Haigydialihkan, atau;
Surat penunjukkan/ pembelian kaveling tanah pertggamah yang
diambil oleh pemda, atau;

Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah diblah d&antor
Pelayanan PBB dengan disertai Alas Hak yang diatihktau;

GROSSE Akta Hak EIG. Yang diterbitkan berdasarkan
OVERSCHRIJVINGS ORDONNANTIE (S.1834-27) yang tetiibubuhi
catatan bahwa hak EIG. Ybs dikonversi sebagai hbk, ratau;
Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbaindberlaku sebelum
diberlakukannya UUPA;

e. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBihtherjalan;

Biaya : 25.000 (diluar biaya Pengukuran).

g. Waktu Penyelesaian : 120 Hari

Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak panganya tercantum dalam

buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegangtéalkepada pihak lain yang

dikuasakan olehnya. Setiap pemegang hak atas taasth menginginkan untuk

memiliki sertipikat hak atas tanah. Karena dengdanga sertipikat hak atas tanah,
akan memberikan rasa aman dan tentram bagi pewalikn
2.2 Model Service Quality
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Model yang banyak dipergunakan untuk mengukur taglpelayanan adalah
model Service Qualityyang dikembangkan oleh Parasuraman dkk. Modehareka
kembangkan melalui berbagai penelitian yang dilakutt banyak perusahaan. Dalam
menganalisa kualitas pelayanan organisasi publianddnal ini Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi, penulis lebih memfokuskaragzelayanan yang diberikan.
Maka dari itu penulis mencoba menganalisanya dengemggunakan model
ServQual.

Menurut pendapat Tjiptono (2005:145) menyatakanMaamodel kualitas jasa
yang paling terkenal dan hingga kini banyak dijadilacuan dalam riset manajemen
dan pemasaran jasa adalah model ServQuaditvice Quality yang dikembangkan
oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Mengukuritasapelayanan terdapat suatu
kerangka yang lebih komperehensif dan sistematiskunenganalis kualitas jasa yang
menggambarkan faktor-faktor inter organisasi yaagatl mempengaruhi maupun
dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan yangitarkiengan harapan pelanggan.
Oleh karena itu, dalam memberikan kualitas jasaddigapai dengan memenuhi dan
bahkan melampaui kualitas jasa yang diharapkan mdeh pelanggan. Kualitas jasa
sendiri dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jaaagydirasakarperceived service)
dan jasa yang diharapkdexpected serviceBila jasa yang dirasakan lebih kecil
daripada yang diharapkan, maka para pelanggan dietigak tertarik lagi pada
penyedia jasa yang bersangkutan. Sedangkan bilg tgjadi adalah sebaliknya
(perceived>expectell maka para pelanggan akan menggunakan penysdidydagi.

Pada sebuah proses pelayanan, pihak yang melagampumyai persepsi yaitu
sesuatu yang dijanjikan, sebaliknya pada pihak yhlayani mempunyai ekspektasi
yaitu harapan. Kedua kelompok tersebut dalam hubmumg memungkinkan timbul
kesenjangan (gap) yang mengganggu kualitas (metayg@nan, baik terhadap benda
yang dinikmati maupun berupa jasa bagi satu pilssdangkan di pihak lainnya,
penyampaian pelayanan tersebut juga menimbulkagggam. Untuk mengantisipasi
mutu pelayanan ini dibuat model yang mencoba mekg&enjangan. Artinya, bila
terjadi kesenjangan yang semakin kecil antara psrgelanggan (terhadap pelayanan
yang diberikan) dengan ekspektasi (harapan) petanggaka berarti pelayanan
semakin prima.



42

PELANGGAN

Komunikasi Kebutuhan Pengalaman
Gethok Tular Pribadi masa lalu

A 4

Jasa yang
diharapkan

vy

Gap 5 T

Jasa yang
dipersepsikan

PEMASAR Penyampaian Gap 4 Komunikasi Eksternal

Jasa Kepada pelanggan

A

Gap 3

S <

Gap 1l

Spesifikasi
Kualitas Jasa

+ A
Gap2
4

Persepsi Manajemen
Atas Harapan Pelangga

A 4

=

Gambar 2.6 Model Konseptual SevQual
Sumber : Parasuraman dalam Tjiptono (2005:146)

Gambar 2.6 menjelaskan bahwa jasa yang diharagkapected service)
dipengaruhi oleh komunikasi dari mulut ke mulutblé®ihan personal, pengalaman
masa lalu dan juga aktivitas komunikasi. Semenssayang dipersepsikan pelanggan
(perceived servicanerupakan hasil dari serangkaian keputusan dantaktinternal.
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Persepsi manajemen terhadap ekspektasi pelanggaande keputusan menyangkut
spesifikasi kualitas jasa yang harus diikuti orgasi dan diimplementasikan dalam

penyampaian jasa kepada pelanggan.

Menurut model ini terdapat lima gap yang menyebabkagagalan dalam

penyampaian pelayanan. Kelima gap itu adalah :

a.

Gap 1 yaitu kesenjangan antara harapan pelanggapetsepsi manajemen.
Kesenjangan ini mengartikan bahwa pihak manajemdak themahami secara
benar apa yang diinginkan pelanggan. Faktor-fakienyebabnya adalah
interpretasi yang kurang akurat tentang informasengenai ekspektasi
pelanggan, tidak adanya kontak informasi ke atawéod information) dari staf
kontak pelanggan ke pihak manajemen dan terlalydsajenjang manajerial
yang menghambat atau mengubah informasi yang dekerpdari karyawan
kontak pelanggan ke pihak manajemen.

Gap 2 yaitu kesenjangan antara persepsi manajeamespesifikasi jasa.
Kesenjangan ini muncul karena pihak manajemen beéaséam megetahui
keinginan pelanggan tetapi tidak menetapkan stapelaksanan yang spesifik.
Faktor-faktor penyebanya adalah kesalahan pereacaratau prosedur
perencanaan yang tidak memadai, manajemen peremcayang buruk,
kurangnya penetapan tujuan yang jelas dalam omgnisurangnya dukungan
dan komitmen manajemen puncak terhadap perencakzaitas jasa dan
kekurangan sumber daya.

Gap 3 yaitu kesenjangan antara spesifikasi jasgp€eayampaian jasa.
Kesenjangan ini muncul biasanya diakibatkan oleesi§gasi kualitas tidak
terpenuhi oleh kinerja dalam proses produksi daryg@mpaian jasa. Kelemahan
para personil yang tidak terlatih baik dan tidakmmeauhi standar pelaksanaan
yang spesifik. Ketidakmampuan tersebut dapat dililgari kurangnya
team-work, tidak adanya kesesuaian antara skill pekerjaan, perasaan
tertekan, keraguan dalam menjalankan tugas dambhnydo konflik batin.

Gap 4 yaitu kesenjangan antara penyampaian jaskodaumikasi eksternal.
Kesenjangan ini muncul karena janji yang disampaikaelalui aktivitas
komunikasi tidak konsisten dengan jasa yang disd&apeepada pelanggan.
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Harapan pelanggan dipengaruhi oleh pertanyaan diéo@t oleh para “wakil”
dan iklan dari manajemen. Dalam kasus ini, terdkpiadaksesuaian anatar jan;i
manajemen dengan kenyataan. Jika penyedia jasaernikarbjanji berlebihan,
maka resikonya adalah harapan pelanggan bisa meouimgniinggi dan sulit
dipenuhi.

e. Gap 5 yaitu kesenjangan antara jasa yang dirastajasa yang diharapkan.
Kesenjangan ini terjadi bila jasa yang dipersepsti@ak konsisten dengan jasa
yang diharapkan oleh pelanggan. Kesenjangan inia bisenimbulkan
konsekuensi negatif seperti kualitas pelayanan yaumgk, masalah kualitas
lainnya seperti hilangnya pelanggan. Pelanggan olemgkinerja perusahaan
dengan cara pandang yang berbeda dan memilikigsenggng keliru mengenai
kualitas jasa atau bisa saja mereka keliru menpirge@sikan kualitas jasa
bersangkutan.

Kelima gap tersebut yang paling berpengaruh dalaememtukan tingkat
kepuasaan pelanggan adalah gap kelima yaitu kegmmantara jasa yang dirasakan
dengan jasa yang diharapkan. Gap kelima ini tidakah dihilangkan karena harus
menghilangkan kesenjangan kesatu sampai keemfedtitedahulu.

Perkembangan selanjutnya, kelima model gap (kesgajg dalam menganalisa
kualitas pelayanan tersebut disempurnakan kembaljgh terdapat gambaran
mengenai faktor-faktor dari luar dan dalam orgasiismng mempengaruhi setiap
kesenjangan atau gap. Gap model ini kiranya dagabantu dalam menganalisis
penyebab terjadinya kesenjangan dan bagaimana magrggukesenjangan antara
harapan pelanggan dan kualitas pelayanan.

Orientasi Riset Pemasaran




Komunikasi Ke Atas

Jenjang Manajemen

Komitmen Manajemen Pada
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Bukti Fisik

Reliabilitas

Gap 5
(Kualitas Jasa)

Daya Tanggap

Sistem Pengawasan Penyelia

Konflik Peran

Ambiguitas Peran

Komunikasi Horizontal

A 4

Gap 3

Kecenderungan Untuk

A 4

Gap 4

Jaminan

Empati

Gambar 2.7 Kesenjangan antara harapapgctefidan persepspérceivel

Sumber: Zeithaml, et al. (dalam Tjiptono, 2005:150)

Berdasarkan gambar 2.7, maka dapat diketahui ketarkatau hubungan antara

penyampaian pelayanan dengan kualitas pelayanamn hemitik tolak dari harapan
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pelanggan. Sejalan dengan hal itu maka dimensitasglelayanan yang dikemukakan
oleh Parasuraman dkk dalam Tjiptono (2005:156)addsébagai berikut:

a.

2.3

Bukti Langsung Tangibles

Bukti langsung adalah dimensi yang berkenaan dedgga tarik yaitu meliputi
fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan kond&silitas penunjang, serta
penampilan pegawai.

KeandalanReability)

Keandalan (Reability) adalah dimensi yang berkendangan kemampuan
pegawai dalam memberikan layanan yang akurat gegatama kali tanpa
membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasesyai sflengan waktu
yang disepakati.

Daya tanggapResponsiveness

Daya tanggap Responsivenessadalah dimensi yang berkenaan dengan
kesediaan dan kemampuan para pegawai untuk mempargipelanggan dan
merespon permintaan mereka, serta menginformakdam jasa akan diberikan
dan kemudian memberikan jasa secara cepat..

Jaminan Assurancg

Jaminan Assurancg adalah dimensi yang berkenaan dengan perilaka par
pegawai agar mampu menumbuhkan kepercayaan petateggadap pelayanan
dan menciptakan rasa aman bagi para pelanggaramgaah juga berarti bahwa
para pegawai selalu bersikap sopan dan menguasagetabuan dan
keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani sgtgifanyaan atau masalah
pelanggan.

Empati Empathy

Empati Empathy adalah dimensi yang berkenaan dengan pemahansaiamna
para pelanggannya dan bertindak demi kepentingalanggan, serta
memberikan perhatian personal kepada para pelamggamemiliki jam operasi
yang nyaman.

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kualitas layanan dijelaskan pabel 2.1 sebagai berikut.
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama : Wanita Sari

Tahun : 2005

Judul : Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Badan Kehgtukan, Keluarga
Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.

Penelitian yang dilakukan Sari (2005) memiliki @fjuuntuk mengetahui kualitas
pelayanan akta kelahiran yang diberikan oleh Bad@&pendudukan, Keluarga
Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember wduga etnis tionghoa. Metode
yang dipakai dalam analisis data penelitian inilatdanodelService Qualitydari
Parasuraman dkk. Hasil dari penelitian ini adalahwa kualitas yang diberikan oleh
Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan C&gidioerdasarkan interpretasi
dataServQualadalah sangat baik.

Penulis menggunakan fokus hasil penelitian Saf%20ntuk digunakan sebagai
acuan melakukan penelitian karena adanya persadaam menentukan tujuan dan
model penelitian. Tujuan dari penelitian yang penlakukan adalah ingin mengetahui
kualitas pelayanan sertipikat tanah di Kantor Pattan Kabupaten Banyuwangi.
Model yang digunakan juga sama yaitu model servdagl Parasuraman. Selain itu
juga adanya persamaan dalam pelayanan produk adrasmiyaitu diterbitkannya
sebuah dokumen resmi negara.



BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ydipgrgunakan untuk
mencapai tujuan. Tujuan umum dari penelitian iimigperlukan metode penelitian
yang dijadikan landasan bergerak untuk memperaédn-data yang obyektif, lengkap
dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus merupsdiama yang sangat penting
dalam rangka mencari kebenaran ilmiah. Seperti yhnggkapkan oleh Sugiyono
(2006:1) bahwa : “Metode penelitian pada dasarngaupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tértent

Berpijak pada pendapat diatas maka penulis menggnnaetode penelitian
yang terbagi dalam beberapa konteks di bawah ini.

3.1 Tipe Penelitian.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitianadalam penelitian ini
penulis ingin menganalisis dan menyajikan faktaasederurutan dan sistematis
sehingga dapat lebih mudah digunakan. Pada pameiit, penulis lebih menekankan
pada tipe penelitian deskriptif dengan data kuaiittitDimana dalam penelitian ini
penulis lebih mengfokuskan pada penyajian datafalea bukan pada hipotesa atau
pembuatan prediksi. Menurut Sugiyono (2006:11) ratadgan bahwa : “Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untu&ngetahui nilai variabel mandiri,
baik satu variabel atau lebih (independen) tanpanioo@t perbandingan atau
menghubungkan antara variabel satu dengan varidey lain. Sedangkan data
kuantitatif menurut Sugiyono (2006:15) menyatakahva : “Data kuantitatif adalah
data yang berbentuk angka atau data kualitatif ydiaggkakan”. Lebih lanjut
Sugiyono mengatakan bahwa data kualitatif yang gkiakan (scoring) misalnya
terdapat dalam skala pengukuran.

Jadi dalam penelitian ini, penulis ingin memberikgambaran secara
menyeluruh mengenai kualitas pelayanan yang diberikepada konsumen atau
pelanggan selaku pengguna jasa pengurusan setrtguiledn  secara konversi sporadik
di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.
3.2.1Tempat Penelitian.

Tempat penelitian merupakan tempat dimana penuk$akukan kegiatan
penelitian untuk memperoleh data-data yang dipariguna menjawab permasalahan
yang ada. Tempat penelitian ini penulis lakukarKdntor Pertanahan Kabupaten
Banyuwangi yang beralamat di JI. Dr. Sutomo No.45y® iwangi.

3.2.2Waktu Penelitian.

Waktu penelitian merupakan jangka waktu daripadaeliéan, artinya kapan
penelitian dilakukan untuk menghasilkan data gueajawab permasalahan yang ada.
Karena proses pengurusan sertipikat tanah dari sarapai akhir memakan waktu
hingga 120 hari atau sekitar 4 bulan, maka dengaimgbangan keterbatasan biaya,
waktu, tenaga, situasi dan kondisi penelitian amya dilakukan pada loket 4 bagian
penyerahan sertipikat tanah selama 2 bulan sejalgéh 26 Juni — 26 Agustus 2007 di
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

3.3 Penentuan Populasi dan Sampel.
3.3.1Penentuan Populasi.

Menurut Arikunto (2002:108), populasi adalah kesdtan subyek penelitian.
Populasi adalah keseluruhan dari individu yang aftgadikan obyek penelitian.
Sehubungan dengan populasi ini, maka Singarimbum BE#endi (1989:152)
menyatakan bahwa, “Populasi adalah jumlah keseduruthari unit analisis yang
ciri-cirnya mudah diduga”.

Selain itu menurut Dalte (dalam Singarimbun dameiidf, 1995:52) menyatakan:

“Populasi atauuniverseadalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang
ciri-cirinya dapat diduga, populasi dapat dibedakenjadi dua yaitu antara
populasi sampling dan populasi sasaran. Sebagal, mpabila kita mengambil
rumah tangga sebagai sampel, sedangkan yangidiahiya anggota rumah
tangga yang bekerja sebagai petani, sedangkanusgbetani dalam wilayah
penelitian adalah populasi sasaran”.
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penek#hnni populasi yang
diambil oleh penulis adalah seluruh pemohon s&gdiganah secara konversi sporadik
sebanyak 420 pemohon pada bulan Agustus 2007. &padisebut dengan pemohon
sertipikat tanah secara konversi sporadik adalah :

a. Pemohon secara individu yaitu pemohon yang meni#aftasendiri hak atas
tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

b. Pemohon kuasa yaitu pemohon yang memiliki ijin gamilik sah hak atas tanah
untuk mengurus proses sertipikat tanah di KantortaRehan Kabupaten

Banyuwangi.

3.3.2Penentuan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diharafiksa mewakili dari
populasi secara keseluruhan. Dalam hal ini seseagah pendapat Arikunto
(2002:109) menyatakan bahwa, “Sampel adalah sebagsau wakil populasi yang
diteliti”. Unit analisis dari penelitian ini adalahdividu dalam hal ini para pengguna
layanan sertipikat tanah. Berdasarkan pendapahgrsnaka keseluruhan pemohon
sertipikat tanah tidak mungkin diteliti semua, makerlu dilakukan pengambilan
sampel. Unit analisis penelitian ini adalah indivigaitu para pemohon pengurusan
sertipikat tanah. Adapun teknik pengambilan sangadm penelitian ini adalah
accidental samplingyang menurut Sugiyono (2006:96) adalah teknik peraa
sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa sajasgraga kebetulan bertemu dengan
peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipag orang yang kebetulan ditemui
itu cocok sebagai sumber dat@iehnik pengambilan sampel ini adalah tehnik
pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, tetagadeoertimbangan dibatasi pada
pemohon yang berada di Kantor Pertanahan sertaademgri dan jam yang telah
ditentukan dalam penelitian.

Menurut Hadi (1997:75) bahwa : “Sebenarnya tidakleetentuan mutlak berapa
persen suatu sampel yang harus diambil dari popuktsdaktetapan mutlak itu perlu
menimbulkan keraguan pada peneliti”.

Lebih lanjut menurut Nasution (2003:101) bahwa pimbampel yang sesuai
sering disebut aturan sepersepuluh, jadi sepulusepedari jumlah populasi. Jika
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populasinya terlampaui besar, maka sampelnya akam lebih kecil dari sepuluh
persen. Selain itu jumlah sampel banyak berganpaua faktor-faktor lain seperti
biaya, fasilitas dan waktu yang tersedia, juga pagyang ada atau bersedia dijadikan
sampel.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis megtdg@sarnya sampel dalam
penelitian ini adalah 50 orang responden yang spdaenguruskan sertipikat
tanahnya.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian, maka&rtligan adanya suatu
operasional konsep. Dengan tujuan untuk membamtulisgemelihat fenomena yang
terjadi di masyarakat berdasarkan pada teori-iggnmg sudah ada. Menurut Young
(dalam Koentjoroningrat, 1997:23) bahwa: "Defin@perasional tidak lain daripada
mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk itimgate kata-kata yang
membenarkan perilaku atau gejala yang dapat diadaatdapat diuji serta ditentukan
kebenarannya oleh orang lain".

Dengan demikian definisi operasional merupakan giewpn dari pengertian
suatu konsep yang telah ditentukan sebagai varkebdblam pengertian yang lebih
konkrit dan menggunakan indikator-indikator variapang bersangkutan. Definisi
operasional dalam penelitian ini digunakan untukget¢ahui bagaimana menganalisa
kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Pertandeupaten Banyuwangi kepada
para pemohon sertipikat tanah. Berdasarkan padaelmpengukuran kualitas
pelayanan ServQual yang terdiri dari lima dimensiukh mengukur seberapa jauh
perbedaan antara kenyataan dan harapan para kangamg mereka terima sebagai
indikator dari kualitas pelayanan.

Maka untuk mengukur kedua perbedaan tersebut, isepatlu menjelaskan
konsep yang masih abstrak ke dalam definisi yahip lkonkret sehingga nantinya
mempermudah dalam penelitian. Adapun konsep yamgedasionalisasikan adalah
sebagai berikut :
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Dimensi Bukti Langsung atadangiblesadalah dimensi yang berkenaan
dengan daya tarik yaitu meliputi fasilitas fisikelpngkapan, dan fasilitas
penunjang, serta penampilan pegawai. ltem-itemdgéah :

1) Kondisi fasilitas fisik seperti kualitas gedundhda parkir.

2) Kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan

3) Kondisi dukungan kelengkapan peralatan sepertiaddaitpengukuran dan
pemetaan Perlengkapan.

4) Kondisi dukungan fasilitas penunjang seperti paaratauang tunggu
pemohon Fasilitas penunjang, seperti: penataargrivamggu, kelengkapan
sarana administrasi.

5) Kondisi sarana administrasi
6) Penampilan fisik pegawai, seperti : kerapihan fisigawai.
Dimensi Keandalan atau Reability adalah dimensigyaerkenaan dengan
kemampuan memberikan layanan yang akurat sejakmparali tanpa membuat
kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesngandevaktu yang
disepakati. Akurasi data merupakan bentuk pelayaysry berdasar pada
prosedur. Selain itu kemampuan memenuhi janji memob@paratur negara lebih
dipercaya oleh masyarakat. Item-itmnya adalah :

1) Koordinasi petugas/ pegawai layanan dengan pasaggan/ pemohon.

2) Kecepatan dan ketepatan proses pelayanan yangkdibeieh petugas.

3) Kesanggupan petugas dalam menangani masalah skswgan prosedur
pelayanan.

4) Kemampuan petugas dalam mewujudkan pelayanan sesumg telah
dijanjikan.

Dimensi Daya tanggap atau Responsiveness adalabnsiingang berkenaan

dengan kesediaan dan kemampuan para pegawai un&mbantu para

pelanggan dan merespon permintaan mereka, serginfamasikan kapan jasa
akan diberikan dan kemudian memberikan jasa seepat.

1) Ketanggapan petugas dalam memberikan pelayanakedtaigihan pemohon
selama proses pelayanan.
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2) Respon yang diberikan oleh petugas ketika anda atemg keluhan dalam
pelayanan.

3) Ketepatan informasi yang diberikan oleh petugas.

4) Ketersediaan prosedur pelayanan serta papan pentgaumyang disediakan
oleh petugas

d. Dimensi Jaminan atau Assurance adalah dimensi ymsrgenaan dengan
perilaku para pegawai yang mampu menumbuhkan kaysso pelanggan dan
menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya.aagme berarti bahwa para
pegawai selalu bersikap sopan dan menguasai péogetadan keterampilan
yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertany&an rmasalah pelanggan.
Item-itemnya adalah :

1) Keramahan dan kesopanan petugas yang diberikarm dalamberikan
pelayanan.

2) Kejujuran dan ketuntasan petugas dalam memberigaygnan.

3) Kemampuan dan pengetahuan yang diberikan petudas daenangani
keluhan para pemohon.

4) Kemampuan petugas dalam memberikan rasa amanapdhikemungkinan
kesalahan berkas permohonan.

e. Dimensi Empati atau Empaty adalah dimensi yang dmaéin dengan
pemahaman masalah para pelanggannya dan bertinglak kepentingan
pelanggan, serta memberikan perhatian personald&epara pelanggan dan
memiliki jam operasi yang nyaman. Item-itemnya abal
1) Kemudahan yang anda rasakan dalam menghubungigseteikait selama

proses pelayanan
2) Keadilan yang diberikan petugas seperti tidak melakredakan
masing-masing pemohon dalam memberikan.
3) perhatian petugas secara pibadi kepada pemohomm dalamberikan
pelayanan
Kelima dimensi yang tersebut diatas akan diopenatigasikan dalam
menganalisa kualitas pelayanan sertipikat tanahradmnversi sporadik di Kantor
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Pertanahan Kabupaten Banyuwangi baik dalam perpepsohon maupun harapan
pemohon.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi bagian yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiy@066:156) bahwa : "Sumber
primer adalah sumber data yang langsung membed&tn kepada pengumpul data
dan sumber sekunder adalah merupakan sumber gakgdngsung memberikan data
kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakder yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnyatlemang lain atau lewat
dokumen”.
Adapun untuk memperoleh data primer dan data sekudigberlukan teknik
pengumpulan data yang dapat dilakukan sebagaiuberik
a. Data primer.
Data primer berasal dari tehnik kuisioner, wawaacdan observasi yang
dijelaskan sebagai berikut.
1) Teknik Kuisioner.
Kuisioner merupakan cara mendapatkan data dengkm jmengajukan
pertanyaan secara tertulis oleh responden. Pemgekuisioner menurut
Sugiyono (2006:162) bahwa, “Kuisioner merupakamitelpengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkairyaan atau pertanyaan
tertulis pada responden untuk dijawabnya”. Teknik dipakai untuk
memperoleh data dari responden yang berupa datekpaftau data utama.
Terdapat dua tipe pertanyaan yaitu pertanyaanKartian pertanyaan tertutup.
Disebut pertanyaan terbuka karena pertanyaan yargymarapkan responden
untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tgnsesuatu hal. Disebut
pertanyaan tertutup karena pertanyaan hanya mepkear jawaban singkat
atau mengharapkan responden untuk memilih salaha#tetrnatif jawaban dari
setiap pertanyaan yang telah tersedia (Sugiyor@§:263)..
Berdasarkan pendapat di atas, maka pada penehiiggenulis menggunakan
tipe pertanyaan tertutup yang disebarkan pada $ponelen dengan bentuk



2)

3)

55

jawabanmultiple chiceyaitu bentuk pilihan dengan tiga, empat alternai#u

lebih, misalnya “ya”, “tidak tahu”, “tidak”, “setuj sekali”, “setuju”, “kurang
setuju”, “sama sekali tidak setuju”, dan semacanriidadi, 2003:181).
Sehingga responden tinggal memberi tanda silangp&da jawaban yang
disediakan. Dalam penelitian ini penulis mempergandima alternatif jawaban

yang disusun berdasarkan skor yaitu satu sampai(lind) meliputi :

a) Tidak Memuaskan =1

b) Kurang Memuaskan =2
c) Cukup Memuaskan =3
d) Memuaskan =4

e) Sangat Memuaskan =5

Selanjutnya setiap jawaban yang diberikan respond@priah dengan
mempergunakan skalkert untuk mengukur persepsi serta harapan pemohon
terhadap kualitas pelayanan sertipikat tanah dité¢aRertanahan Kabupaten
Banyuwangi.

Lembar kuisioner yang disebarkan pada responddmitatas 2 bagian. Pertama
adalah identifikasi responden yang dipergunakamkumengumpulkan data
tentang karakteristik responden meliputi : namasjkelamin, umur, alamat, dan
pekerjaan. Kedua adalah identifikasi persepsi @aagdan responden yang berisi
persepsi dan harapan responden terhadap lima dikelgas pelayanan.
Teknik Observasi.

Teknik obsevasi dilakukan penulis dalam penelitiengan berusaha melihat dan
mengamati gejala atau kejadian yang berhubungagedemasalah yang diteliti.
Adapun menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2006:166) adal’Observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu prasggersusun dari berbagai
proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yaegoenting adalah
proses-proses pengamatan dan ingatan”.Teknik adseini digunakan untuk
mengamati pelayanan yang dilakukan pegawai KantotaRahan terhadap
pelanggan.

Teknik Wawancara.
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Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan gatey dilakukan si
peneliti dengan cara teknik tanya jawab. Dalamygungi (2006 :157) mengatakan
bahwa : “Wawancara atau interview digunakan seliaggaik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluantuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apagielaeliti ingin mengetahui
hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan ghmtespondennya
sedikit/kecil”. Pengumpulan data dengan teknik waeeaa ini diajukan kepada
masyarakat selaku penerima layanan dan pihak sistalaku pemberi layanan
untuk mencari keterangan yang berhubungan dengaalahmayang diteliti.
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maugpdek terstruktur.
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik papglan data, bila peneliti
atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasding informasi apa yang
akan diperoleh (Sugiyono, 2006:157). Wawancaraktigastruktur digunakan
dalam wawancara bebas dimana peneliti tidak mersdg@m pedoman
wawancara yang telah tersusun secara sistematis ldagkap untuk
pengumpulan datanya (Sugiyono, 2006:160).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melakukamancara tak terstruktur
yang digunakan untuk meneliti tentang studi penblemiuntuk menemukan
masalah yang akan diteliti oleh penulis.

Data sekunder.

Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepuatalan dokumentasi. Data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini anfsira Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, gambaramuBadan Pertanahan Nasional

Banyuwangi, daftar prioritas layanan publik, jumlpamohon sertipikat tanah di

Banyuwangi dan lain-lain. Sumber data sekundefeadikan sebagai berikut.

1)

2)

Studi Kepustakaan.

Mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dangnasalah penelitian sesuai
dengan teori yang ada agar penelitian berjalan atengnsteksnya. Pada
penelitian kali ini penulis banyak sekali mengguarakteratur yang didapat dari
buku bacaan serta data dari media massa maupuneinte

Dokumentasi.
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Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan maksud nmewlph data-data yang
tersedia di lokasi penelitian sehingga memperjelas mendukung analisa
penelitian. Teknik ini merupakan teknik pengumpulita yang menggunakan
dokumen, surat-surat, arsip-arsip maupun catat@taca yang diambil dari
lokasi penelitian. Pada penelitian ini penulis mengulkan dokumen seperti
data dan arsip instansi sebagai penunjang penelitia

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan melalui analisis kaaf dan kuantitatif.
Sebagaimana dikemukakan oleh Koentjoroningrat (28 bahwa : “Sesungguhnya
analisis data itu dibedakan melalui 2 macam yaialitatif dan kuantitatif”. Analisis
data merupakan cara menganalisa data secara letiiit agar diperoleh data yang
valid. Data yang telah terkumpul dikerjakan danlatiosedemikian rupa sampai
berhasil mengumpulkan kebenaran-kebenaran yanmparstkan dapat dipakai untuk
menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalaelipan. Menurut Singarimbun
dan Effendi (1989:263) menyatakan bahwa, “ Analisilata adalah proses
penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih ndidata dan diinterpretasikan.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunak&miteanalisis data kuantitatif
yaitu statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (20069) Statistik deskriptif adalah :

“Statistik yang digunakan untuk menganalisis datagan cara mendeskripsikan
atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebaiga adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untukmatau generalisasi’.

Lebih lanjut menurut Sugiyono (2006:169) menyatdianwa :

“Statistik deskriptif dapat digunakan bila penetiinya ingin mendeskripsikan
data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpularmy ymmlaku untuk populasi

dimana sampel diambil. Termasuk dalam statistikmietsf antara lain adalah

penyajian data melalui tabel, grafik, diagram liagin, pictogram, perhitungan
modus, median, mean (pengukuran tendensi semqteahjitungan desil, presentil,
perhitungan penyebaran data melalui perhitungaired dan standar deviasi,
perhitungan prosentase”.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dalam penefiti@enulis menggunakan
teknik statistik deskriptif dengan pertimbanganeker dalam penelitian ini penulis
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menggunakan penyajian data melalui tabel dan pedsin rata-rata, serta
mendeskripsikan data sampel.

Selanjutnya penulis menginterpretasikan dengan querakan metode ServQual
yang menurut Tjiptono (2003:46) bahwa “Pada hakekapengukuran kualitas jasa
atau produk hampir sama dengan pengukuran kepyesanggan yaitu ditentukan
oleh variabel harapan dan kinerja yang dirasdgarceived performance)”.

Untuk mendapatkan skor kinerja dan skor harapakamanulis menggunakan
pengukuran sikap yaitu dengan menggunakan skadatLiKal ini senada dengan yang
diungkapkan oleh Sugiyono (2006:107) bahwa; “Skiikert digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorangsekelompok orang tentang
fenomena sosial”.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, makaotBpgrrosentase hasil sebagai
berikut:

Jumlah nilai item
Prosentase= % 100 %
Skor ideal item

Keterangan:
Jumlah item = Jumlah total dari skor jawapantem x skor proporsi pilihan
Skor ideal item = Skor tertinggi proporsi pilha jumlah responden

Hasil dari perhitungan Likert ini kemudian diopeoaslisasikan pada rumus
ServQual.

Pengukuran tingkat kualitas pelayanan dalam modeldidasarkan pada
beberapa item yang dirancang untuk mengukur haraaan persepsi pelanggan.
Kesenjangan antara persepsi dan harapan terséibat derdasarksan lima dimensi
kualitas yang langsung dapat dinilai oleh pelangganyaitu: Tampilan/bukti fisik,
kemampuan mewujudkan janji, daya tanggap, kemampnamberikan jaminan
pelayanan dan kemampuan memberikan perhatian s@cdradi sesuai dengan
keinginan pelanggan.

Berdasarkan lima dimensi pelayanan tersebut kemudkan dikembangkan
seperangkat item untuk mengetahui harapan pelantghadap suatu pelayanan.
Setiap pertanyaan dirumuskan dengan dilengkapi ljma@aban yang disusun
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berdasarkan urutan skor satu sampai lima (1-5), pAdamenurut Sugiyono
(2006:107), yaitu:

a.

® oo o

Sangat tidak setuju =1
Tidak setuju =2
Kurang setuju =3
Setuju =4
Sangat setuju =5

Sedangkan menurut Riduwan (2005:13), untuk mengetsrsepsi pelanggan

terhadap suatu pelayanan yakni Setiap pertanyaamuaskan dengan dilengkapi lima

jawaban yang disusun berdasarkan urutan skor aatpas lima (1-5) yaitu:

a.

® a0 o

Tidak memuaskan =1
Kurang memuaskan =2
Cukup memuaskan =3
Memuaskan =4

Sangat memuaskan =5

Kemudian dari hasil perhitungan tersebut diatasihlelanjut dilakukan

perhitungan total skor dari masing-masing kategsritersebut yang terdiri dari total

skor persepsi dan total skor harapan. Dari hatal tkor tersebut kemudian dicari

rata-rata dari masing-masing total skor persepsi tdal skor harapan. Adapun

kategori penilaian tingkat kepuasan terhadap pakyairumuskan sebagai berikut :

a bk~ e

Tidak memuaskan =0-20
Kurang memuaskan =21-40
Cukup memuaskan =41-60
Memuaskan =61-80
Sangat memuaskan =81-100

Dengan keterangan :

a.

b.

Tidak Memuaskan : Jika responden merasakan pelaygaray diberikan oleh
Kantor Pertanahan lebih buruk dari harapan pelangga

Kurang Memuaskan : Jika responden merasakan palaygang diberikan
kurang dari harapan pelanggan.
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c. Cukup Memuaskan : Jika responden merasakan pelayang diberikan berada
diposisi standar (tidak baik dan tidak buruk) deiapan pelanggan.

d. Memuaskan : Jika responden merasakan pelayanandylaeigkan dinyatakan
baik dan sesuai dengan harapan pelanggan.

e. Sangat Memuaskan : Jika responden merasakan pataygang diberikan
melebihi harapan pelanggan.

Berdasarkan kategori diatas dapat penulis jelabkaiwa jika hasil perhitungan
rata-rata dari total skor persepsi maupun harapan perhitungan kuisioner
menghasilkan angka antara 0-20 termasuk dalam datedpk memuaskan, dan jika
menghasilkan angka antara 21-40 maka pelayanan gédegikan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi termasuk dalargdeateirang memuaskan, dan
begitu seterusnya.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kualitas petay yang diterima oleh
setiap pelanggan pada setiap dimensi dapat dilakd&agan cara mengurangi total
skor persepsi dengan total skor harapan menggunakans ServQual (Tjiptono,
2005:157) sebagaimana rumus berikut:

Skor Servqual = Total Skor Persepsi — Total Skor Hapan

Hasil pengukuran Servqual ini selanjutnya dapantelipretasikan dengan
mengacu pada penjelasan sebagai berikut:

a. Jika dalam perhitungan selisih antara skor perseafm skor harapan
menghasilkan angkdpositif” , berarti kualitas pelayanan yang dirasakan
melebihi tingkat pelayanan yang diharapkan. Derdgmikian tingkat kualitas
pelayanan terhadap pelanggan dapat dikatakan daaugat

b. Jika dalam perhitungan selisih antara skor persdgsiskor harapan diperoleh
skor “negatif’, berarti skor kualitas pelayanan yang diberikan makrasa
kurang apabila dibandingkan dengan yang diharaghkangan demikian tingkat
pelayanan yang diberikan terhadajstumerdapat dikatakan tidak baik.

c. Jika dalam perhitungan selisih antara skor perskpsharapan diperoléhol” ,
berarti kualitas pelayanan yang diberikan sesuagae yang diharapkan oleh



61

costumer Dengan demikian tingkat kualitas pelayanan tespadostumer

dikatakan baik.

Selanjutnya, untuk mengetahui dimensi kualitas yaglan yang dapat
meningkatkan kepuasan pelanggan dapat dilakukagadecara menggunakan skor
rata-rata yang diperoleh. Berdasarkan hasil perbén skor rata-rata setiap dimensi,
dapat dilihat dimensi pelayanan mana yang menskkr yang paling tinggi. Dimensi
pelayanan dengan skor rata-rata tertinggi itulahgyaecara spesifik merupakan
dimensi pelayanan terpenting dan dapat dianggap pmamemberikan tingkat
kepuasan yang tinggi kepada pelanggan.



BAB 4. HASIL DAN ANALISIS DATA

4.1 Hasil Penelitian
4.11 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwang

Deskripsi lokasi penelitian dipaparkan dengan hamagapat membantu penulis
dalam mengetahui dan sekaligus memahami situasidigokerja, visi dan misi,
program kerja serta berbagai permasalahan yandaphberikutnya dengan alternatif
pemecahannya mengenai kualitas pelayanan. Semakatumempermudah penulis
dalam mengumpulkan data-data dan informasi yakgiteserta mendukung penelitian
ini. Deskripsi lokasi penelitian merupakan sebuamigaran tentang lokasi daerah
dimana penelitian ini dilaksanakan. Sedangkan lopeselitian ini dilaksanakan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang t&rlétall. Dr. Sutomo No.45
Banyuwangi

Gambaran mengenai lokasi penelitian dapat diperolehalui berbagai cara
diantaranya melalui pengamatan atau observasilaggditambah dengan data-data
sekunder melalui dokumen yang berasal dari KantertaRahan Kabupaten
Banyuwangi yang mendukung penelitian ini. Data skt yang diperoleh juga bisa
dijadikan pedukung bagi data-data yang diperolétiae melakukan penelitian.

Hal lain dalam deskripsi lokasi penelitian ini adajuga dapat membantu penulis
dalam menjelaskan mengenai kedudukan, tugas pakokueshgsi, susunan organisasi
dan data-data pendukung lainnya.

4.12 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor PertanaKatupaten
Banyuwangi
a. Kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahemm&ld@epublik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan TataaKi€gntor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, makadikan Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai instansi eértlari Badan Pertanahan
Nasional yang berada dibawah tanggung jawab lagg$iepala Kantor Wilayah
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Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Kantor Reréandipimpin oleh seorang

Kepala.

b.

Tugas Pokok Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakagiaab@gas dan fungsi

Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten atau Koig lyarsangkutan.

C.

Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
Dalam menyelenggarakan sebagian tugas dan fundanBertanahan Nasional,

Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

Menyusun rencana, program dan penganggaran daregkapelaksanaan tugas
pertanahan;

Pelayanan, perijinan dan rekomendasi di bidan@g@pehan;

Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan gasgukuran dan pemetaan
bidang, pembukuan, pemetaan tematik dan survengidiznah;

Pelaksanaan penatagunaan tamahgdreform konsolidasi tanah dan penataan
pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, ptrdan dan wilayah tertentu;
Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanatiaftaesn hak tanah,
pemeliharaan data pertanahan dan administrasi ts®pemerintah;
Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelofsnnagara, tanah terlantar
dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan peddy@aan masyarakat;
Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan

Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguni;tana

Pengelolaan Sistem Informasi Managemen Pertanaasiomal (SIMTANAS);
Pemberian penerangan dan informasi pertanahan &epaslyarakat, pemerintah
dan swasta,

Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;

Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusiagiean;

Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keyaagana dan prasarana
perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.
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4.13 Susunan Organisasi Kantor Pertanahan KabupateruBamgi

Susunan organisasi serta pembagian tugas yangsaagat diperlukan untuk
menjalankan organisasi secara baik pula, karengasanembantu anggota secara
efektif dan mudah untuk mencapai tujuan yang diplaaa. Demikian halnya dengan
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam ugahantuk meningkatkan
pelayanan di bidang sertipikasi tanah yang memangenlu adanya struktur atau
susunan organisasi yang menggambarkan hubungamgwaasing kegiatan atau
fungsi dan tanggung jawab yang terdapat di dalam@gambar berikut ini adalah
struktur organisasi Kantor Pertanahan KabupateryBaangi seperti yang tertuang
dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasiomalbRe Indonesia Nomor 4
Tahun 2006.
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Berikut ini dijelaskan uraian tugas masing-masiegss atau bagian subseksi

yang terdapat dalam lingkungan Kantor Pertanahdiupaten Banyuwangi.

a.

Kepala kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengawasmberi, melakukan

koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemeaimtah

Sub bagian tata usaha

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tailaalsempunyai fungsi :

1) Pengelolaan data dan informasi;

2) Penyusunan rencana, program dan anggaran sertearap&untabilitas
kinerja pemerintah;

3) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

4) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarapeasarana,

5) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusuograpr;

6) Koordinasi pelayanan pertanahan.

Sub bagian tata usaha terdiri dari :

1) Urusan Perencanaan dan Keuangan
Sub bagian ini mempunyai tugas menyiapkan penyustgrecana, program
dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinenjaep@atah, keuangan dan
penyiapan bahan evaluasi;

2) Urusan Umum dan Kepegawaian
Sub bagian ini mempunyai tugas melakukan urusarat sorenyurat,
perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasaraogjinasi pelayanan
pertanahan serta pengelolaan data informasi.

Seksi survei, pengukuran dan pemetaan

Dalam menyelenggarakan tugas, seksi survei, pengakdan pemetaan

mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidaadp, ruang dan
perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuras keamtsasan atau wilayah,
pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyippebinaan surveyor
berlisensi;
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2) Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuras kateasan atau
wilayah;

3) Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanaly damperairan;

4) Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangastgaemematik dan
potensi tanabh;

5) Pelaksanaan kerja sama tehnis surveyor berlisangpejabat penilai tanah;

6) Pemeliharaan peralatan tehnis.
Seksi survei, pengukuran dan pemetaan terdiri:dari

1) Subseksi pengukuran dan pemetaan
Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan perapaaanigka dasar orde 4,
penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidiaaly, batas kawasan
atau wilayah, kerjasama tehnis surveyor berlisgregnbinaan surveyor
berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daitah, peta bidang tanah,
surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnipeddng pengukuran;

2) Subseksi tematik dan potensi tanah
Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan surveigpeam, pemeliharaan
dan pengembangan pemetaan tematik, survei pot@msh,t pemeliharaan
peralatan tehnis komputerisasi dan pembinaan pepaindai tanah.

Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah

Dalam menyelenggarakan tugasnya, seksi hak tanahpdadaftaran tanah

mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan dibidangriedi t

2) Menyiapkan rekomendasi pelepasan, penaksiran lengaukar menukar,
saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatafingey saran dan
pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan;tanah

3) Penyiapan telaan dan pelaksanaan pemberian rekasiepdrpanjangan
jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atdafpeian hak;

4) Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dannatk negara, daerah
kerjasama dengan pemerintah termasuk tanah ba#tammemerintah;

5) Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak;

6) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasignelaypertanahan;
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7) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;

8) Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tamplenidinaan PPAT.

1)

2)

3)

4)

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri: dari

Subseksi Penetapan Hak Tanah

Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan pelaksapaaeriksaan, saran
dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Glaka Bangunan dan
Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharwsq perijinan,
peralihan hak atas tanah, penetapan dan atau raekasieperpanjangan
jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan ataafpsan hak tanah
perorangan.

Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan pelaksapewrieriksaan, saran
dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik danfakai, Hak Guna
Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi perabrirgerpanjangan
jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihak atas tanah,
rekomendasi pelepasan dan tukar menukar tanah jpeaher

Subseksi Pendaftaran Hak

Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan pelaksgmaashaftaran hak atas
tanah, pengakuan dan penegasan konversi hal-hahksk milik atas satuan
rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah walagd ydridis lainnya, data
fiskk bidang tanah, data komputerisasi pelayanantapahan serta
pemeliharaan daftar buku tanah, daftar nama, dafilir atas tanah, dan
warkaf serta daftar lainnya dibidang pendaftaraaha

Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PejabauBeAiia Tanah
Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaamdaftaran,
peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebakatariggungan dan
bimbingan PPAT serta sarana daftar isian dibidaglaftaran tanah.

Seksi pengaturan dan penataan pertanahan

Seksi pengaturan dan penataan pertanahan dalanel@eggyarakan tugasnya

mempunyai fungsi:
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1) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, kdasidiinah dan penataan
pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, ptrdan dan wilayah
tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaiaggeraan dan pemanfaatan
tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah datgka@erwujudan fungsi
kawasan atawoning penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah,
penertiban ijin perubahan penggunaan tanah, pentdaah bersama untuk
peremajaan kota, daerah bencana dan daerah beik &erta pemukiman
kembali;

2) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, peraggdaa pemeliharaan
tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten asadakokawasan lainnya;

3) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabuptte kota dan
kawasan;

4) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, pearulpgmggunaan dan
pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan aténgzdan redistribusi
tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberiah t@rjekandreformdan
pemanfaatan tanah bersama serta penerbitan adasiestdreform

5) Pengusulan penetapan atau penegasan tanah mdyngdaadreform

6) Pengambilalihan dan atau penerimaan penyeraharh-tanah terkena
ketentuaradreform

7) Penguasaan tanah-tanah obgldreform

8) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanamigh distribusi tanah
dengan luasan tertentu;

9) Penyiapan usulan penetapan surat keputusan rkdstritanah dan
pengeluaran tanah dan objakdreform

10)Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obgeidreform dan penegasan
objek konsolodasi tanah;

11)Penyediaan tanah untuk pembangunan;

12)Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumetdaatandreform
Seksi pengaturan dan penataan pertanahan terdiri da

1) Subseksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu
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Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan peman rencana
persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan pengguteaeh, rencana
penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, momjtodan evaluasi
pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan @&tanftanah pada
setiap fungsi kawasan atamoning penerbitan pertimbangan tehnis
penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan peaggn tanah,
penyusunan neraca penatagunaan tanah, penatagugamgn pemanfaatan
tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan perggeldéan pemeliharaan
data tektual dan spasial

2) SubseksLandreformdan Konsolidasi Tanah
Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan msué@etapan atau
penegasan tanah menjadi objakdreform penguasaan tanah-tanah objek
landreform pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan rgidistribusi
luasan tertentu, usulan penerbitan surat keputusdistribusi tanah dan
pengeluaran tanah dan objelandreformy monitoring dan evaluasi
redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaataahdoersama dan penerbitan
administrasilandreformserta fasilitasi bantuan keuangan atau permodalan,
tehnis dan pemasaran, usulan penegasan objek petatah bersama untuk
peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana daahdaekas konflik
serta permukiman kembali, penyediaan tanah danep@agn sumbangan
tanah untuk pembangunan, pengembangan tehnis daden@romosi dan
sosialisasi, pengorganisasian dan bimbingan masatar&erjasama dan
fasilitasi, pengelolaan basis data informasi, nmwinty dan evaluasi serta
koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

Seksi pengendalian dan pemberdayaan

Seksi pengendalian dan pemberdayaan dalam mengel@kgn tugasnya

mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaah taegara, tanah
terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan malsayia

2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenutak dan kewajiban
pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evalnasapan kebijakan dan



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)

2)
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program pertanahan dan program sektoral, pengeldéaeah negara, tanah
terlantar dan tanah kritis;

Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasinbinaan,
peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijdkarnprogram pertanahan
dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, pananganah terlantar dan
tanah kritis;

Penyiapan saran dan langkah-langkah penanganarusetan rekomendasi,
pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinekgiaijakan dan progran
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanadranegrta penanganan
tanah terlantar dan tanah kritis;

Inventarisasi potensi masyarakat marginal, asistelam pembentukan
kelompok masyarakat fasilitasi dan peningkatan akeesumber produktif;
Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaggarakat dan mitra
kerja tehnis pertanahan dalam rangka pemberdayaayanakat;
Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan-t@man kritis untuk
pembangunan,;

Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negeata terlantar, dan tanah
kritis serta pemberdayaan masyarakat;

Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan pengdnibungan hukum
atas tanah terlantar.

Seksi pengendalian dan pemberdayaan terdiri dari :

Subseksi Pengendalian Pertanahan

Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan pengelolzsis data, dan
melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusursaran tindak dan
langkah penanganan, serta menyiapkan bahan kosrdisalan penerbitan
dan pendayagunaan dalam rangka penegasan hak wlajiblke pemegang
hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi p&nsirnegian
kebijakan dan program pertanahan dan sektoral pemgelolaan tanah
negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis

Subseksi Pemberdayaan Masyarakat
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Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan taxisasi, fasilitasi

dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanadabinaan

partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, migga ktehnis dalam

pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasamagudayaan dengan
pemerintah kabupaten atau kota, lembaga keuangadudaa usaha, serta
bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dalam menyg@mgan tugasnya

mempunyai fungsi :

1)
2)
3)

4)
5)

1)

2)

Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan pgrkaianahan;
Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan

Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan kpeftknahan secara
hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaikaraepelaksanaan
alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pattan melalui bentuk
mediasi, fasilitas dan lainnya, usulan dan rekorasndpelaksanaan
putusan-putusan lembaga peradilan serta usularmeziaasi pembatalan
dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan betdan hukum
dengan tanabh;

Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik ddwama pertanahan;
Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik,keenglan perkara
pertanahan.

Seksi sengketa, konflik dan perkara terdiri dari :

Subseksi sengketa dan konflik pertanahan

Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan pengkafiskum, sosial,
budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa damflik pertanahan,
usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian pabumukum antara
orang dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksaal@rnatif
penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitisi, koordinasi penanganan
sengketa dan konflik.

Subseksi Perkara Pertanahan
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Subseksi ini mempunyai tugas menyiapkan penangeaanpenyelesaian
perkara, koordinasi penanganan perkara, usulamrekdasi pembatalan dan
penghentian hubungan hukum antara orang dan atianbdaikum dengan
tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan

4.14 Keadaan Aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Baarygiw

Aparatur adalah para pegawai yang berada dalanmu smgganisasi yang
mempunyai peranan penting dalam menentukan langkgdmisasi tidak akan bisa
berjalan dengan baik. Karena itu menjadi sebuahplealting untuk mengetahui
keadaan aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Bamgiywada umumnya dan sub
bidang pelayanan sertipikat tanah pada khususnya.

Untuk memudahkan tugasnya didalam memberikan petayaertipikat tanah
pada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Bamgivwharuslah diisi oleh
aparatur yang sesuai dengan bidangnya masing-m&igtgkarena itu sangat penting
bagi peneliti untuk mengetahui susunan dan kompagéat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah komposisi apar Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi.

a. Keadaan komposisi aparatur berdasarkan tingkatigi&ad
Keadaan komposisi aparatur berdasarkan tingkatigikad dijelaskan tabel 4.1
sebagai berikut.

Tabel 4.1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Peratidier Januari 2007

No Pendidikan Jumlah Prosentase

1. Magister (S2) 2 3,33%

2. Sarjana (S1) 15 25%

3. Diploma 4 10 16,67%

4. Diploma 3 / Akademi 2 3,33%

5. Diploma 1 1 1,67%

6. SLTA/Sederajat 28 46,67%

7. SLTP/Sederajat 2 3,33%

8. SD 0 0
Jumlah 60 100%

Sumber data : Bagian Tata Usaha, 2007
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b. Keadaan pegawai menurut jabatan struktural
Keadaan pegawai menurut jabatan struktural dijelasébel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Stalilgar Januari 2007

Jabatan
No Seksi Eselon 1l Eselon IV Eselon V Staf Jumlah Fi[g)sien
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. SubBagian 1 6% 1 6% 2 13% 12 75% 27%
TU 16
i 0, 0, 0, 0,
2. Seksi SP 0 0% 1 5% 2 11% 16 84% 19 3204
dan P
i 0, 0, 0, 0,
3. Seksi HT 0 0% 1 7% 4 29% 9 64% 14 239
dan PT
4. SeksiPdan O 0% 1 25% 2 50% 1 25%
PP 4 7%
5. Seksi PP 0 0% 1 33% 2 67% 0 0%
3 5%
dan PM
6. SeksiSdan O 0% 1 25% 2 50% 1 25%
KP 4 7%
Jumlah 60 100%

Sumber Data : Bagian Tata Usaha, 2007

c. Keadaan pegawai menurut tingkat golongan
Keadaan pegawai menurut tingkat golongan dijelaskiael 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat GoloRgaurdanuari 2007

Golongan
No Seksi | I I v Jumlah Prosentase
Jml % JIml % JIml % Jml %
1. SubBagian TU 0 0%10 63% 5 31% 1 6% 16 27%
2. SeksiSPdanP 0 0%3 16% 16 84% 0 0% 19 32%
3. SeksiHTdanPT 0 0%3 21% 11 79% 0 0% 14 2304
4.  Seksi P dan PP 0 0%0 0% 4 100% 0 0% 4 7%
5. SeksiPPdanPM 0 0%0 0% 3 100% 0 0% 3 5%
6. Seksi S dan KP 0 0%0 0% 4 100% 0 0% 4 7%
Jumlah 60 100%

Sumber data : Bagian Tata Usaha, 2007
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d. Keadaan Pegawai Menurut Masa Kerja
Keadaan pegawai menurut tingkat golongan dijelaskiael 4.4 sebagai berikut.
Tabel 4.4 Data Pegawai Berdasarkan Masa KerjagPeiadi 2007

NO MASA KERJA JUMLAH Prosentase
1. <10 Tahun 7 11,6%
2. 11 —19 Tahun 38 63,3%
3. > 20 Tahun 15 25,1%

Jumlah 60 100%

Sumber data : Bagian Tata Usaha, 2007

4.15 Persyaratan Pendaftaran Tanah Secara Konversidspora

a. Persyaratan
Berkas-berkas syarat pendaftaran tanah yang hgresuhi oleh para pemohon

sertipikat tanah antara lain :

1) Surat permohonan;

2) ldentitas pemohon atau kuasanya (fotocopy KTP Ktawyang masih berlaku)
dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;

3) Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan;

4)  Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak ybstwyai

a) Surat Tanda Bukti Hak Milik yang diterbitkan berddsan peraturan
Swapraja yang bersangkutan, atau;

b) Sertipikat yang diterbitkan berdasarkan PMA No.94,%tau;

c) SK pemberian HM dari pejabat yang berwenang, ballelsim atau sejak
berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban kntmendaftarkan hak
yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewasjibang disebut
didalamnya, atau;

d) Petuk Pajak Bumi/ Landrente, Girik, Pipil, Kekitttan Verp Indonesia
sebelum berlakunya PP 10/1961, atau;

e) Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yhbgbuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepal Kelurahan yanguati sebelum
berlakunya PP ini dengan disertai alas hak yand&émn, atau;
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Akta Pemindahan HAT yang dibuat oleh PPAT yang hHaga belum
dibukukan dengan disertai Alas Hak yang dialihlsday;

Akta Ikrar Wakaf/ Surat lkrar Wakaf yang dibuat skin atau sejak mulai
dilaksanakan PP 28/1977 dengan disertai Alas Hag gavakafkan, atau;
Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yaegvenang, yang
tanahnya belum dibukukan dengan disertai Alas Haigydialihkan, atau;
Surat penunjukkan/ pembelian kaveling tanah pergtmmah yang diambil
oleh pemda, atau;

Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah didaatkantor Pelayanan
PBB dengan disertai Alas Hak yang dialihkan, atau;

GROSSE Akta Hak EIG. Yang diterbitkan  berdasarkan
OVERSCHRIJVINGS ORDONNANTIE (S.1834-27) yang teldibubuhi
catatan bahwa hak EIG. Ybs dikonversi sebagai hbk, matau;

Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbé&ndberlaku sebelum
diberlakukannya UUPA;

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBlhtherjalan;
Waktu Penyelesaian : 100-120 Hari kerja
Biaya : 25.000/bidang (diluar biaya pengukuran peametaan untuk sporadik).

4.16 Mekanisme Pelayanan Sertipikat Tanah Secara Kan$garadik di Kantor

Pertanahan Kabupaten Banyuwangi

Untuk mendapatkan pelayanan sertipikat tanah didtdPertanahan Kabupaten

Banyuwangi, pemohon perlu memperhatikan dan mehgetenekanisme atau

prosedur pelayanan umum di Kantor Pertanahan KadoupBanyuwangi. Seperti
gambar berikut:
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Loket 1 Loket 2 Loket 3

A 4

A 4

A 4

Pemohon

Loket 4
Pemeriksaan
Panitia
Pengukuran <
Pengumuman
Pembukuan
Penerbitan

=

Sertipikat Tanah -«

arwN

Gambar 4.2 Mekanisme Pelayanan Sertipikat Tanafr&&wonversi Sporadik
Sumber : Bagian Tata Usaha, 2007

Uraian Kegiatan :

Pemohon mendatangi Kantor Pertanahan untuk melakaan kegiatan
permohonan penerbitan sertipikat tanah. Kemudiarmopen mengajukan
permohonan ke loket 1 dan menyerahkan semua patagayang diajukan. Petugas
loket 1 menerima dan meneliti fisik dokumen sereamberikan Surat Tanda Terima
Dokumen (STTD) kepada pemohon. Petugas loket 2 mmemedokumen dan
mmbuatkan Surat biaya pendaftaran dan biaya skwat (8PS) yang selanjutnya
dibawa pemohon ke loket 3. Petugas loket 3 mendsiena dari pemohon sesuai SPS
dan membuat kuitansi sebagai tanda bukti pembaysegia meneruskan kembali
dokumen ke loket 2. Dari loket 2 dilakukan pencatatokumen untuk dilanjutkan ke
bagian pemeriksaan panitia untuk diproses lebijuiaSetelah dokumen diteliti oleh
panitia, ditunjuklah petugas ukur untuk melaksanakagiatan pengukuran dan
pemetaan. Selanjutnya apabila data fisik dan datadig telah selesai diteliti,
dikeluarkanlah pengumuman berupa pengumuman d#aléin data yuridis selam 60
hari sejak tanggal pengumuman yang akan dipasasa Welurahan/ Desa. Apabila
syarat-syarat telah terpenuhi oleh pemohon makaodKdPertanahan mengadakan
pembukuan serta penerbitan sertipikat yang berwpat ®kur dan Buku Tanah dan
dapat diambil di loket 4 penyerahan produk.
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4.2 Analisis Data

Analisis terhadap kondisi tingkat kualitas pelayamgengan didasarkan pada
kuisioner yang disebar pada 30 orang pemohon g&tjipnengikuti 5 (lima) dimensi
kualitas pelayanan model ServQual sebagai berikut:

4.2.1Harapan Pemohon Sertipikat Tanah di Kantor PeramaliKabupaten
Banyuwangi Terhadap Kualitas Pelayanan :
a. Dimensi bukti langsung atdaangibles
Dimensi bukti langsun@dalah dimensi yang berkenaan dengan fasilitas, fisi
perlengkapan, kondisi fasilitas penunjang, serteapwilan fisik pegawai.
ltem-itemnya :
1) Kondisi fasilitas fisik, terdiri atas: kondisi kuials gedung kantor, kenyamanan
dan kebersihan ruang pelayanan.
Tabel 4.5 Deskripsi Kondisi Fasilitas Fisik MenuHdrapan Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor

1 2 3 4 5
1. Kondisi kualitas gedung kantor 1 29 4 16 50 54
2. Kenyamanan dan kebersihanl 24 11 14 50 47

ruang pelayanan

Skor rata-rata 50,5
Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.5 di atas dapat dilinatvhaharapan responden yakni
para pemohon sertipikat tanah secara konversi djoy@ng terkait dengan
kondisi fasilitas fisik Kantor Pertanahan Kabupatanyuwangi memiliki
harapan cukup memuaskan dengan skor rata-rateR&@;&n tiap item yaitu
kondisi kualitas gedung kantor memiliki harapanwquknemuaskan dengan skor
54, sedangkan item kenyamanan dan kebersihan rpelagyanan memiliki
harapan cukup memuaskan dengan skor 47.

2) Kondisi Perlengkapan, terdiri atas: kelengkapan-akt pengukuran dan
pemetaan.
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Tabel 4.6 Deskripsi Kondisi Perlengkapan Menurutagan Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
1. Kelengkapan alat-alat1 16 13 20 50 61
pengukuran dan pemetaan
Skor rata-rata 61

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.6 dapat dilihat bahwgharpemohon sertipikat tanah
secara konversi sporadik yang terkait dengan kormbslengkapan Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi memiliki harapkogmemuaskan dengan
skor rata-rata 61 dengan rincian item yaitu kelepgk alat-alat pengukuran dan
pemetaan yang memiliki harapan memuaskan dengarG$ko

Kondisi Fasilitas Penunjang, terdiri atas: penatasmg tunggu, kelengkapan
sarana administrasi.

Tabel 4.7 Deskripsi Kondisi Fasilitas Penunjang Meh Harapan Responden

(n=50)
No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
1. Penataan ruang tunggu 1 18 11 20 50
2. Kelengkapan sarana administrasi 1 23 7 19 50
Skor rata-rata 55

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.7 diatas dapat dilihavadtarapan pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik yang terkait dergailitas penunjang yang
dimiliki olen Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwamgemiliki harapan
cukup memuaskan dengan skor rata-rata 55. adaperarri itemnya yaitu
penataan ruang tunggu yang cukup memiliki harapamuaskan dengan skor
60, sedangkan item kelengkapan administrasi memiiirapan cukup
memuaskan dengan skor 50.

Kondisi penampilan fisik pegawai, seperti : keraypitiisik pegawai.

Tabel 4.8 Deskripsi Kondisi Penampilan Fisik Pegawknurut Harapan
Responden (n=50)

60
50
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No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor

1 2 3 4 5
1. Kerapihan fisik pegawai 1 18 12 19 50 60
Skor rata-rata 60

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat baravapan responden yakni para
pemohon sertipikat tanah secara konversi sporadikahtor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan kondisapw®ilan fisik pegawai
memiliki harapan cukup memuaskan dengan skor edta60.

Dari enam item pertanyaan yang dianalisis selapguttapat dicari skor rata-rata
mengenai harapan responden yakni para pemohomilsatrttanah terhadap
dimensi bukti langsungtangibles) dari pelayanan yang diberikan Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Melalui jawabankd#sioner yang diisi
oleh 50 pemohon sertipikat tanah mengenai dimeugi langsungtangibles)
dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Dimensi Bukti Langsun@angibles)Menurut Harapan Responden
(n=50)
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Proporsi Pilihan Skor
No Item Pertanyaan 1 2 3 4 5 Total Skor RataRata
Harapan

1. Kondisi fasilitas fisik
a. Kondisi kualitas gedung kantol. 29 4 16 50 54

b. Kenyamanan dan kebersihah 24 11 14 50 47
ruang kantor
2. Kondisi Perlengkapan
a. Kelengkapan alat-alat 16 13 20 50 61 61
pengukuran dan pemetaan
3. Sarana komunikasi dan
administrasi 55
a. Penataan ruang tunggu 8 11 20 50 60
b. Kelengkapan sarand 23 7 19 50 50
administrasi
4. Kondisi Penampilan fisik
pegawai 60
a. Kerapihan fisik pegawai n8 12 19 50 60

50,5

Total Skor Rata-Rata 57

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Tabel 4.9 menunjukkan dapat diperoleh skor ratayahg pada dasarnya para
responden yakni pemohon sertipikat tanah secaraeksinsporadik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi memiliki harapan akatu bukti langsung
yaitu harapan cukup memuaskan dengan skor ratakeseluruhan 57.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa item kondisi pek@pan memiliki
harapan tertinggi bagi pemohon.

b. Dimensi KeandalanReliability)

Dimensi Keandalan atateability adalah dimensi yang berkenaan dengan
kemampuan memberikan layanan yang akurat sejalrparkali tanpa membuat
kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesgandeaktu yang disepakati.

ltem-itemnya :

1) Kecepatan pegawai dalam memberikan layanan, tetdisi koordinasi pegawai
dengan pelanggan terkait, kecepatan dan ketepaayelgsaian proses dan
pelayanan administrasi.
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Tabel 4.10 Deskripsi Kecepatan Pegawai Dalam Meikdetayanan Menurut

Harapan Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan  Total  Skor
1 2 3 4 5
1. Koordinasi pegawai dengan 35 15 50 86
pelanggan terkait
2. Kecepatan dan ketepatan 33 17 50 87
penyelesaian proses pelayanan
Skor rata-rata 86,5

Sumber : Data Primer Agustus 2007
Berdasarkan data tabel 4.10 dapat dilihat haraganopon sertipikat tanah
secara konversi sporadik di Kantor Pertanahan KatempBanyuwangi yang
terkait dengan kecepatan pegawai dalam member@aman memiliki harapan
sangat memuaskan dengan skor rata-rata 86,5. Rin@p itemnya yaitu
koordinasi pegawai dengan pelanggan terkait memihlkrapan sangat
memuaskan dengan skor 86. Sedangkan dengan iteapatan dan ketepatan
penyelesaian proses pelayanan memiliki haraparasamgmuaskan dengan skor

87.

Sifat dapat dipercaya, terdiri atas: kesanggupamamgani permasalahan,
kemampuan mewujudkan pelayanan sesuai dengan yeakgudijanjikan.
Tabel 4.11 Deskripsi Sifat Dapat Dipercaya Menttatapan Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5

1. Kesanggupan pegawai 23 27 50 91
menangani permasalahan

2.  Kemampuan mewujudkan 31 19 50 88
pelayanan sesuai dengan waktu
yang dijanjikan

Skor rata-rata 89,5

Sumber : Data Primer Agustus 2007
Berdasarkan data tabel 4.11 dapat dilihat bahwaphar pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertand@bupaten Banyuwangi

yang terkait dengan sifat dapat dipercaya memilddapan sangat memuaskan
dengan skor rata-rata 89,5. Rincian itemnya yaiesakggupan pegawai
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menangani masalah memiliki harapan sangat memuag&agan skor 91.
Sedangkan dengan item kemampuan mewujudkan pelayseguai dengan
waktu yang dijanjikan memiliki harapan sangat meskaa dengan skor 88.
Empat item yang dianalisis secara keseluruhan haragsponden yakni para
pemohon sertipikat tanah secara konversi sporagiitang dimensi keandalan
(reliability) mengenai pelayanan yang diberikan ataghlihat pada tabel 4.12
berikut.

Tabel 4.12 Dimensi Keandal@Reliability) Menurut Harapan Responden (n=50)

No ltem Pertanyaan Proporsi Pilihan Total  Skor Skor
1 2 3 4 5 Rata-Rata
Harapan
1. Kecepatan dalam
memberikan
pelayanan
a. Koordinasi 35 15 50 86

pegawai dengan
pelanggan terkait

b. Kecepatan dan 33 17 50 87
ketepatan
penyelesaian
proses dan
pelayanan
administrasi

86,5

2. Sifat dapat dipercaya
a. Kesanggupan 23 27 50 91
menangani
permasalahan

b. Kemampuan 31 19 50 88 89,5
mewujudkan
pelayanan sesuai
dengan  waktu
yang dijanjikan

Total skor rata-rata 88

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Tabel 4.12 menunjukkan skor rata-rata yang padardga para responden
yakni pemohon sertipikat tanah secara konversiasiordi Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi memiliki harapan akan dimkeandalan yaitu harapan
sangat memuaskan dengan skor rata-rata keselu@®aikemudian dapat
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disimpulkan bahwa item kesanggupan menangani petat@s memiliki
harapan tertinggi bagi pemohon.

Dimensi Daya TanggafiResponssiveness)

Dimensi Daya TanggagResponssivenessgidalah dimensi yang berkenaan

dengan kesediaan dan kemampuan pegawai untuk mangzaa pemohon sertipikat

tanah dan merespon permintaan mereka, serta mengedikan kapan jasa akan

diberikan dan kemudian memberikan jasa secara.cepat

Item-itemnya :

1)

2)

Ketanggapan petugas layanan, meliputi: Ketanggg@egawai selama proses
layanan dan terhadap merespon keluhan pelanggan.

Tabel 4.13 Deskripsi Ketanggapan Petugas LayanamuiMe Harapan
Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total  Skor
1 2 3 4 5
1. Ketanggapan pegawai selama 34 16 50 86
proses layanan
2. Ketanggapan pegawai dalam 38 12 50 85

merespon keluhan pelanggan

Skor rata-rata 85,5

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.13 diatas dapat diliHavadarapan responden yakni
para pemohon sertipikat tanah secara konversi gipoda Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan ketangggpstugas layanan
memiliki harapan sangat memuaskan dengan skoratta85,5. Rincian tiap
item yaitu ketanggapan petugas layanan memilikafean sangat memuaskan
dengan skor 86. Sedangkan untuk item ketanggapgenvae dalam merespon
keluhan pelanggan memiliki harapan sangat memuatagan skor 85.
Kemampuan dalam memberikan informasi, meliputieksstdiaan brosur atau
papan pengumuman, ketepatan petugas dalam membgri@emasi.

Tabel 4.14 Deskripsi Kemampuan Dalam Memberikarorinhsi Menurut
Harapan Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor

1 2 3 4 5

1. | Ketepatan pegawai dalam 29 21 50 88
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memberikan informasi

2. Ketersediaan brosur atau papan 40 10 50 84
pengumuman
Skor rata-rata 86

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.14 dapat dilihat bahwaphar pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertandsbupaten Banyuwangi
yang terkait dengan kemampuan dalam memberikamiafs memiliki harapan

sangat memuaskan dengan skor rata-rata 86. Ritig@item yaitu ketepatan
pegawai dalam memberikan informasi memiliki haragangat memuaskan
dengan skor 88. sedangkan untuk item ketersediaasuib atau papan
pengumuman memiliki harapan sangat memuaskan dekgaid4.

Secara keseluruhan harapan pemohon sertipikat t@tana konversi sporadik
tentang dimensi daya tanggap mengenai pelayanandibarikan dapat dilihat

pada tabel 4.15 berikut :

Tabel 4.15 Dimensi Daya TanggépssuranceMenurut Harapan Responden
(n=50)
No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor Skor
1 2 3 4 5 Rata-Rata
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Harapan
85,5

1. Ketanggapan Petugas

Layanan

a. Ketanggapan 34 16 50 86
pegawai selama
proses layanan

b. Ketanggapan 38 12 50 85
pegawai dalam
merespon
keluhan
pelanggan

2. Kemampuan dalam 86

memberikan

informasi

a. Ketepatan 29 21 50 88
pegawai dalam
memberikan
informasi

b. Ketersediaan 40 10 50 84
brosur atau papan
pengumuman

Total skor rata-rata 86
Sumber : Data Primer Agustus 2007

Tabel 4.15 menunjukan skor rata-rata yang padarages para responden yakni

pemohon sertipikat tanah secara konversi sporadikahtor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi memiliki harapan akan dimefgsia tanggap yaitu
harapan sangat memuaskan dengan skor rata-ratiurkése 86. Kemudian
dapat disimpulkan bahwa item ketepatan pegawaindal@mberikan informasi
memiliki harapan tertinggi bagi pemohon.

d. Dimensi JaminanAssurance)

Dimensi JaminarfAssurancerdalah dimensi yang berkenaan dengan perilaku
para pegawai yang mampu menumbuhkan kepercayaanggelh dan menciptakan
rasa aman bagi para pelanggannya. Iltem-itemnya :
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Kesopanan petugas dalam pelayanan, terdiri ataamiehan dan kesopanan
pegawai dalam memberi pelayanan, kejujuran sikgpwai dalam memberikan
pelayanan

Tabel 4.16 Deskripsi Kesopanan Petugas Dalam Reday®enurut Harapan
Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
1. Keramahan dan kesopanan 36 14 50 86
pegawai dalam memberi
pelayanan
2. Kejujuran sikap pegawai dalam 43 7 50 83

memberikan pelayanan

Skor rata-rata 84,5

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.16 diatas dapat dililvaplaa pemohon sertipikat tanah
secara konversi sporadik di Kantor Pertanahan KatempBanyuwangi yang

terkait dengan kesopanan petugas dalam pelayanamliknharapan sangat

memuaskan dengan skor rata-rata 84,5. Rinciantgap yaitu keramahan dan
kesopanan pegawai dalam memberi pelayanan mentilgtapan sangat

memuaskan denga skor 86. Sedangkan untuk itemukajujsikap pegawai

dalam memberikan pelayanan memiliki harapan sangatuaskan dengan skor
83.

Kemampuan pegawai, terdiri atas: Kemampuan pegalakEm menangani

keluhan dari pelanggan.

Tabel 4.17 Deskripsi Kemampuan Pegawai Menurut péar&esponden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total  Skor
1 2 3 4 5
1. Kemampuan pegawai dalam 39 11 50 84
menangani keluhan dari

pelanggan.
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Skor rata-rata 84

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.17 diatas dapat diliHavadarapan responden yakni
pemohon sertipikat tanah secara konversi sporadikkashtor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan kemammpegawai memiliki
harapan sangat memuaskan dengan skor rata-rata 84.

Pemahaman dan pengetahuan pegawai, terdiri atagcakikemampuan pegawai
dalam memberikan rasa aman.

Tabel 4.18 Deskripsi Pemahaman dan PengetahuagaBelenurut Harapan
Reseponden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
1. Tingkat pemahaman pegawai 33 17 50 87
mengenai pelayanan dan

tanggung jawab dari para petugas
dalam memberikan rasa aman
kepada pelanggan.
Skor rata-rata 87

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.18 dapat dilihat bahwapharresponden yakni para
pemohon sertipikat tanah secara konversi sporadikahtor Pertanahan

Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan pemahad®n pengetahuan

petugas memiliki harapan sangat memuaskan dengamatk-rata 87.

Secara keseluruhan harapan pemohon sertipikat tantédng dimensi jaminan

mengenai pelayanan yang diberikan dapat dilihaa paloel 4.19 berikut.

Tabel 4.19 Deskripsi JamingAssuranceMenurut Harapan Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor Skor
1 2 3 4 5 Rata-Rata
Harapan

1. Kesopanan pegawai

84,5
dalam pelayanan
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a. Keramahan dan 36 14 50 86
kesopanan
pegawai dalam
memberi
pelayanan
b. Kejujuran sikap 43 7 50 83
pegawai dalam
memberikan
pelayanan

2.  Kemampuan
pegawai
a. Kemampuan 39 11 50 84
pegawai dalam 84
menangani
keluhan  dari
pelanggan

3. Pemahaman dan

pengetahuan

pegawai

a. Tingkat 33 17 50 87
pemahaman
pegawai
mengenai
pelayanan dan 87
tanggung jawab
dari para
pegawai dalam
memberikan
rasa aman
kepada
pelanggan..

Total skor rata-rata 85

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Tabel 4.19 menunjukkan skor rata-rata yang padardga para responden
yakni pemohon sertipikat tanah secara konversiasiordi Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi memiliki harapan akan dimg@minan yaitu harapan
sangat memuaskan dengan skor rata-rata keselu@haikemudian dapat

disimpulkan bahwa item keramahan dan kesopananwaegialam memberi

pelayanan memiliki harapan tertinggi bagi pemohon.



e.

90

Dimensi Empati Empaty)
Dimensi Empati(Empaty) adalah dimensi yang berkenaan dengan perilaku

pegawai dalam memahami masalah para pelanggannga bedindak demi
kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatiesopal kepada para pelanggan

dan memiliki jam operasi yang nyaman.

1)

2)

Item-itemnya :
Akses terhadap pegawai pelayanan, terdiri atasullahran dalam menghubungi
pegawai selama proses pelayanan.

Tabel 4.20 Deskripsi Akses Terhadap Pegawai Pedeydrienurut Harapan
Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan  Total  Skor
1 2 3 4 5
1. Kemudahan dalam menghubungi 29 21 50 88
pegawai selama proses
pelayanan.
Skor rata-rata 88

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.20 dapat dilihat bahwaphar pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertandsbupaten Banyuwangi

yang terkait dengan akses terhadap pegawai pelayaemiliki harapan sangat
memuaskan dengan skor rata-rata 88.

Perhatian pegawai, terdiri atas: pemahaman terhleelaytuhan pelanggan dan
sikap adil dalam pelayanan, perhatian pegawai agxdradi terhadap pelanggan

Tabel 4.21 Deskripsi Perhatian Pegawai Menurut ptard&Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
1. Pemahaman terhadap kebutuhan 40 10 50 84
pelanggan dan sikap adil dalam
pelayanan
2. Perhatian pegawai secara pribadi 34 16 50 86

terhadap pelanggan
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Skor rata-rata 85

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.21 dapat dilihat bahwaphar pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertand@bupaten Banyuwangi
yang terkait dengan perhatian pegawai memiliki pamasangat memuaskan
dengan skor rata-rata 85. Rincian itemnya yaitugheaman terhadap kebutuhan
pelanggan dan sikap adil dalam pelayanan memitikaan sangat memuaskan
dengan skor 84. Sedangkan untuk item perhatiany@@gacara pribadi terhadap
pelanggan memiliki harapan sangat memuaskan deskgar36.

Secara keseluruhan harapan pemohon sertipikat ten#dng dimensi empati
mengenai pelayanan yang diberikan dapat dilihah palokel 4.22 berikut.

Tabel 4.22 Deskripsi Empgfmpaty)Menurut Harapan Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor Skor
1 2 3 4 5 Rata-Rata
Harapan

1. Akses terhadap 88

pegawai pelayanan
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a. Kemudahan 29 21 50 88
dalam
menghubungi
pegawai selama
proses pelayanan
2. Perhatian pegawai 85
a. Pemahaman 40 10 50 84
terhadap
kebutuhan
pelanggan dan
sikap adil dalam
pelayanan
b. Perhatian 34 16 50 86
pegawai secara
pribadi terhadap
pelanggan
Skor rata-rata 86,5
Sumber : Data Primer Agustus 2007

Tabel 4.22 menunjukkan skor rata-rata yang padardga para responden

yakni pemohon sertipikat tanah secara konversiagjlordi Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi memiliki harapan akan dimenspati yaitu harapan
sangat memuaskan dengan skor rata-rata keseluf&n Kemudian dapat
disimpulkan bahwa item kemudahan dalam menghulpegawai selama proses
pelayanan memiliki harapan tertinggi bagi pemohon.

Kemudian dari data-data harapan yang telah diolatasi kemudian direkap
kedalam tabel berikut :

Tabel 4.23 Harapan pemohon sertipikat tanah s&oangersi sporadik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi

No Dimensi Skor  Tingkat Harapan
1. Bukti langsung 57 Kurang Setuju

1) Kondisi fasilitas fisik 50,5 Kurang Setuju
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2) Kondisi Perlengkapan 61 Setuju

3) Kondisi sarana komunikasi dan administrasi55 Kurang Setuju

4) Kondisi Penampilan fisik pegawai 60 Kurang Setuju
2. Keandalan 88 Sangat Setuju

1) Kecepatan dalam memberikan pelayanan 86,5 Sanggti Se

2) Sifat dapat dipercaya 89,5 Sangat Setuju
3. Daya tanggap 86 Sangat Setuju

1) Ketanggapan pegawai pemberi layanan 85,5 SangguSet

2) Kemampuan dalam memberikan informasi 86 Sangajlbetu
4. Jaminan 85 Sangat Setuju

1) Kesopanan dan keramahan pegawai dalaB#,5 Sangat Setuju

pelayanan

2) Kemampuan pegawai 84 Sangat Setuju

3) Pemahaman dan pengetahuan pegawai 87 Sangat Setuju
5. Empati 86,5 Sangat Setuju

1) Akses terhadap pegawai pelayanan 88 Sangat Setuju

2) Perhatian pegawai 85 Sangat Setuju
Harapan terhadap tingkat kualitas pelayanan 80,5 etujb

Sumber : Data Primer Agustus 2007

4.2.2Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan
a. Dimensi Bukti Langsung atalangibles

Dimensi Bukti Langsungdalah dimensi yang berkenaan dengan fasilitds fisi
perlengkapan, kondisi fasilitas penunjang, serteapwgilan fisik pegawai.
Item-itemnya :
1) Kondisi fasilitas fisik, terdiri atas: kondisi kuials gedung kantor, kenyamanan

dan kebersihan ruang pelayanan.

Tabel 4.24 Deskripsi Kondisi Fasilitas Fisik MenuPersepsi Responden (n=50)
No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
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1. Kondisi kualitas gedung kantor 4 18 28 50 76

2. Kenyamanan dan Kkebersihan 3 17 30 50 71
ruang pelayanan

Skor rata-rata 74
Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.24 dapat dilihat bahwsepsr pemohon sertipikat

tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertandsbupaten Banyuwangi
yang terkait dengan kondisi fasilitas fisik memniillersepsi memuaskan dengan
skor rata-rata 74. Rincian tiap itemnya yaitu kenkualitas gedung kantor yang
memiliki persepsi memuaskan dengan skor 76. Sedangkntuk item
kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan memgitldepsi memuaskan
dengan skor 71.

Kondisi Perlengkapan, terdiri atas: kelengkapart-akt pengukuran dan
pemetaan.

Tabel 4.25 Deskripsi Kondisi Perlengkapan MenurrsBpsi Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
1. Kelengkapan alat-alat 26 24 50 70
pengukuran dan pemetaan
Skor rata-rata 70

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.25 dapat dilihat bahwsepsr pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertand@bupaten Banyuwangi
yang terkait dengan kondisi perlengkapan memilgtsppsi memuaskan dengan
skor rata-rata 70.

Kondisi sarana komunikasi dan administrasi, teatsis: penataan ruang tunggu,
kelengkapan sarana administrasi.

Tabel 4.26 Deskripsi Kondisi Fasilitas Penunjanghtat Persepsi Responden
(n=50)
No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
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1. Penataan ruang tunggu 30 20 50 68
2. Kelengkapan sarana administrasi 5 20 25 50 68
Skor rata-rata 68

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.26 dapat dilihat bahwsepsr pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertandsbupaten Banyuwangi
yang terkait dengan kondisi fasilitas penunjang fhkinpersepsi memuaskan
dengan skor rata-rata 68. Rincian tiap itemnyauyp#nataan ruang tunggu
memiliki persepsi memuaskan dengan skor 68. Sedandkm kelengkapan
sarana administrasi memiliki persepsi memuaskagateskor 68.

Penampilan fisik pegawai, seperti : kerapihan fpsigawai.

Tabel 4.27 Deskripsi Penampilan Fisik Pegawai Men®ersepsi Responden

No Itegrr: PSeOrianyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5

1. Kerapihan fisik pegawai 1 26 23 50 69

Skor rata-rata 69

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.27 diatas dapat dilihdivaapersepsi pemohon
sertipikat tanah secara konversi sporadik di KarRertanahan Kabupaten
Banyuwangi yang terkait dengan kondisi penampilaik fpegawai memiliki
persepsi memuaskan dengan skor rata-rata 69. Etesm pertanyaan yang
dianalisis selanjutnya dapat dicari skor rata-maengenai persepsi pemohon
sertipikat tanah terhadap dimensi bukti langsftaggibles)dari pelayanan yang
diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangatddilihat pada tabel
4.28 berikut :

Tabel 4.28 Dimensi Bukti Langsur{@angibles)Menurut Persepsi Responden
(n=50)
No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor Skor
1 2 3 4 5 Rata-Rata
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Harapan

1. Kondisi fasilitas 74
fisik
a. Kondisi kualitas 4 18 28 50 76
gedung kantor

b. Kenyamanan 3 17 30 50 71
dan kebersihan
ruang kantor

2. Kondisi 70
Perlengkapan
a. Kelengkapan 26 24 50 70
alat-alat
pengukuran dan
pemetaan

3.  Kondisi sarana 68
komunikasi dan
administrasi
a. Penataan ruang 30 20 50 68
tunggu

b. Kelengkapan 5 20 25 50 68
sarana
administrasi

4.  Kondisi Penampilan
fisik pegawai 69
a. Kerapihan fisik 1 26 23 50 69
pegawai

Skor Rata-Rata 70

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Tabel 4.28 tersebut dapat diperoleh skor ratapataepsi pada dasarnya para
responden yakni pemohon sertipikat tanah secaraeksinsporadik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi memiliki persejgsin adimensi bukti
langsung yaitu persepsi memuaskan dengan skomrataakeseluruhan 70.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa item kelengkapatradat pengukuran dan
pemetaan memiliki harapan terendah bagi pemohon

Dimensi KeandalanReliability)

Dimensi Keandalan ataReability adalah dimensi yang berkenaan dengan
kemampuan memberikan layanan yang akurat sejakmpartali tanpa membuat
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kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesmgandevaktu yang
disepakati.

ltem-itemnya :

Kecepatan dalam memberikan layanan, terdiri atagrdinasi pegawai dengan
pelanggan terkait, kecepatan dan ketepatan peajebeproses dan pelayanan
administrasi.

Tabel 4.29 Deskripsi Kecepatan Dalam Memberikarabay Menurut Persepsi
Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
1. Koordinasi pegawai dengan2 14 26 8 50 56
pelanggan terkait
2. Kecepatan dan ketepatanf 25 13 5 50 47

penyelesaian proses pelayanan

Skor rata-rata 52

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.29 dapat dilihat bahwaeper pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertandabupaten Banyuwangi
yang terkait dengan kecepatan dalam memberikamdayanemiliki persepsi
cukup memuaskan dengan skor rata-rata 52. Ringgm itemnya yaitu
koordinasi pegawai dengan pelanggan terkait memiplkrsepsi cukup
memuaskan dengan skor 56. Sedangkan untuk itenp&@ace dan ketepatan
penyelesaian proses pelayanan memiliki persepsigcoiemuaskan dengan skor
47.

Sifat dapat dipercaya, terdiri atas: kesanggupartugas menangani
permasalahan, kemampuan mewujudkan pelayanan sg=ugan waktu yang
dijanjikan.

Tabel 4.30 Deskripsi Sifat Dapat Dipercaya Menieitsepsi Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total  Skor
1 2 3 4 5
1. Kesanggupan petugas menangadi 18 24 7 50 55

permasalahan
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2.  Kemampuan mewujudkan7 25 13 5 50 51
pelayanan sesuai dengan waktu
yang dijanjikan

Skor rata-rata 53

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.30 dapat dilihat bahwaeper pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertand@bupaten Banyuwangi
yang terkait dengan sifat dapat dipercaya mempéisepsi cukup memuaskan
dengan skor rata-rata 53. Rincian tiap itemnyauy&esanggupan petugas
menangani permasalahan memiliki persepsi cukup raskam dengan skor 55.
Sedangkan untuk item kemampuan mewujudkan pelayssgrai dengan waktu
yang dijanjikan memiliki persepsi cukup memuaskangan skor 51.

Secara keseluruhan persepsi pemohon sertipikdt tantang dimensi keandalan
(reliability) mengenai pelayanan yang diberikan dapat dililalaptabel 4.31
berikut.

Tabel 4.31 Dimensi Keandalé@Reliability) Menurut Persepsi Responden (n=50)

Skor
No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Tot&@kor Rata-Rata
Harapan
1 2 3 4 5
1. Kecepatan dalam
memberikan 52
pelayanan
a. Koordinasi 2 14 26 8 50 56

pegawai dengan
pelanggan terkait
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b. Kecepatan dan7 25 13 5 50 a7
ketepatan
penyelesaian
proses dan
pelayanan
administrasi

2.  Sifat dapat dipercaya 53

a. Kesanggupan 1 18 24 7 50 55
menangani
permasalahan

b. Kemampuan 7 19 13 11 50 51
mewujudkan
pelayanan sesuai
dengan waktu
yang dijanjikan

Skor rata-rata 52,5

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Tabel 4.31 dapat diperoleh skor rata-rata pergegu dasarnya para responden
yakni pemohon sertipikat tanah secara konversiagjlordi Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi memiliki persepsi akan dimeksandalan vyaitu
persepsi cukup memuaskan dengan skor rata-rattukdsan 52,5. Kemudian
dapat disimpulkan bahwa item kecepatan dan ketep&tayelesaian proses dan
pelayanan administrasi memiliki harapan terendaj fp@mohon.

c. Dimensi Daya Tanggapresponssiveness
Dimensi Daya TanggapResponssivenessgidalah dimensi yang berkenaan
dengan kesediaan dan kemampuan pegawai untuk mangaa pemohon sertipikat
tanah dan merespon permintaan mereka, serta mengedikan kapan jasa akan
diberikan dan kemudian memberikan jasa secara.cepat
ltem-itemnya :
1) Ketanggapan petugas layanan, meliputi: Ketangg@egawai selama proses
layanan dan terhadap merespon keluhan pelanggan.
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Tabel 4.32 Deskripsi Ketanggapan Petugas LayanamuiMe Persepsi
Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
1. Ketanggapan pegawai selam@ 14 26 8 50 56
proses layanan
2. Ketanggapan pegawai dalamd 17 22 7 50 53

merespon keluhan pelanggan

Skor rata-rata 55

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.32 diatas dapat dilihdivaapersepsi pemohon
sertipikat tanah secara konversi sporadik di KarRertanahan Kabupaten
Banyuwangi yang terkait dengan ketanggapan petagasan memiliki persepsi
cukup memuaskan dengan skor rata-rata 55. Rindgm itemnya yaitu
ketanggapan pegawai selama proses layanan menpkksepsi cukup
memuaskan dengan skor 56. Sedangkan untuk itemggstpan pegawai dalam
merespon keluhan pelanggan memiliki persepsi cakemuaskan dengan skor
53.

Kemampuan dalam memberikan informasi, meliputiepatan pegawai dalam
memberikan informasi, ketersediaan brosur ataurpppagumuman.

Tabel 4.33 Deskripsi Kemampuan Dalam Memberikarorinhsi Menurut
Persepsi Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total  Skor
1 2 3 4 5
1. Ketepatan pegawai dalam 9 27 14 50 62
memberikan informasi
2. Ketersediaan brosur atau papan 5 24 21 50 66
pengumuman
Skor rata-rata 64

Sumber : Data Primer Agustus 2007
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Berdasarkan data tabel 4.33 diatas dapat dilihaivaapersepsi pemohon
sertipikat tanah secara konversi sporadik di KarRertanahan Kabupaten
Banyuwangi yang terkait dengan kemampuan dalam reekaln informasi

memiliki persepsi memuaskan dengan skor rata-réteRécian tiap itemnya
yaitu ketepatan pegawai dalam memberikan infornmasmiliki persepsi

memuaskan dengan skor 62. Sedangkan untuk itenns&di@an brosur atau
papan pengumuman memiliki persepsi memuaskan deskgar66.

Secara keseluruhan persepsi pemohon sertipikah teemang dimensi daya
tanggap mengenai pelayanan yang diberikan dajleaidilada tabel 4.35 berikut

Tabel 4.34 Dimensi Daya TanggéfissuranceMenurut Persepsi Responden

(n=50)
No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Tot&kor Skor
Rata-Rat
a
Harapan
1 2 3 4 5
1. Ketanggapan 95
Pegawai Layanan
a. Ketanggapan 2 14 26 8 50 56

pegawai selama



proses layanan

b. Ketanggapan 4 17 22 7
pegawai dalam

merespon

keluhan

pelanggan

50

102

53

2. Kemampuan dalam

memberikan

informasi

a. Ketepatan 9 27 14
pegawai dalam
memberikan
informasi

b. Ketersediaan 5 24 21
brosur atau papan
pengumuman

50

50

64

62

66

Skor rata-rata

60

Sumber : Data Primer 2007

Tabel 4.34 dapat diperoleh skor rata-rata pergegu dasarnya para responden

yakni pemohon sertipikat tanah secara konversiagjlordi Kantor Pertanahan

Kabupaten Banyuwangi memiliki persepsi akan dimefesia tanggap yaitu

persepsi cukup memuaskan dengan skor rata-ratdukésen 60. Kemudian

dapat disimpulkan bahwa item ketanggapan pegawamdmerespon keluhan

pelanggan memiliki harapan terendah bagi pemohon.

d. Dimensi Jaminan (Assurance)

Dimensi JaminarfAssurancepdalah dimensi yang berkenaan dengan perilaku

para pegawai yang mampu menumbuhkan kepercayaanggein dan menciptakan

rasa aman bagi para pelanggannya.
ltem-itemnya :

1) Kesopanan pegawai dalam pelayanan, terdiri atasm@han dan kesopanan

pegawai dalam memberi pelayanan, kejujuran sikgpywai dalam memberikan

pelayanan
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Tabel 4.35 Deskripsi Kesopanan Pegawai Menurutepsr&esponden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total  Skor
1 2 3 4 5

1. Keramahan dan kesopanan 5 27 16 2 50 66
pegawai dalam memberi
pelayanan

2. Kejujuran sikap pegawai dalam6é 16 19 9 50 52
memberikan pelayanan

Skor rata-rata 59

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.35 dapat dilihat bahwsepsr pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertandabupaten Banyuwangi
yang terkait dengan kesopanan pegawai memilikigpsisnemuaskan dengan
skor rata-rata 59. Rincian tiap itemnya yaitu keahen dan kesopanan pegawai
dalam memberi pelayanan memiliki persepsi memuaskamgan skor 66.
Sedangkan untuk item kejujuran sikap pegawai dafemberikan pelayanan
memiliki persepsi cukup memuaskan dengan skor 52.

Kemampuan pegawai, terdiri atas: Kemampuan pegaakm menangani
keluhan dari pelanggan.

Tabel 4.36 Deskripsi Kemampuan Petugas Dalam Reday®enurut Persepsi
Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total  Skor
1 2 3 4 5
1. Kemampuan pegawai dalam2 11 23 14 50 60
menangani keluhan dari
pelanggan.
Skor rata-rata 60

Sumber : Data Primer Agustus 2007



3)

104

Berdasarkan data tabel 4.36 diatas dapat dilihdivaapersepsi pemohon
sertipikat tanah secara konversi sporadik di KarRertanahan Kabupaten
Banyuwangi yang terkait dengan kemampuan pegawaiilikepersepsi cukup
memuaskan dengan skor rata-rata 60.

Pemahaman dan pengetahuan pegawai, terdiri atagkafikemampuan petugas
dalam memberikan rasa aman.

Tabel 4.37 Deskripsi Pemahaman dan Pengetahuanv&elgl@nurut Persepsi
Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
1. Tingkat pemahaman pegawab 14 25 6 50 57

mengenai pelayanan dan
tanggung jawab dari para
pegawai dalam memberikan rasa
aman kepada pelanggan.
Skor rata-rata 57

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.37 dapat dilihat bahwsepsr pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertand@bupaten Banyuwangi
yang terkait dengan tingkat pemahaman pegawai meangselayanan dan
tanggung jawab dari para pegawai dalam memberilsa @aman kepada
pelanggan memiliki persepsi cukup memuaskan desk@anrata-rata 57.
Secara keseluruhan persepsi pemohon sertipikat tengang dimensi jaminan
mengenai pelayanan yang diberikan dapat dilihah palokel 4.39 berikut :

Tabel 4.38 Dimensi Daya Tangg@sssuranceMenurut Persepsi Responden

No Item Pertanyaan Total Skor Skor
1 2 3 4 5 Rata-Rata
Persepsi

1. Kesopanan pegawai 59

dalam pelayanan



a. Keramahan dan 5 27 16
kesopanan
pegawai dalam
memberi
pelayanan
b. Kejujuransikap 6 16 19 9
pegawai dalam
memberikan
pelayanan

50

50

66

52

105

2. Kemampuan
pegawai
a. Kemampuan 2 11 23 14
pegawai dalam
menangani
keluhan  dari
pelanggan

50

60

60

3. Pemahaman dan
pengetahuan
pegawai
a. Tingkat 5 14 25 6

pemahaman
pegawai
mengenai
pelayanan dan
tanggung jawab
dari para
pegawai dalam
memberikan
rasa aman
kepada
pelanggan.

50

57

57

Skor rata-rata

59

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Tabel 4.38 dapat diperoleh skor rata-rata pergegu dasarnya para responden

yakni pemohon sertipikat tanah secara konversiagjlordi Kantor Pertanahan

Kabupaten Banyuwangi memiliki persepsi akan dim@rsinan yaitu persepsi

cukup memuaskan dengan skor rata-rata keseluruBarK@&mudian dapat

disimpulkan bahwa item kejujuran sikap pegawai malanemberikan
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pelayanandan item Tingkat pemahaman pegawai mengmatayanan dan
tanggung jawab dari para pegawai dalam memberilsa @aman kepada
pelanggan sama-sama memiliki harapan terendalpbagphon.

e. Dimensi Empati Empaty
Dimensi Empati(Empaty) adalah dimensi yang berkenaan dengan perilaku
pegawai dalam memahami masalah para pelanggannga bddindak demi
kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatiesoipal kepada para pelanggan
dan memiliki jam operasi yang nyaman.
Item-itemnya :
1) Akses terhadap pegawai pelayanan, terdiri atasudlahan dalam menghubungi
petugas selama proses pelayanan.

Tabel 4.39 Deskripsi Akses Terhadap Pegawai Pedaydienurut Persepsi
Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor
1 2 3 4 5
1. Kemudahan dalam menghubungB 15 20 12 50 56
pegawai selama proses
pelayanan.
Skor rata-rata 56

Sumber : Data Primer Agustus 2007
Berdasarkan data tabel 4.39 dapat dilihat bahwsepsr pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertand@bupaten Banyuwangi
yang terkait dengan akses terhadap pegawai pelayaemiliki persepsi cukup
memuaskan dengan skor rata-rata 56.

2) Perhatian pegawai, terdiri atas: pemahaman terhkelaytuhan pelanggan dan
sikap adil dalam pelayanan, perhatian pegawai agxdradi terhadap pelanggan

Tabel 4.40 Deskripsi Perhatian Pegawai MenurutdpsifResponden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Tota Skor
1 2 3 4 5 I
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1. Pemahaman terhadap kebutuhan 12 18 11 2 50 60
pelanggan dan sikap adil dalam
pelayanan

2. Perhatian pegawai secara pribadi 11 26 13 50 61
terhadap pelanggan

Skor rata-rata 60,5

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Berdasarkan data tabel 4.40 dapat dilihat bahwaeper pemohon sertipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertandabupaten Banyuwangi
yang terkait dengan perhatian pegawai memiliks@esi cukup memuaskan
dengan skor rata-rata 60,5. Rincian tiap itemnyduypemahaman terhadap
kebutuhan pelanggan dan sikap adil dalam pelayaraniliki persepsi cukup
memuaskan dengan skor 60. Sedangkan untuk itenat@eripegawai secara

pribadi terhadap pelanggan memiliki persepsi mekaradengan skor 61.

Secara keseluruhan persepsi pemohon sertipikah t@mdang dimensi empati

mengenai pelayanan yang diberikan dapat dilihaa paloel 4.41 berikut :

Tabel 4.41 Dimensi Empatt mpathy)Menurut Persepsi Responden (n=50)

No Item Pertanyaan Proporsi Pilihan Total Skor Skor
Rata-Rata
Harapan
1 2 3 4 5
56

1. Akses terhadap pegawai
pelayanan
a. Kemudahan dalam 3 15 20 12 50 56

menghubungi
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pegawai selama
proses pelayanan

2. Perhatian pegawai 60,5

a. Pemahaman 7 12 18 11 2 50 60
terhadap kebutuhan
pelanggan dan sikap
adil dalam pelayanan

b. Perhatian pegawai 11 26 13 50 61
secara pribadi
terhadap pelanggan
Skor rata-rata 58

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Tabel 4.41 dapat diperoleh skor rata-rata pergegu dasarnya para responden
yakni pemohon sertipikat tanah secara konversiagjlordi Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi memiliki persepsi akan dimemnspati yaitu persepsi
cukup memuaskan dengan skor rata-rata keseluruBarK@&mudian dapat
disimpulkan bahwa item pemahaman terhadap kebutpbEmggan dan sikap
adil dalam pelayanan memiliki persepsi terendah jpagnohon.

Kemudian dari data-data persepsi yang telah didlaftas kemudian direkap
kedalam tabel berikut :

Tabel 4.42 Persepsi Pemohon Sertipikat Tanah Sétamaersi Sporadik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

No Dimensi Skor Tingkat Harapan

1. Bukti langsung 70 Memuaskan
1) Kondisi fasilitas fisik 74 Memuaskan
2) Kondisi Perlengkapan 70 Memuaskan

3) Kondisi Fasilitas penunjang 68 Memuaskan
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4) Kondisi Penampilan fisik pegawai 69 Memuaskan
2. Keandalan 52,5 Cukup Memuaskan
1) Kecepatan dalam memberikan 52 Cukup Memuaskan
pelayanan
2) Sifat dapat dipercaya 53 Cukup Memuaskan
3. Daya tanggap 60 Cukup Memuaskan
1) Ketanggapan petugas layanan 55 Cukup Memuaskan
2) Kemampuan dalam memberikan 64 Memuaskan
informasi
4. Jaminan 59 Cukup Memuaskan
1) Kesopanan dan keramahan dalam59 Cukup Memuaskan
pelayanan
2) Kemampuan pegawai 60 Cukup Memuaskan
3) Pemahaman dan pengetahuan57 Cukup Memuaskan
pegawai
5. Empati 58 Cukup Memuaskan
1) Akses terhadap pegawai pelayanan56 Cukup Memuaskan
2) Perhatian pegawai 60,5 Cukup Memuaskan
Persepsi terhadap tingkat kualitas pelayanan 60 kugcMemuaskan

Sumber : Data Primer Agustus 2007

4.2.3Analisis ServQual3ervice Quality

Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam bab 3yabaalam menganalisa
ServQual adalah dengan mengoperasikan skor dap&ampemohon sertipikat tanah
dengan skor dari persepsi persepsi pemihon satipikanah. Dalam
pengoperasionalisasian rumus ServQual, dimanapskseepsi dikurangi dengan skor
harapan. Agar lebih jelasnya maka skor persepsbpemsertipikat tanah dan skor
harapan sertipikat tanah berdasarkan dimensingajséhya disajikan kedalam bentuk
rekapitulasi perhitungan ServQual berikut :

Tabel 4.43 Rekapitulasi Perhitungan ServQual uiuklitas Pelayanan Pemohon
Sertipikat Tanah Secara Konversi Sporadik di KanRertanahan
Kabupaten Banyuwangi.
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No Dimensi Skor ServQual Tingkat Kualitas
Harapan Persepsi

1. Bukti Langsung 57 70 13 Sangat Baik
(Tangibles)

2. Keandalan 88 52,5 -35,5 Tidak Baik
(Reliability)

3. Daya Tanggap 86 60 -26 Tidak Baik
(Responssiveness)

4. Jaminan 85 59 -26 Tidak Baik
(Assurance)

5. EmpatiEmpaty) 86,5 58 -28,5 Tidak Baik

Skor rata-rata tingkat 80,5 60 -20,5 Tidak Baik

Kualitas Pelayanan
Sumber : Data Primer Agustus 2007

Selanjutnya dari data yang ada pada tabel 4.43t dhjadarkan bahwa hasil
perhitungan dari total skor tingkat kualitas pelam dari masing-masing dimensi
adalah dalam kategori tidak berkualitas, dengaal ®Hkor rata-rata untuk harapan
pemohon sertipikat tanah terhadap tingkat kepuatsspelayanan menghasilkan total
skor 80,5 (memuaskan) dan total skor rata-ratakupersepsi pemohon sertipikat
tanah terhadap tingkat kepuasan atas pelayananhamghkgn total skor 60 (cukup
memuaskan). Kemudian dari hasil perhitungan SerivQikatahui bahwa kualitas
pelayanan sertipikat tanah secara konversi sporadbbesar -20,5. Hal tersebut
diakibatkan dengan adanya kualitas layanan yangnkuibaik dari keseluruhan
dimensi. Terbukti dari hasil perhitungan ServQuasimg-masing dimensi bernilai
negatif. Meskipun dimensi bukti langsung masih tigarikan sangat baik. Pelayanan
tersebut diakibatkan oleh adanya kekurangan dddakguasan dari pemohon baik
dari waktu penyelesaian yang sering terlambat skamdar yang telah ditentukan,
adanya pungutan liar dan berbagai penyimpangan parkpitan dengan kualitas
layanan masing-masing dimensi kualitas layanan.

Perhitungan ServQual dapat diperoleh angka yanghasilkan skor negatif dan
skor positif. Skor negatif seperti yang terdapadgpanasing-masing dimensi seperti
dimensi keandalarfreability) menghasilkan angka (-35,5), dimensi daya tanggap
(responsivness) menghasilkan angka (-26), dimensi jaminarass{rancg
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menghasilkan angka (-26), dan dimensi emgatigaty menghasilkan angka (-28,5).
Sedangkan skor positif diperoleh dari dimensi buktigsung tangibleg yang
menghasilkan angka 13. Hasil perhitungan ServQaraebut termasuk gap negatif
yang berarti harapan pemohon sertipikat tanah adaarversi sporadik lebih tinggi
dibandingkan persepsi (realitas) yang dirasakain pé&mohon sertipikat tanah secara
konversi sporadik sehingga tingkat kualitas pelayesertipikat tanah secara konversi
sporadik dapat dinyatakan Tidak Baik.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayasentipikat tanah secara
konversi sporadik di Kantor Pertanahan KabupatemyBaangi dengan perhitungan
Service Quality(ServQual) diperoleh skor rata-rata kualitas patayn sebesar -20,5
yang berarti tingkat kualitas pelayanan sertipiieatah secara konversi sporadik di
Kantor Pertanahan Kabupaten dinyatakan tidak mekanadiketahui bahwa skor
yang dihasilkan adalah skor negatif, dimana skayatie atau gap negatif dapat
diartikan harapan pemohon sertipikat tanah secaravétsi sporadik lebih tinggi
dibandingkan persepsi atau realitas yang dirasakeim pemohon. Tingginya skor
harapan menunjukkan bahwa tingginya kebutuhan aganingkatan kualitas
pelayanan yang harus diperhatikan oleh seluruh koewp yang berada dalam Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Dengan rendahiiga persepsi (realitas)
kualitas pelayanan yang dihasilkan menunjukkan lapelayanan yang diberikan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi masilmbsesuai dengan keinginan
para pemohon dan cenderung kurang optimal untuk enem kebutuhan para
pemohon.



BAB 5. PEMBAHASAN

5.1 Pengantar

Setelah dianalisis dengan rumus ServQ&aryice Quality, dapat diketahui
kelima dimensi kualitas pelayanan memiliki skor ipbg+) dan skor negatif (-).
Dimana dimensi yang memiliki skor positif (+) bdr&ualitas pelayanannya sangat
baik. Sedangkan dimensi kualitas pelayanan yangilikenilai skor negatif (-) dapat
dinyatakan tidak baik. Tiap-tiap dimensi kualitasgyanan sertipikat tanah dianalisa,
kemudian dicari perbedaan antara skor rata-rat@phardan skor rata-rata persepsi
apakah sama, lebih, ataupun kurang. Dengan menmggtiap-tiap dimensi kualitas
pelayanan sertipikat tanah, akan diketahui apaysajg dipersepsikan atau dirasakan
oleh pelanggan yakni pemohon sertipikat tanah. Kikamudapat diketahui bagaimana
kualitas pelayanan sertipikat tanah secara kedwdorudi Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi.

5.2 Interpretasi Hasil Analisis Data

Mengacu pada teori model ServQuaé(vice Qualityyang dikembangkan oleh
Parasuraman, Zeithaml dan Berry, mengukur kualgekyanan terdapat suatu
kerangka yang lebih komperehensif dan sistematikunenganalis kualitas jasa yang
menggambarkan faktor-faktor inter organisasi yaagatl mempengaruhi maupun
dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan yangitarkiengan harapan pelanggan.
Oleh karena itu, dalam memberikan kualitas jasadijcapai dengan memenuhi dan
bahkan melampaui kualitas jasa yang diharapkan mdeh pelanggan. Kualitas jasa
sendiri dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jasagydirasakarperceived service)
dan jasa yang diharapkdexpected serviceBila jasa yang dirasakan lebih kecil
daripada yang diharapkan, maka para pelanggan dietimjiak tertarik lagi pada
penyedia jasa yang bersangkutan. Sedangkan bilg t@jadi adalah sebaliknya
(perceived>expectell maka para pelanggan akan menggunakan penysdiaydagi.
Tetapi di dalam penelitian yang dilakukan di KantBertanahan Kabupaten
Banyuwangi ini didapatkan hasil bahwa secara kedetn konsumen merasa tidak
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puas dengan kualitas layanan yang diberikan oldtakpiperusahaan. Hal ini
ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya beberapakiatidimensi kualitas layanan.

Hasil perhitungan ServQual tersebut termasuk gaggatifeyang berarti harapan
pemohon sertipikat tanah secara konversi sporadik ltinggi dibandingkan persepsi
(realitas) yang dirasakan oleh pemohon sertipikath secara konversi sporadik
sehingga tingkat kualitas pelayanan sertipikat Hiasecara konversi sporadik dapat
dinyatakan tidak baikHal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayaseartipikat
tanah secara konversi sporadik di Kantor Pertan&adéupaten Banyuwangi dengan
perhitunganService Quality(ServQual) diperoleh skor rata-rata kualitas pelaya
sebesar -20,5 yang berarti tingkat kualitas pelayasertipikat tanah secara konversi
sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten dinyatdiiak berkualitas karena tidak
dapat memuaskan konsumen. Hanya bukti langsung waemiliki skor positif
dimana menunjukkan konsumen merasa puas untukdgatnsi ini. Seperti yang
dijelaskan oleh penulis, diperoleh skor rata-rata kielima dimensi terhadap kualitas
pelayanan dengan menggunakan rumus ServQual. Bexalah hasil perhitungan
rata-rata ServQual kelima dimensi kualitas pelagas®tipikat tanah secara konversi
sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwdagiinterpretasi hasil analisis
data pada setiap dimensi kualitas pelayanan.

Tabel 5.1 Rata-rata sk@ervQual5 (lima) Dimensi Kualitas Pelayanan Sertipikat
Tanah secara konversi sporadik di Kantor PertanaKabupaten

Banyuwangi.
No Dimensi Skor ServQual Tingkat Kualitas
Harapan Persepsi
1. Bukti Langsung 57 70 13 Sangat Baik
2. Keandalan 88 52,5 -35,5 Tidak Baik
3. Daya Tanggap 86 60 -26 Tidak Baik
4. Jaminan 85 59 -26 Tidak Baik
5.  Empati 86,5 58 -28,5 Tidak Baik
Skor rata-rata 80,5 60 -20,5 Tidak Baik

Sumber : Data Primer Agustus 2007

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dimensi bukti langsoremjadi satu-satunya
dimensi yang memiliki skor positif. Sedangkan digiepang lain memiliki skor
negatif seperti dimensi keandalan yang memilikirskegatif tertinggi, kemudian
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disusul oleh dimensi empati, dimensi jaminan, s#irteensi daya tanggap sebagai skor
negatif terendah.
a. Dimensi Bukti Langsunglangibles)

Dimensi ini memperoleh skor rata-rata ServQual dargngka positif 13 yang
kemudian diinterpretasikan bahwa dalam pelayandipkat tanah secara konversi
sporadik dapat dinyatakan sangat baik.

Hal ini dikarenakan dimensi bukti langsufi@ngibles)yang dirasakan oleh para
pemohon sertipikat tanah secara konversi sporaeilebrhi tingkat pelayanan yang
diharapkan. Dapat dipahami, karena apa yang mehgadpan yang diinginkan oleh
para pemohon sperti kondisi fasilitas fisik, komngerlengkapan, kondisi fasilitas
penunjang serta kerapihan fisik pegawai dapat dipedengan sangat baik oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

Harapan pemohon sertipikat tanah secara konveosadix terhadap kualitas
pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwgaugg berkenaan dengan
dimensi bukti langsungTangibles) yaitu meliputi kondisi fasilitas fisik, kondisi
perlengkapan, kondisi fasilitas penunjang, sertafjkban fisik pegawai pada dasarnya
para pemohon sudah merasakan kepuasan atas semdis teysebut. Ini terbukti dari
hasil skor positif (+) pada dimensi ini. Sepertiideasil wawancara tanggal 1 Agustus
2007 dengan Bapak Sukamto yang beralamat di KeeanRgsanggaran Kabupaten
Banyuwangi, beliau menyebutkan bahwa semua fasbikti langsung berupa sarana
dan prasarana sudah tersedia dengan sangat baiini Hega di setujui oleh Bapak
Abdul Karim bahwa semenjak adanya komputerisasorinési sertipikat tanah,
mereka dengan mudah mengecek sampai dimana beskaps diajukan tersebut
berjalan.

Menurut Bapak Hamli selaku kepala tata usaha mdiakil wawancara tanggal
20 Agustus 2007 demi mengkroscekkan pernyataaomdep, meyatakan bahwa :

“Semenjak direnovasinya seluruh fasilitas kantéitaetahun 2003, diharapkan
para pemohon yang melakukan kegiatan di KantoaRahtan Kabupaten Banyuwangi
dapat merasakan kenyamanan selama proses kegetangsung. Apalagi setelah
didukung program Sistem Informasi dan Manajemen taRehan Nasional
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(SIMTANAS), petugas menginginkan kemudahan bagiapaemohon untuk
mengecek berkas tanahnya.”

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahava dimensi bukti
langsung Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangitadapmenuhi keinginan para
pemohon sehingga ada kenyamanan dalam menerimaapata jasa untuk
menyelesaikan sertifikat tanahnya secara konvposaslik. Hal itu diakibatkan karena
adanya fasilitas fisik yang memadai, perlengkapangylengkap, kondisi fasilitas
penunjang yang mendukung, serta penampilan figikywai yang rapi dan sopan.

b. Dimensi KeandalanReability)

Dimensi ini memperoleh skor rata-rata ServQual dangngka negatif (-35,5)
yang kemudian diinterpretasikan bahwa dalam pekayasertipikat tanah secara
konversi sporadik dapat dinyatakan tidak baik.

Hal tersebut dikarenakan adanya harapan yang tisgdangkan persepsi
pemohon terhadap pelayanan yang dirasakan tidakis&apat dipahami karena apa
yang menjadi harapan pemohon sertipikat tanah adoanversi sporadik seperti
mengenai kecepatan dan ketepatan pelayanan befeh dipenuhi atau tidak sesuai
dengan apa yang dirasakan atau dipersepsikan efethmon.

Harapan pemohon sertipikat tanah secara konveosadiix terhadap kualitas
pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwgaugy berkenaan dengan
dimensi keandalan Reliability) yaitu meliputi kecepatan dalam memberikan
pelayanan dan sifat dapat dipercaya. Adapun gambpeasepsi pemohon yang
didapatkan oleh peneliti dari jawaban respondemvbamtuk kecepatan dan ketepatan
dalam pelayanan adalah responden yakni pemohoipilsarttanah merasa kurang
puas dengan kecepatan dalam pelayanan khusunyagradeecepatan dan ketepatan
penyelesaian proses pelayanan. Responden mengaarkptepatan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan oleh kantor ters&mgerti dari hasil wawancara pada
tanggal 6 Agustus 2007 yang penulis lakukan demgpak Miskun Subekti, beliau
menyatakan bahwa:

“Sudah kira-kira 4 tahun dari pengajuan permohataaggal 2 Januari 2003
sertipikat tanah saya belum kunjung diterbitkarlaPal semua persyaratan sudah saya
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penuhi. Ketika saya coba tanyakan pada petugaatieriereka hanya memberi alasan
bahwa berkas masih tertahan.”

Hal ini terbukti bahwa responden masih mengharagkandinasi yang baik dari
pegawai serta pelayanan yang sesuai dengan prosetyada.

Sedangkan untuk item sifat dapat dipercaya, respoyakni pemohon sertipikat
tanah juga masih merasa belum puas atas pelayaran diberikan dimana para
pegawai masih belum memberikan pelayanan sesua giganjikan. Seperti hasil
wawancara pada hari yang sama dengan Bapak Sisyamglimenyatakan bahwa :

“Seharusnya pelayanan yang diberikan harus jugesdengan yang dijanjikan.
Kadang-kadang petugas janji kira-kira 6 bulan sglesnyata sudah satu tahun lebih
masih belum dikerjakan.”

Hasil Indepth interviewdengan pihak pemberi layanan Bapak Eddy Suwignyo,
SH pada tanggal 20 Agustus 2007 selaku kepala kakganah dan pendaftaran tanah
mengatakan bahwa:

“Biasanya keterlambatan penerbitan sertipikat tardisebabkan karena
kurangnya persyaratan yang dipenuhi oleh para pemdtengumuman saja kira-kira
2 bulan lebih, jadi jika persyaratan tidak cepaiate dipenuhi maka berkas
permohonan terpaksa dikembalikan untuk dilengkagbyaratannya. Apabila ada
kendala administrasi tersebut, pemohon harus gedaaktif untuk menanyakan posisi
berkas ada di bagian mana”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukaketahui bahwa
keterlambatan ada setelah adanya pengumuman dksebldrena pada saat kroscek,
jumlah pemohon mengalanuverlapping dan terlalu banyak berkas yang tidak
tertangani. Selain itu adanya perbedaan pelayamdibdtkan adanya pungutan liar
yang diberlakukan pada pemohon sehingga yang mtkahapelayanan cepat
diberikan bagi pemohon yang memberikan uang tanmbbahgi petugas. Oleh karena
itu, dalam menerima pelayanan, pemohon juga harusgsbertanya tentang informasi
untuk terselesainya sertifikat tanahnya.

c. Dimensi Daya TanggafResponsivnas
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Dimensi ini memperoleh skor rata-rata ServQual dengngka negatif (-26)
yang kemudian diinterpretasikan bahwa dalam pekayasertipikat tanah secara
konversi sporadik dapat dinyatakan tidak baik.

Hal tersebut dikarenakan adanya harapan yang tisgdangkan persepsi
pemohon terhadap pelayanan yang dirasakan tidakis&apat dipahami karena apa
yang menjadi harapan para pemohon sertipikat tapalra konversi sporadik pada
dimensi daya tanggafResponsivnessjhususnya pada item ketanggapan petugas
layanan dan kemampuan dalam memberikan informdsimbeapat dipenuhi atau
tidak sesuai dengan apa yang dirasakan atau dpsétaa oleh para pemohon.
Begitulah realita yang dirasakan oleh pemohon dntéa Pertanahan Kabupaten
Banyuwangi yang diperoleh dari hasil wawancara dergu Astutik pada tanggal 7
Agustus 2007, beliau mengatakan bahwa :

“Saya berharap para petugas untuk lebih tanggapatleapa yang menjadi
kebutuhan para pemohon, janganlah membeda-bedadagapan yang diberikan
pada masing-masing pemohon. Karena kita disini jsgaa-sama membutuhkan
pelayanan yang baik”.

Sedangkan dari hagitdepth interviewtanggal 20 Agustus 2007 dengan Bapak
Eddy Suwignyo, SH selaku kepala seksi hak tanalpdadaftaran tanah mengatakan
bahwa:

“Pada dasarnya seluruh petugas telah berusaha mkamb@elayanan yang

terbaik dan cepat tanggap dengan apa yang dibutytda pemohon. Kami sebagai
aparat pemerintah berusaha memberikan yang tekbpéda seluruh masyarakat yang
membutuhkan pelayanan kami. Apabila masih ada pemghng kompalin dengan
pelayanan yang kami berikan, segera laporkan kepaganan”.
Pelayanan terhadap para pemohon sertifikat tarcainaskonversi sporadik didasarkan
dari dimensi daya tanggap belum memenuhi harapangsanohon sehingga banyak
yang belum mendapatkan pelayanan yang terbaikpetugas di Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi.

d. Dimensi JaminanAssurance
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Dimensi ini memperoleh skor rata-rata ServQual dengngka negatif (-26)
yang kemudian diinterpretasikan bahwa dalam pekayasertipikat tanah secara
konversi sporadik dapat dinyatakan tidak baik

Hal tersebut dikarenakan adanya harapan yang tisgdangkan persepsi
pemohon terhadap pelayanan yang dirasakan tidakis&apat dipahami karena apa
yang menjadi harapan para pemohon sertipikat tapatia dimensi jaminan
(Assurancekhususnya pada item kesopanan pegawai dalam pelaypemahaman
dan pengetahuan pegawai masih belum dapat dipetergan baik oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

Harapan para pemohon sertipikat tanah terhadaptdsigelayanan di Kantor
Pertanahan  Kabupaten Banyuwangi yang berkenaan adenglimensi
Jaminanfssurance)meliputi: kesopanan pegawai dalam pelayanan, kemam
pegawai dan pemahaman dan pengetahuan pegawai digrrbatikan. Adapun
gambaran persepsi pemohon yang didapatkan oleHigpelaui jawaban responden
bahwa para pemohon merasa kurang puas dengan sidinerkhususnya pada
kejujuran yang diberikan petugas dimana para petugasih sering memberikan
alasan yang tidak jelas ketika para pemohon meRkanymasalah berkasnya yang
tertahan. Keluhan- keluhan yang diutarakan olehgbempun sering diabaikan oleh
petugas (wawancara dengan Bapak Suparjo pada tar®)ggustus 2007).

Namun dari hasihdepth interviewwanggal 20 Agustus 2007 dengan Bapak Eddy
Suwignyo, SH selaku kepala seksi hak tanah dangfamdn tanah menyatakan bahwa

“Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik kssgiap keluhan para
pemohon. Sebenarnya bukan karena petugas tidak @ljan kejelasan berkas
permohonan, tetapi karena berkas permohonan y#&ntgdni oleh Kantor Pertanahan
sangat banyak yang tidak memungkinkan penanganearasecepat dan perlu
kesabaran yang lebih ekstra dari pemohon”.

Kesopanan pegawai dalam pelayanan, pemahaman dagetgleuan pegawai
sebagai indikator penilaian dalam kualitas pelagaagar sesuai dengan harapan
konsumen ditentukan oleh kemampuan petugas dalamemginya agar para
pemohon mendapatkan pelayanan seperti yang dikeamap
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e. Dimensi Empati Empaty

Dimensi ini memperoleh skor rata-rata ServQual daengngka negatif (-28,5)
yang kemudian diinterpretasikan bahwa dalam pekayasertipikat tanah secara
konversi sporadik dapat dinyatakan tidak baik

Hal tersebut dikarenakan adanya harapan yang tisgdangkan persepsi
pemohon terhadap pelayanan yang dirasakan tidakis&apat dipahami karena apa
yang menjadi harapan para pemohon sertipikat tgaaf berkenaan dengan dimensi
empati (Empaty) yang meliputi item akses terhadap petugas layaaanperhatian
pegawai belum dapat dipenuhi atau tidak sesuaiafemga yang dirasakan atau
dipersepsikan oleh para pemohon.

Adapun gambaran persepsi pemohon yang didapatk&hrpeheliti dari jawaban
responden yakni para pemohon sertipikat tanah ladad@gaimana para pemohon
sangat kecewa apabila petugas terkait tidak beddganpat.(wawancara dengan
Bapak Achamad Furgon pada tanggal 13 Agustus 200ahun dari hasiindepth
interviewtanggal 20 Agustus 2007 dengan Bapak Eddy SuwidgBboselaku kepala
seksi hak tanah dan pendaftaran tanah yang meayaltahwa :

“Para petugas terkait selalu berada ditempat keapabila ada urusan dinas luar
dari Kantor Pertanahan. Untuk hari Senin sampai Kamis kegiatan pelayanan
sertipikat tanah tetap dilaksanakan sampai jamélgeruali hari jum’at hanya sampai
jam 11.30 siang. Setiap loket juga selalu melakagiatan dengan baik.

Dimensi empat{Empaty)yang meliputi item akses terhadap petugas laydaan
perhatian pegawai sangat diperlukan dalam upaya beskan pelayanan yang
disesuaikan dengan harapan para pemohon sehingiayasakan dijadikan penilaian
tentang baik tidaknya kualitas pelayanan. Adanysayaman yang baik dari
masing-masing indikator antara lain dimensi emampaty) akan meningkatkan
kualitas layanan secara keseluruhan.



BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Pelayanan sertipikat tanah secara konversi sporddikantor pertanahan

kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan mekanyare pemohon mendatangi

Kantor Pertanahan untuk melaksanakan kegiatan permao penerbitan sertipikat

tanah dengan menyerahkan semua persyaratan yagadiassampai diterimanya

Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dari petugas.bApasyarat-syarat telah

terpenuhi oleh pemohon maka Kantor Pertanahan mdeakga pembukuan serta

penerbitan sertipikat yang berupa Surat Ukur dakuBltanah.

Seperti yang dijelaskan pada analisis dan inteaprgiada bab sebelumnya,
bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan di Karmertanahan Kabupaten
Banyuwangi dipergunakan rumus ServQual yaitu demgangurangi skor presepsi
pemohon dengan skor harapan pemohon di Kantor radda Kabupaten
Banyuwangi, maka dapat kita tarik kesimpulan balseeara keseluruhan kualitas
pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahanupaien Banyuwangi tidak
membuat konsumen yaitu pemohon sertipikat meraaa. gdal itu ditunjukkan oleh
skor negatif dari empat dimensi kualitas layanamgyaenunjukkan kualitas pelayanan
yang diberikan masih tidak baik. Meskipun hanya shensi yang mendapat skor
positif yaitu dimensi bukti langsung. Penjelasansimg-masing dimensi kualitas
pelayanan disimpulkan sebagai berikut.

a. Untuk dimensi Bukti Langsund @ngiblg, tingkat kualitas pelayanan sertipikat
tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabugateyuwangi yang diukur
dengan menggunakan metode ServQual dalam peneiitiadiperoleh skor
positif (13). Hal ini dikarenakan dimensi bukti gmung Tangible$ yang
dirasakan oleh para pemohon sertipikat tanah sepamadik melebihi tingkat
pelayanan yang diharapkan. Dapat dipahami, karpaag/ang menjadi harapan
yang diinginkan oleh para pemohon seperti kondisilifas fisik, kondisi
perlengkapan, kondisi fasilitas penunjang sertapban fisik pegawai dapat
dipenuhi dengan sangat baik oleh Kantor Pertan#&ladnupaten Banyuwangi.
Harapan pemohon sertipikat tanah secara sporatigkdap kualitas pelayanan di
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Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang besakewmi@ngan dimensi
bukti langsung Tangible$ yaitu meliputi kondisi fasilitas fisik, kondisi
perlengkapan, kondisi fasilitas penunjang, sertapban fisik pegawai pada
dasarnya para pemohon sudah merasakan kepuasaeratas kondisi tersebut.
Untuk dimensi KeandalanRegliability), tingkat kualitas pelayanan sertipikat
tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabugateyuwangi yang diukur
dengan menggunakan metode ServQual dalam peneiitiadiperoleh skor
negatif (-35,5) yang berarti tingkat kualitas palasgnnya adalah tidak baik. Hal
ini terbukti dari rendahnya nilai skor persepsiri daasing-masing item
pertanyaan yang diajukan pada responden yakni pmgahbrtipikat tanah.
Banyak para pemohon yang masih belum puas atapatecedan ketepatan
proses pelayanan yang tidak sesuai dengan progadgrelah ditetapkan. Oleh
karena itu mereka mengharapkan adanya peningkatzepé&tan dan ketepatan
proses pelayanan yang diberikan oleh petugas layagar pelayanan yang
diberikan lebih optimal.

Untuk dimensi Daya TanggapRésponsivne}s tingkat kualitas pelayanan
sertipikat tanah secara sporadik di Kantor Permmadfabupaten Banyuwangi
yang diukur dengan menggunakan metode ServQuamdaenelitian ini
diperoleh skor negatif (-26) yang berarti tingkatktas pelayanannya adalah
Tidak Baik. Dikatakan Tidak Baik karena banyak ppeanohon yang merasa
masih dibeda-bedakan atas pelayanan yang dibeslkhmpetugas. Mereka juga
merasa para petugas kurang tanggap dengan apangngdi kebutuhan para
pemohon. Maka dari itu para pemohon sangat berfaapadanya peningkatan
daya tanggap dari para petugas agar pelayanan liegean dengan lancar.
Untuk dimensi JaminarAgsurancg tingkat kualitas pelayanan sertipikat tanah
secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bamgi yang diukur
dengan menggunakan metode ServQual dalam peneiitiadiperoleh skor
negatif (-26) yang berarti tingkat kualitas pelagramya adalah Tidak Baik.
Dikatakan Tidak Baik karena banyak para pemohongyarerasa masih
dipersulit ketika mereka menanyakan masalah beykasteluhan dari pemohon
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juga masih sering diabaikan. Maka dari itu paragdemn sangat mengharapkan
kepedulian yang baik dari pihak-pihak terkait.

e. Untuk dimensi Empati Empaty, tingkat kualitas pelayanan sertipikat tanah
secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bamgi yang diukur
dengan menggunakan metode ServQual dalam peneiitiadiperoleh skor
negatif (-28,5) yang berarti tingkat kualitas pelagnnya adalah Tidak Baik.
Dikatakan Tidak Baik karena banyak para pemohorg yaerasa masih sulit
menghubungi pihak-pihak terkait dengan masalahypakn yang dihadapi oleh
para pemohon.

6.2 Saran

Sesuai dengan tujuan penelitian, diperoleh saramtdesukan positif yang dapat
memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan ¢&dahtor Pertanahan Kabupaten
Banyuwangi. Perbaikan dan peningkatan kualitas ypakn dapat mewujudkan
harapan penuh yang dimiliki oleh para pemohon@kdi tanah menjadi pelayanan
yang baik bagi kebutuhan para pemohon. Berdasaakatisis, pembahasan dan
kesimpulan yang ditarik, maka dapat diberikan begbeersaran oleh penulis kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sebagéiuberi
a. Untuk dimensi Keandalarrgliability):

1) Meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan sertipiketnah dan
memprioritaskan perhatian perbaikan kualitas pelagyapada ketepatan
waktu pelayanan dimana pihak petugas diharapkarkdebih tepat waktu
dalam memulai kegiatan pelayanan.

2) Melaksanakan kegiatan sertipikat tanah yang seteragan prosedur yang
telah ditetapkan.

3) Melakukan kroscek terhadap berkas para pemohorselgera menangani
pendaftar secepatnya agar tidak ter@adirlapping

4) Mempertegas sanksi adanya pungutan liar oleh petagar pelayanan bagi
pemohon sertipikat tidak akan dirugikan.

5) Bagi para pemohon hendaknya sering menanyakanma®ryang tepat
sehingga mempercepat pelayanan.
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Untuk dimensi Daya TanggaRésponsiveness

Diharapkan adanya peningkatan ketanggapan dari pettegas terkait demi

terwujudnya kepuasan bagi masing-masing pemohdipikat tanah.

Untuk dimensi JaminarAésurance)

Meningkatkan kualitas pelayanan sertipikat tanamgda memprioritaskan

perhatian perbaikan kualitas pelayanan sehinggaumienhkan kepercayaan

para pemohon pada petugas terhadap ketuntasan dedaerberikan pelayanan
dengan selalu memberitahukan proses kegiatan pipnseean tanah dengan
baik.

Untuk dimensi EmpatiEmpaty)

1) Meningkatkan kemudahan akan akses terhadap masismgnpetugas agar
koordinasi antara petugas terkait dengan pemohgpatdzerjalan dengan
lancar.

2) Menciptakan rasa nyaman bagi setiap pemohon demujugkan pelayanan
yang prima serta mampu melaksanakan kegiatan pipilsgian tanah secara
jelas dan aman.
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